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WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA GORONTALO

TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 ayatl (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Gorontalo
Tahun 2021-2041.

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembar
Negara Republik Indonesa Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Nomor 4725 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tamabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 teniang
Penyclenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik
Indonesia Taun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN] Tahun
2020-2040 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nemor 11 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan
Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata
Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 329});

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara
Republhik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota,
serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

12, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Koordinasi Penyelengparaan Penataan Ruang (Bernita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kota Gorontale Noemor 9 Tahun 2019
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Gorontalo Tahun
2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019
Momor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo
Tahun 2019 Nomor 223).

MEMUTUSKAN;

Menctapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG RENCANA

DETAIL TATA RUANG ROTA GORONTALOC TAHUN 2021-2041

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini vang dimaksud dengan:

il A

Dzerah adalah Kota Gorontalo.

Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.

Kecamatan adalah bagian wilayah dar daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kota dalam wilayah
kerja kecamatan.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara,
termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia
dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan
hidupnya.

8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistemn proses percncanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
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Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalul penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah adalah upaya mewujudkan tertib
tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, yang dilaksanakan melalui
pengaturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif,
dan pengenaan sanksi.

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan-
ketentuan yang dibuat/disusun dalam upayva mengendalikan pemanfaatan
ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW Kota yang berbentuk ketentuan
umum peraturan zonasi, kelentuan perzinan, ketentuan insentil dan
disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota,

Rencana Tata Ruang vang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan
tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana
secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi
dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dar Rencana Tata
Ruang Wilayah dengan peta skala 1:5.000,

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari
kabupaten /kota dan/atau Kawasan strategis kabupaten /kota yang akan atau
perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW
kabupaten / kota yang bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan vang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari
WP vang dibalasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan
fisik yang nyala (spt jaringan jalan, sungai, selokan, saluran, irigasi, saluran
udara tegangan [ekstra) tinggi, dan pantai) atau yang belum nyata (rencana
jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesual dengan
rencana kotal.

Strukiur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana vang berfungsi sebagai pendukung Kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
Pusat Pelayanan Kota merupakan Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau
administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

Sub Pusat Pelayanan Kota Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau
administrasi yang melayani sub wilayah kota.
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22. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusal pelayanan ekonomi, sosial, budaya
dan/atau administrasi lingkungan permukiman,

23, Pusat lingkungan kecamatan merupakan pusal pelayanan ckonomi, sosial,
budaya dan/atau administras: inghkungan permuloman kecamatan.

24, Pusat lingkungan kelurahan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial,
dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.

25. Sistemm Jaringan Jalan adalah kesatuan ruas jalan yang saling
menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah
yvang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

26, Saluran Udara Tegangan Tinggs vang selanjutnya disingkat SUTT adalah
saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara
bertegangan nominal di atas 35 kV [(tgapuluh lima kilo volt) sampail dengan
230 kV [duaratus tigapuluh kilo volt).

27, Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM, adalah
saluran
tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang [konduktor) di udara
bertegangan
nominal lebih dari 1 kV (satu kile volt) sampai dengan 35 kV (tiga puluh lima
kilo volt).

28, Base Transceiver Station yang selanjuinya disingkat BTS adalah sebuah
mfrastruktur
telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara pirant
komunikasi dan jaringan operator.

29. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di
dalamnya.

30, Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan
pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dan hulu sampai muara, dengan
dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan,

31. Air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang
memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

32, Drainase yaitu prasarana vang berfungsi mengalirkan limpasan air permukaan
ke badan air penerima atau ke bangunan resapan batuan,

33.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang
pertanian yang jenisnya terdiri atas irigasi air permukaan, irigasi air bawah
tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa.

34, Air Limbah vaitu semua jenis air buangan yvang mengandung kotoran dari
rumah tangga, binatang atau tumbuh-tumbuhan, termasuk buangan industri
dan kimia.
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Instalasi Pengolahan Air Limbah yang sclanjutnya disingkat IPAL adalah
sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan lkamiawi
dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas
yvang lain.

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja vang selanjutnya disingkat IPLT adalah
pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur
tinja yang berasal darl sistem setempat vang diangkut melalui sarana
pengangkut lumpur tinja.

Tempalt Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang
selanjutnya disebut TPS-3R, adalah tempat dilaksanakan kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala
Kawasan.

Mitigasi adalah serangkaian upayva untuk mengurangi adanya risiko bencana.
Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan
cepat dari satu lokasi ke lokasi vang aman agar menjauh dari ancaman atau
kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa
manusia atau mahluk hidup lainnya,

Tempat evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung
masyarakat vang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan
kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan
modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah vang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budi daya.

Zona adalah kawasan atau area yvang memiliki fungsi dan karakteristik
spesifik.

Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karaktenistik
tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona
vang bersanghkutan,

. Zona Lindung adalah zona vang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber
daya buatan.

Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yvang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
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perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.

Ruang Terbuka Hijau wvang sclanjutnya disingkat RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yvang tumbuh secara alamiah maupun
vang sengaja ditanam.

Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang
terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang
terbuka hijau (RTH), berupa lahan vang diperkeras dan badan air,

Zona pertahanan dan keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan
bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan
dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi
pertahanan dan keamanan, termasuk tempat Latihan baik pada tingkat
nasional, Kodam, Korem, Kodim, Koramil, Lantamal, Lanal, Lanud, Pangkalan
Militer /Kesatrian, Daerah Militer, dan sebagainya.

kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung atau kawasan budi daya
yang meliputi zona-zona yang berpotensi mengalami bencana.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan human vang terdin atas lebih dari
satu satuan perumahsan yang mempunyal prasarana, sarana, utilitas umum,
serta mempunyal penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau
Kawasan perdesaan.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik
perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan
utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi
standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal vang layvak, schat, aman,
dan nyaman.

Peraturan Zonasi vang sclanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang
mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang
penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang,

Koefisien Dasar Bangunan yang sclanjutnya disingkat KDB adalah koefisien
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil atau
kaveling atau blok peruntukan;

. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien

perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil
atau kaveling atau blok peruntukan;
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Koelisien Dasar Hijau vang selanjutnyva disingkat KDH adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan
gedung yang diperuntukan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah
perpetakan atau dacrah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana
tata bangunan dan lingkungan.

Koelisien Tapak Basement vang selanjutnya disingkat KTB adalah angka
persentase antara luas lantai basement atau ruang bawah tanah dengan luas
lahan.

Garis Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus)
meter dari titik pasang tertinggl ke arah darat.

Graris Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat G5B adalah sempadan
vang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dan
batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi
scbagai pembatas ruang atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu
massa bangunan terhadap lahan vang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai,
antara massa bangunan yang lain alau rencana saluran, jaringan legangan
hstrik, janngan pipa gas dan sebagainya.

Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang
diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan
sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur
bangunan dengan atap.

Jarak Bebas Banpgunan Samping yvang selanjutnya disingkat JBBS adalah
jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan
tembok penyengker/ pagar samping pada persil yang dikuasai.

Jarak Bebas Bangunan Belakang vang selanjuinya disingkat JBBB adalah
jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan
tembok penyengker/pagar belakang pada persil yvang dikuasai.

Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat G5J adalah gans rencana
jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.

Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GS3 adalah garis mava di
kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan
sungai.

Los Pasar adalah bangunan non permanen berlokasi di Ruang Milik Jalan
(Rumija) yang memiliki atap namun tidak memiliki dinding penyckat dengan
komoditas sejenis dengan pasar tradisional.

Teknik Pengaturan Zonasi adalah berbagai varian dari zoning konvensional
vang dikembangkan untuk memberikan keluwesan penerapan aturan Zonasi.
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Masyarakalt adalah orang perscorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang,

Kelembagaan adalah suatu badan koordinasi penataan ruang yvang dapat
memiasilitasi dan memediasi kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat
dalam penyelenggaraan penataan ruang secara lerpadu dengan tletap
memperhatikan kaidah dan krtena penataan ruang secara konsisten dan
berkesinambungan;

Forum penataan ruang adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang;
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR
adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

BABII
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Huang Lingkup Peraturan Kepala Daerah
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Daerah meliputi:

B @O P

(1)

(2)

tujuan penataan wilayah perencanaan;
rencana struktur ruang;

rencana pola ruang;

ketentuan pemanfaatan ruang; dan
peraturan zonasi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan
Pasal 3
Lingkup wilayah perencanaan Kota Gorontalo berdasarkan aspek administrasi
dan fungsional dengan luas kurang lebih 7.959 {tujuh ribu Sembilan ratus lima
puluh sembilan) hektar, beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan dan
ruang di dalam bumi menurut peraturan perundangan yang berlaku.
Batas-batas Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara
administratif terdiri atas:
a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone
Bolango;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini
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(3)

(4]
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¢. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Telaga dan Batudaa,
Kabupaten Gorontalo; dan

d. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo,

Wilayah perencanaan Kota Gorontalo sebapgaimana dimaksud pada ayat (1),

secara administratif terdiri atas:

a. Kecamatan Sipatana meliputi Kelurahan Bulotadaa Barat, Kelurahan
Bulotadaa Timur, Kelurahan Molosipat U, Kelurahan Tanggikiki, dan
Kelurahan Tapa;

b. Kecamatan Kota Utara meliputi Kelurahan Dembe 11, Kelurahan Dembe
Jaya, Kelurahan Dulomo Utara, Kelurahan Dulomo Selatan, Kelurahan
Wonghkaditi Timur, dan Kelurahan Wongkaditi Barat;

c. Kecamatan Kota Tengah meliputi Kelurahan Dulalowo, Kelurahan Dulalowe
Timur, Kelurahan Liluwo, Kelurahan Paguyaman, Kelurahan Pulubala, dan
Kelurahan Wumialo;

d. Kecamatan Dungingi meliputi Kelurahan Huangobotu, Kelurahan Libuo,
Kelurahan Tomulabutao, Kelurahan Tomulabutao Selatan, dan Kelurahan
Tuladenggi;

e. Kecamatan Kota Selatan meliputi Kelurshan Biawao, Kelurahan Biawu,
Kelurahan Limba B, Kelurahan Limba U [, dan Kelurahan Limba U [1;

[. Kecamatan Kota Timur meliputi Kelurahan Heledulaa Utara, Kelurahan
Heledulaa Selatan, Kelurahan Ipilo, Kelurahan Moodu, Kelurahan
Padebuolo, dan Kelurahan Tamalate;

g. Kecamatan Dumbe Raya meliputi Kelurahan Botu, Kelurahan Bugis,
Kelurahan Leato Selatan, Kelurahan Leato Utara, Kelurahan Talumolo;

h. Kecamatan Hulonthalangi meliputi Kelurahan Donggala, Kelurahan Pohe,
Kelurahan Siendeng, Kelurahan Tanjung Keramat, dan Kelurahan Tenda;
dan

i. Kecamatan Kota Barai meliputi Kelurahan Buladu, Kelurahan Buliide,
Kelurahan Dembe 1, Kelurahan Lekobalo, Kelurahan Molosipat W,
Kelurahan Pilolodaa, dan Kelurahan Tenilo.

Kota Gorontalo merupakan satu kesatuan Wilayah Perencanaan yang

selanjutnya disingkat WP yang dibagi menjadi 9 (sembilan) Sub Wilayah

Perencanaan yvang selanjutnya disingkat SWF dan 50 (lima puluh) blok sebagai

berkikut:

a. SWP A mencakup Kecamatan Sipatana direncanakan dengan luas kurang
lebih 468,76 (empat ratus enam puluh delapan koma tujuh enam) hektar,
meliputi:
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1. Blok A.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 102,31 (seratus dua
koma tiga satu) hektar;

2. Blok A 2 direncanakan dengan luas kurang lebih 118,11 (seratus delapan
belas koma satu satu) hektar;

3. Blok A.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 101,33 (seratus satu
koma tiga tiga) hektar;

4, Blok A.4 direncanakan dengan luas kurang lebih 84,82 (delapan puluh
empat koma delapan dua) hektar; dan

5. Blok A.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 62,19 (enam puluh dua
koma satu sembilan} hektar.

. SWP B mencakup Kecamatan Kota Utara direncanakan dengan luas kurang

lebih 839,53 (delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima tiga) hektar,

meliputi:

1. Blok B.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 196,51 ([seralus
sembilan puluh enam koma lima satu] hektar;

2. Blok B.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 227,39 (dua ratus dua
puluh tujuh koma tiga sembilan) hektar;

3. Blok B.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 106,96 (seratus enam
koma sembilan enam) heltar;

4. Blok B.4 direncanakan dengan luas kurang lebih 145,36 (seratus empat
puluh lima koma tiga enam) hektar;

5. Blok B.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 96,33 (sembilan puluh
enam koma tiga tiga) hektar; dan

6. Blok B.6 direncanakan dengan luas kurang lelnh 66,98 (enam puluh enam
koma sembilan delapan) hektar.

. 3WP C mencakup Kecamatan Kota Tengah direncanakan dengan luas

kurang lebih 484 83 (empat ratus delapan puluh empat koma delapan tiga)

hektar, meliputs:

1. Blok C.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 73,31 (tujuh pulah tiga
koma figa satu) hektar;

2. Blok C.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 87,97 |delapan puluh
tujuh kama sembilan tujuh) hektar;

3. Blok C.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 110,02 [seratus sepuluh
koma nol dua) hektar;

4. Blok C.4 direncanakan dengan luas kurang lebih 43,75 (empat puluh tiga
koma tujuh lima) hektar;

5. Blok C.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 88,27 (delapan puluh
delapan koma dua tujuh) hektar; dan
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6. Blok C.b direncanakan dengan luas kurang lebih 81,51 (delapan puluh
satu koma lima satu) hektar.

. SWF D mencakup Kecamatan Dungingi direncanakan dengan luas kurang

lebih 443,11 (empal ratus empat puluh tiga koma satu satu) hektar,

melipufti:

1. Blok D.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 54,71 (lima puluh empat
koma tujuh satu) hektar;

2. Blok D.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 51,14 (lima puluh satu
koma satu empat) hekiar;

3. Blok D.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 131,67 (seratus tiga
puluh satu koma enam tajuh) hektar:

4, Blok D.4 direncanakan dengan luas kurang lebih 80,07 (delapan puluh
koma nol tujuh) hektar; dan

2. Blok D.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 125,53 (seratus dua
puluh lima koma lima tiga] hekiar.

. BWP E mencakup Kecamatan Kota Selatan direncanakan dengan luas

kurang lebih 281,90 ([dua ratus delapan puluh satu koma sembilan nol)

hektar, meliputi:

l. Blok E.]1 direncanakan dengan luas kurang lebih 94,18 (sembilan puluh
empat koma satu delapan) hektar;

2. Blok E.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 51,57 (lima puluh satu
koma hma tujuh) hektar;

3. Blok E.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 76,49 (tujuh puluh enam
koma empat sembilan) hektar;

4. Blok E.4 direncanakan dengan luas kurang Iebih 27,29 [dua puluh tujuh
koma dua sembilan] hektar; dan

5. Blok E.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 32,37 (tiga puluh dua
koma tiga tujuh) hektar,

. SWP F mencakup Kecamatan Kota Timur direncanakan dengan luas kurang

lebih 506,64 (lima ratus enam koma enam empat) hektar, meliputi:

1. Blok F.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 97 84 (sembilan puluh
tujuh koma delapan empat) hektar;

2. Blok F.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 153,32 [seratus lima
puluh tiga koma tiga dua) hektar;

3. Blok F.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 45,53 (empat puluh lima
koma lima tiga) hektar;

4. Blok F.4 direncanakan dengan luas kurang lebih 67,54 (enam puluh tujuh
koma lima empat) helctar;
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3. Blok F.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 67,87 (enam puluh tujuh
koma delapan tujuh) hektar; dan

6. Blok F.6 direncanakan dengan luas kurang lebih 74,54 [tujuh puluh
empat koma lima empat) hektar.

- 3WP G mencakup Kecamatan Dumbo Raya direncanakan dengan luas

kurang lebih 1.429 44 (seribu empat ratus dua puluh sembilan koma empat

empat) hektar, meliputi:

l. Blok G.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 32,52 (tiga puluh dua
koma lima dua) hektar,

2. Blok .2 direncanakan dengan luas kurang lebih 182,29 (seratus delapan
puluh dua koma dua sembilan] hektar;

3. Blok G.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 347 86 (tiga ratus empat
puluh tujuh koma delapan enam) hektar;

4. Blok G.4 direncanakan dengan luas kurang lebih 272,66 (dua ratus tujuh
puluh dua koma enam enam| hektar; dan

5. Blok G.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 594,10 (lima ratus
sembilan puluh empat koma satu nol) hektar.

.SWP H mencakup Kecamatan Hulonthalang direncanakan dengan luas

kurang lebih 1.218,66 (seribu dua ratus delapan belas koma enam enam)

hektar, meliputi:

1. Blok H.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 206,66 (dua ratus enam
koma enam enam) hektar;

2. Blok H.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 66,29 (enam puluh
enam koma dua sembilan) hektar;

3. Blok H.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 211,06 (dua ratus
schelas koma nol enam) hektar;

4, Blok H.4 direncanakan dengan luas kurang lebih 665,86 (enam ratus
¢nam puluh lima koma delapan enam) hektar; dan

5. Blok H.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 68,78 (enam puluh
delapan koma tujuh delapan) hektar.

i. SWP I mencakup Kecamatan Kota Barat direncanakan dengan luas kurang

lebih 1.404,09 (seribu empat ratus empat koma nol sembilan) hektar,

meliputi:

1. Blok 1.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 99.9 (sembilan puluh
sembilan koma sembilan) hektar;

2. Blok 1.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 116,14 (seratus enam
belas koma satu empat) hektar;
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3. Blok 1.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 238,55 (dua ratus tiga
puluh delapan koma lima lima) hektar;

4. Blok 1.4 direncanakan dengan luas kurang lebih 161,62 (scratus enam
puluh satu koma enam dua) hektar;

9. Blok 1.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 44572 (empat ratus
empat puluh lima koma tujuh dua) hektar;

b. Blok 1.6 direncanakan dengan luas kurang lebih 117,59 (seratus tujub
belas koma lima sembilan| hektar; dan

7. Blok 1.7 direncanakan dengan luas kurang lebih 224 .57 [dua ratus dua
puluh empat koma lima tujuh) hektar,

(5) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketclitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran [, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan darn Peraturan Walikota ini.

(6] Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4] digambarkan
dalam peta dengan keteliian geometn dan ketelitian detail mformas: skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1l, yvang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 4
Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurul a, yaitu
mewujudkan Kota Gorontalo yang religious sebagai pusat bisnis dan heritage yang
produktif dan berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5
(1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huraf, terdini
atas:
a.rencana pengembangan pusal pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan

C. FeNcana jaringan prasarani.
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Rencana strukiur ruang scbagaimana dimaksud pada avat (1) digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometri dan keteliian detail informasi skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran [Il, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini,

Bagian Kedua
Eencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a, pusat pelayanan kota;,

b. sub pusat pelayanan kota; dan

¢. pusat ingkungan.

Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl a, meliputi

SWP E dengan cakupan wilayah Kecamatan Kota Selatan.

Sub pusat pelayanan kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

terdin atas:

a, SWP A dengan cakupan wilayah Kelurahan Tapa dan Bulotadaa pada
Kecamatan Sipatana;

b. SWP B dengan cakupan wilayah Kelurahan Wongkaditi pada Kecamatan
Kota Utara;

c. SWP C dengan cakupan wilayah Kelurshan Liluwo pada Kecamatan Kota
Tengah;

d. SWP D dengan cakupan wilayah Kelurahan Tuladenggi pada Kecamatan
Dungingi;

2. SWP G dengan cakupan wilayah Kelurahan Leato Utara pada Kecamatan
Dumbo Rava;

[. SWP H dengan cakupan wilayah Keluarahan Tenda pada Kecamatan
Hulonthalangi; dan

g. SWP | dengan cakupan wilayah Kelurahan Buliide pada Kecamatan Kota
Barat.

Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, terdiri atas!

a. pusat lingkungan kecamatan; dan

b. pusat lingkungan kelurahan.

Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada avat (4) huruf a,

terdiri atas:

a. SWP A dengan cakupan wilayah Kelurahan Molosipat U pada Kecamatan
Sipatana;

PERAMNGEAT | KABAG
DAE HUKUM | ASISTEN | SEKEA

o [t | f [ 1§

4




()

(7)

-16-

b.SWP B dengan cakupan wilayah Kelurahan Dulomo Selatan pada
Kecamatan Kota Utara;

c. SWP E dengan cakupan wilayah Kelurahan Biawu pada Kecamatan Kota
Selatan;

d. SWP F dengan cakupan wilayah Kelurahan Meodu pada Kecamatan Kota
Timur;

e. SWP G dengan cakupan wilayah Kelurahan Talumolo pada Kecamatan
Dumbo Raya; dan

. SWP | dengan cakupan wilayah Kelurahan Buladu pada Kecamatan Kota
Barat.

Pusat lingkungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurufl b,

terdiri atas;

a. SWP A dengan cakupan wilayah Kelurahan Bulotadaa, Bulotadaa Timur,
Tanggikiki dan Tapa pada Kecamatan Sipatana;

b. SWP B dengan cakupan wilavah Kelurahan Dembe II, Dembe Jaya, Dulomo,
Wongkaditi dan Wongkaditi Barat pada Kecamatan Kota Utara;

g. WP C dengan cakupan wilayah Kelurahan Dulalowo, Dulalowo Timur,
Liluwo, Paguyaman, Pulubala dan Wumialo pada Kecamatan Kota Tengah;

d. SWP D dengan cakupan wilayah Kelurahan Husngobotu, Libuo,
Tomulabutas, Tomulabutao Timur dan Tuladenggi pada Kecamatan
Dungingi;

e. SWP E dengan cakupan wilayah Kelurahan Biawao, Limba B, Limba U | dan
Limba U Il pada Kecamatan Kota Selatan;

f. SWP F dengan cakupan wilayah Kelurahan Heledulaa, Heledulaa Selatan,
Ipilo, Padebuolo dan Tamalate pada Kecamatan Kota Timur;

g. SWP G dengan cakupan wilayah Kelurahan Botu, Bugis, Leato dan Leato
Utara pada Kecamatan Dumbo Rava;

h.SWP H dengan cakupan wilayah Kelurahan Donggala, Pohe, Siendeng,
Tanjung Kramat dan Tenda pada Kecamatan Hulonthalangi; dan

L. BWP | dengan cakupan wilayah Kelurahan Buliide, Dembe I, Lekobalo,
Molosipat W, Pilolodaa dan Tenilo pada Kecamatan Kota Barat.

Rencana pengembangan pusal pelayvanan sebagaimana dimaksud pada aval

(1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail

informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran [V, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini,
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Bagian Ketiga
Rencana Jarngan Transportas
Paragraf 1
Umum
Pasal 7
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1}
huruf b, terdiri atas:
a. Jaringan jalan;
b. terminal:
c. pelabuhan; dan
d. alur pelayaran di laut.
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 scbagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
Paragraf 2
Jaringan Jalan
Pasal 8
Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri
atas:
a, jalan arteri primer;
b, jalan kolektor primer;
¢. jalan kolektor sekunder;
d. jalan lokal primer;
e, jalan lingkungan primer; dan
[. jembatan
Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a, dengan
status jalan nasional, terdiri atas Jalan Profl. Dr. H.B Jassin dan Gorontalo
Outer Ring Road (GORR] Segmen [IL
Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b, terdiri
atas jalan Aloe Saboe, jalan Banteng, jalan Batujajar, jalan Botulivedu, jalan
Brigjen Piola Isa, jalan Gunung Renjani, jalan Ir. Joesefl Dalie, jalan Jalaludin
Tantu, jalan Jendral Katamso, jalan Jendral Suprapto, jalan Kalengkongan,
jalan Mayor Dullah, jalan Moh. Husni Thamrin, jalan Nani Wartabone, jalan
Prof. Dr. H. Jhon Aryo Katili, jalan R. Atje Slamet, jalan Raja Eyato, jalan Rusli
Datau, jalan Sultan Botutihe, jalan Usman lsa, jalan Pangeran Hidayat |, jalan
Pangeran Hidayat 11, jalan Sultan Hasanuddin, jalan KH. Ahmad Dahlan, jalan
HOS. Cokroaminoto, dan jalan Yos Sudarso.
mﬁ;ﬁtf | III-::I.AB}:I -..IEET?THH “E.EHDH..
o [t [f []

k. )




4

(3)

(B)

(7}

-18-

Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdin
atas jalan Beringin, jalan Jendral Sudirman, jalan M. Thayeb Gobel, dan jalan
Barito.

Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdin atas
jalan 23 Januari, jalan Achmad Nadjemuddin, jalan Anoa, jalan Arif Rahman
Hakim, jalan Banjar, jalan Banteng, jalan Batang Hari, jalan Beringin,
Bilinggata, jalan Boliwitutu, jalan Budi Utomo, jalan By Pass, jalan Cakalang,
Cempaka, jalan Cendrawasih, jalan Cendrawasih 1, jalan Dahlia, jalan Dewi
Sartika, jalan Diponegoro, jalan Dr, Setia Budi, jalan Drs. H. Ahmad Arbi, jalan
Dulchupa 1, jalan Durian, jalan Durian [, jalan Farid Liputa, jalan Gelatik, jalan
Goropa, jalan Gunung Agung, jalan Tkrat, jalan llahandu, jalan Imam Bonjol,
jalan JA Suprapto, jalan Jamaludin Malik, jalan Jendral Katamso, jalan
Jendral Sutoye, jalan Jeruk, jalan Jusuf Hasiru, jalan Jusuf Polapa, jalan
Kalimantan, jalan Kancil Tenilo, jalan Kanibalu, jalan Kapuas, jalan
kartanegara, jalan Kenangan, jalan Kimojo, jalan Kutai, jalan Lompobatang,
jalan Lupoyo, jalan Lupoyo I1, jalan Madura, jalan Manado, jalan Manggis, jalan
Matolodula, jalan Mawar, jalan Melati, jalan Membramo, jalan Merdeka, jalan
MH. Thamrin, jalan Moh. Yamin, jalan Moh. Yamin [, jalan Moh Yamin 11, jalan
Nike, jalan Padjajaran, jalan Palma, jalan Palu, jalan Patimura, jalan
Pemerataan, jalan Pinang Utama, jalan Pramuka, jalan Raja Evato I, jalan
Rajawali, jalan Rambuian, jalan Samudera Pasai, jalan Saptamarga, jalan
Sarini Abdullah, jalan Siswa, jalan Taki Niode, jalan Taman Hiburan I, jalan
Taman Hiburan II, jalan Taman Pendidikan, jalan Taman Ria, jalan Taman
Surva, jalan Taruma Negara, jalan Tenilo, jalan Tilongkabila, jalan Tinaloga,
jalan Tirtonadi, jalan Tribrata, jalan Tuna, jalan Wolter Munginsidi dan jalan
Yusuf Bilondatu.

Jalan lingkungan primer sebapaimana dimaksud pada ayat (1] huruf e,
merupakan jalan-jalan antar persil, terdiri atas jalan Batang Hari, jalan
Jendral Sudirman, jalan Kapuas [, jalan Mahakam, jalan Mahakam [, jalan
Manggis 1, jalan Nani Wartabone, jalan Prof. Dr. H. Jhon Aryo Katili, jalan Raja
Ewvato [1I dan jalan Usaman Isa [; dan

Jembatan schagaimana dimaksud pada avat (1) huruf f, terdiri atas:
Jembatan Perlimaan terdapat di SWP A pada Blok A.4;

Jembatan Wongkaditi terdapat di SWP B pada Blok B.5;

Jembatan Jodoh terdapat di SWP D pada Blok D.3;

Jembatan Biawao terdapat di SWP E pada Blok E.4;

Jembatan Biawu terdapat di SWP E pada Blok E.4;

Jembatan Gunung Lompobatang terdapat di SWP E pada Blok E.4;
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g. Jembatan Dembe terdapat di SWP F pada Blok F.2;
h. Jembatan Moodu terdapat di SWP F pada Blok F.2;
i. Jembatan Heledulaa Selatan terdapat di SWP F pada Blok F.3;
j. Jembatan 23 Januari terdapat di SWP F pada Blok F.4;
k. Jembatan Ipilo terdapat di SWP F pada Blok F.4;
Jembatan Tribata terdapat di SWP F pada Blok F.4;
m. Jembatan Kampung Bugis terdapat di SWP G pada Blok G.1;
n. Jembatan Talumolo terdapat di SWP G pada Blok G.2;
Jembatan Biau terdapat di SWP H pada Blok H.1;
p. Jembatan Siendeng | terdapat di SWP H pada Blok H.2;
g. Jembatan Siendeng Il terdapat di SWP H pada Blok H.2;
r. Jembatan Tenda terdapat di SWP H pada Blok H.3;
s. Jembatan Baluntas terdapat di SWP | pada Blok 1.3; dan
t. Jembatan Pilolodaa terdapat di SWP 1 pada Blok 1.5.

Perubahan sistem, fungsi dan kelas jalan umum yang menjadi kewenangan

—
.

o

pemerintah  pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota sesuai
kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur atau
Peraturan Wali Kota.

Jaringan jalan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat
dikembangkan lebih lanjul sesuai kebutuhan dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragral 3

Terminal

Pagal 9
Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ¥ ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. terminal khusus:
b. terminal penumpang tipe A; dan
¢. terminal penumpang tipe C.
Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a, terdapat di
SWP H pada Blok H.3.
Terminal Penumpang Tipe A Dungigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdapat di SWP D pada Blok D.3.

(4) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢,

vaitu Terminal Penumpang Tipe C Pasar Sentral terdapat di SWP E pada
Blok E.1 dan Terminal Penumpang Tipe C Leyato terdapat di SWP G pada
Blok G.5.
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Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih
lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan.

Paragrafl 4
Pelabuhan

Pasal 10
Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf ¢, terdiri atas:
a. pelabuhan pengumpul;
b. pelabuhan penyebrangan kelas II; dan
c. pangkalan pendaratan ikan.
Pelabuhan Pengumpul Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, lerdapal di SWP G pada Blok G.4.
Pelabuhan penyebrangan kelas [l Ferry sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdapat di SWP G pada Blok G.5.
Pangkalan Pendaratan Tkan Tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢, terdapat di SWP H Blok H.2 dan Blok H.4.
Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat dikembangkan lebih
lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 5
Alur Pelayaran di Laut

Pasal 11
Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d,
terdiri atas:
a. lintas penyeberangan antarprovinsi; dan
b. alur-pelayaran kelas I
Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:
a. Tilamuta - Dolog — Wakai — Ampana - Pagimana — Gorontalo; dan
b. Gorontalo - Pagimana.

Alur pelavaran kelas Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Gorontalo - Bitung — Luwuk - Kolonodale - Raha - Kendari -~ Baubau -
Makassar; dan
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b. Gorontalo — Bitung — Balikpapan -Makassar - Surabaya - Jakarta.

(4) Alur pelavaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal
dikembangkan lebih lanjui sesual kebutuhan dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan.

Baman Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pagal 12
Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hurufl
¢, terdiri atas:
a. rencana jaringan energi;
b. rencana jaringan telekomunikasi;
€. rencana jaringan sumber daya air;
d. rencana jaringan air minum;
e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan imbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3);

. rencana jaringan persampahan;
g. rencana jaringan drainase; dan
h. rencana jaringan prasarana lainnyva.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energ
Pasal 13
(1) Rencana jaringan energl sebagaimana diaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdin
atas:
a, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
b. infrastruktur minyak dan gas bumi;
c. saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan
d. saluran udara tegangan tinggi (SUTT).
(2) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD] sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdapat di SWP C pada Blok C.1.
(3} Infrastruktur minyvak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, yaitu berupa sarana penyimpanan bahan bakar yang terdapat di SWP H
pada Blok H.3.
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Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf ¢, terdapat di seluruh SWF;

Saluran Udara Tegangan Tinggi [SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, terdapat di:

a. WP G;

b. SWP H; dan

c. SWP L

Hencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, vang merupakan bagan
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b, terdiri atas:
a, jaringan tetap
b. jaringan bergerak seluler; dan
¢. jaringan bergerak terestrial.
Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu berupa
telepon fixed line vang terdapat di:
a. SWP A;
b. SWP B; dan
c. SWPF
Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b, vaitu
berups menara Base Transceiver Station (BTS) yang terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.5;
b. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3;
¢. SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.5;
d. SWP E pada Blok E.1, Blok E.3, dan Blek E.5;
¢. SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.4;
f. SWP G pada Blok G.1, Blok G.2, Blok G.4;
g. SWP H pada Blok H.1; dan
h. SWP [ pada Blok 1.1, Blok 1.2, Blok L.4.
Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
yaitu berupa stasiun transmisi yang terdapat di;
a. SWP E Blok E.1; dan
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b. SWP C Blok C.4.

(5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

(<)

digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketlelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15
Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf ¢, berupa sistem jaringan irigasi.
Sistemn janngan irigas) schagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. jaringan irigasi sekunder; dan
b. jaringan irigasi tersier,

(3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf a,

terdapat di:

a. SWP A

b. SWP B:

c. SWP C;

d. SWP D;

e. SWP F; dan
f. SWPL

(4} Jaringan irigasi iersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

(3)

terdapat di:

a. SWP A;

b. SWP B;

c, SWP C:

d. SWP D;

e, SWP F; dan

f. SWPL

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, vang
merupakan bagian lidak lerpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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Paragral 5
Eencana Jaringan Air Minum
Pasal 16
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d,
berupa unil produksi.
Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat [1) terdiri atas:
a. instalasi produksi, terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1;
2. SWP D pada Blok D.3;
J. SWP G pada Blok G.2; dan
4. SWP | pada Blok 1.5,
b. jaringan transmisi air minum, terdapat di seluruh SWP.
Eencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan pada peta dengan Keteliban geometri dan keteliian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahayva dan Beracun (B3)
Pasal 17

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri atas:
a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
b. sistern pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Sistem pengelolaan air imbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf a, berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman yvang
terdapat di:
a. SWP A pada Blok A.4;
b. SWP B pada Blok B.1; dan
c. SWP C pada Blok C.6.
Sistemn pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP B pada Blok B.4.
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
scbagaimana tercantum dalam Lampiran X, yvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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Paragrafl 7
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 18
Rencana janngan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf
f, berupa Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R].
Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle [TPS3R) scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), direncanakan dibeberapa kawasan berikut:
a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.b;
c. SWP C pada Blok C.1, Blok C2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6;
d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dan Blok D.5;
e. SWP E pada Blok E. 1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4 dan Blok E.5:
f. SWP F pada Blok F.1, Blok F2, Blok F.4, Blok F.5;
g SWP G pada Blok G.2, Blok G.3, Blok G.4 dan Blok G.5;
h. SWP H pada Blok H.2, Blok H.3, Blok H.4 dan Blok H.5; dan
1. SWP | pada Blok 1.1, Blok 1.2, Blok 1.3, Blok L4, Blok 1.5, Blok 1.6, dan
Blok L.7.
Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan pada peta dengan keteliian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragral 8
Rencéna Janngan Drainase
Pasal 19

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g,
terdiri atas:
a, jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder;
¢. jaringan drainase tersier; dan
d. jaringan drainase lokal.
Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdapat di:
a. SWP B;
b. SWP C;
c. SWP E; dan
d. SWP F.

ASISTEN | SEKDA

PERANGKAT | KABAG
| DAERAH HU{UM “f ||




26~

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurufl b,

{4)

15)

(&)

terdapat di:

a. SWP A;

b. SWP B:

c. SWP C;

d. SWP D;

e. SWP E; dan

f. SWP L

Sistem jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
terdapat di seluruh SWP.

Sistem jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruaf d,
terdapat di seluruh SWP.

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xll, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 20

(1) Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,

terdiri atas:

a. lempal evakuasi;

b. jalur evakuasi bencana;
c. jalur sepeda; dan

d. jalur pejalan kaki.

(2) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdin atas:

a. tempat evakuasi sementara; dan
b. tempat evakuasi akhir.

(3) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

terdapat di:

a. Mes Haji berada di SWP A pada Blok A.1;

Lahan kosong berada di SWP A pada Blok A.1;

SMK Negeri 1 Gorontalo berada di SWP A pada Blok A4,

Tempat penjemuran padi berada di SWP B pada Blok B.2;

Lapangan Gateball Dinas PUPR Provinsi Gorontalo berada di SWFP B pada

Blok B.4;
f. Taman Rumah Sakit Aloe Saboe berada di SWP B pada Blok B.4;

a0 F
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SMK Negeri 3 Gorontalo berada di SWP C pada Blok C.2;

h. Lapangan Rektorat Universitas Negeri Gorontalo (UNG) berada di SWP C

pada Blok C.5;

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berada di SWP G pada Blok G.2;

Lahan kosong atau pekarangan berada di SWP G pada Blok G.3;

SD Negeri No. 53 Dumboraya berada di SWP G pada Blok G.4;

Lahan kosong atau pekarangan berada di SWP G pada Blok G.4;

Lahan kosong atau pekarangan berada di SWP G pada Blok G.4,

Halaman parkir Pelabuhan Ferry berada di SWP G pada Blok G.5;

Lahan kosong atau pekarangan berada di SWP G pada Blok G.5;

Lahan kosong atau pekarangan berada di SWP G pada Blok G.5;

Lapangan Leato berada di SWP G pada Blok G.5;

Halaman parkir lapas Donggal berada di SWP H pada Blok H.1;

Lahan kosong atau pekarangan berada di SWP H pada Blok H.1,

L. Halaman parkir Pelelangan Tkan Tenda berada di SWP H pada Blok H.3;

u. halaman parkir PT. Pertamina berada di SWP H pada Blok H.3;

v. SD Negeri No. 48 Hulonthalangi berada di SWP H pada Blok H.4;

w, Klenteng Hong San Bio berada di SWP H pada Blok H.5;

¥ Lapangan 11 Maret Buladu berada di SWP | pada Blok 1.1;

y. SD Negeri No.15 Kota Barat berada di SWP | pada Blek 1.2;

#z. Lapangan berada di SWP | pada Blok 1.6;

aa. Lahan parkir berada di SWP I pada Blok 1.7; dan

bb. Mesjid Al-Misbah berada di SWP | pada Blok 1.7,

Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

terdapat di;

a. Kampus 3 Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang berada di SWP A pada
Blok A.3;

b, Terminal Dungingi berada di SWP D pada Blok D.3;

¢. Mesjid Baiturahim berada di SWP E pada Blok E.3;

d. Stadion Olahraga berada di SWP E pada Blok E.1;

e. Lahan kosong berada di SWP F pada Blok F.6; dan

{. Lapangan Taruna Remaja berada di SWP H pada Blok H.3.

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat

pada jalan 23 Januari, jalan Ahmad Najamudin, jalan Aloe Saboe, jalan Anoa,

jalan Banteng, Jalan Batujajar, jalan Beringin, jalan Botuliyodu, jalan Brigjen

Piola Isa, jalan Budi Utomo, jalan By Pass, jalan Cempaka, jalan Diponegoro,

jalan Farid Liputo, jalan Gunung Agung, jalan Gunung Renjani, jalan lkrat,

jalan Ilahandu, jalan Imam Bonjol, jalan Ir. Joesef Dalie, jalan JA Suprapto,
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jalan Jalaludin Tantu, jalan Jamaludin Malik, jalan Jenderal Katamso, jalan
Jendral Sudirman, jalan Jusuf Hasiru, jalan Kalengkongan, jalan Kancil Tenilo,
jalan Manggis, jalan Mayor Dullah, jalan Membramo, jalan MH. Thamrin, jalan
Moh. Husni Thamrin, jalan Moh. Tayeb Gobel, jalan Nam Wartabone, jalan
Palma jalan Patimura, jalan Pinang Utama, jalan Prof. Dr. H. Jhon Aryo Katili,
jalan Prof. Dr, H.B Jassin, jalan R. Atje Slamet, jalan Raja Eyato, jalan Raja
Evato IIl, jalan Rambutan, jalan Saptamarga, jalan Sarini Abdullah, jalan
Sultan Botutihe, jalan Sultan Hasanuddin, jalan Taman Surya, jalan Tenilo,
jalan Tinaloga, jalan Usman Isa, jalan Usman [sa I, jalan Wolter Munginsidi,
jalan Yos Sudarso, dan jalan Yusuf Bilondatu.

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat pada jalan
Yos Sudarso, jalan 23 Januari, jalan Achmad Nadjamuddin, jalan Aloe Saboe,
jalan Anoa, jalan Arif Rahman Hakim, jalan Banteng, jalan Barito, jalan Batang
Hari, jalan Batujajar, jalan Beringin, jalan Boliwitutu, jalan Botulivodu, jalan
Brigjen Piola Isa, jalan Budi Utomo, jalan By Pass, jalan Cakalang, jalan
Cempaka, jalan Cendrawasih, jalan Cendrawasih [, jalan Dahlia, jalan Dewi
Sartika, jalan Diponegoro, jalan Durian, jalan Durian I, jalan Farid Liputo,
jalan Goropa, jalan Gunung Agung, jalan HOS. Cokroaminoto, jalan Ikrat, jalan
Imam Bonjol, jalan Ir. Joesef Dalie, jalan JA Suprapte, jalan Jalaludin Tantu,
jalan Jamaludin Malik, jalan Jenderal Katamso, jalan Jenderal Sutoyo, jalan
Jendral Sudirman, jalan Jendral Suprapto, jalan Jeruk, jalan Jusul Hasiru,
jalan Jusuf Polapa Kalengkongan; jalan Kalimantan; jalan Kancil Tenilo; jalan
Kanibalu; jalan Kapuas; jalan Kartanegara; jalan Kenangan; jalan Kuiai; jalan
Lompobatang, jalan Lupoyo, jalan Madura, jalan Manado, jalan Manggis, jalan
Matolodula, jalan Mawar, jalan Mayor Dullah, jalan Melati, jalan Membramo,
jalan Merdeka, jalan MH. Thamrin, jalan Moh. Husni Thamrin, jalan Moh.
Tayeb Gobel, jalan Moh. Yamin, jalan Nani Wartabone, jalan Nike, jalan Palma,
jalan Palu, jalan Pangeran Hidayat 1, jalan Pangeran Hidayat I, jalan Patimura,
jalan Pemerataan, jalan Pinang Utama, jalan Prof. Dr. H. Jhon Aryo Katili, jalan
Prof. Dr. H.B Jassin, jalan R. Atje Slamet, jalan Raja Evato, jalan Raja Eyato I,
jalan Raja Evato [II, jalan Rajawali, jalan Rambutan, jalan Rusli Datau, jalan
Samudera Pasai, jalan Saptamarga, jalan Sarini Abdullah, jalan Siswa, jalan
Sultan Botutihe, jalan Sultan Hasanuddin, jalan Taki Niode, jalan Taman
Hiburan I, jalan Taman Hiburan II, jalan Taman Pendidikan, jalan Taman Ria,
jalan Taman Surya, jalan Taruma Negara, jalan Tilongkabila, jalan Tinaloga,
jalan Tirtonadi, jalan Tribrata, jalan Tuna, jalan Usman Isa, jalan Usman [sa |,
jalan Wolter Munginsidi, dan jalan Yusuf Bilondatu.
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{7} Jalar pgjalan kaka schbagaimana dimaksud pada avat (1) hurul d, terdapat pada
sisi kanan dan kiri jalan 23 Januari, jalan Achmad Nadjamuddin, jalan Aloe
Saboe, jalan Anoca, jalan Arif Rahman Hakim, jalan Banteng, jalan Barito, jalan
Batang Hari, jalan Batujajar, jalan Beringin, jalan Boliwitutu, jalan Brigien
Piola Isa, jalan Budi Utomeo, jalan By Pass, jalan Cakalang, jalan Cempala,
jalan Cendrawasih, jalan Cendrawasih I, jalan Dahlia, jalan Dewi Sartika, jalan
Diponegoro, jalan Durian, jalan Farid Liputo, jalan Gelatik, jalan Goropa, jalan
Gunung Agung, jalan HOS. Cokroaminoto, jalan lkrat, jalan Imam Bonjol, jalan
Ir. Joesel Dalie, jalan JA Suprapto, jalan Jalaludin Tantu, jalan Jamaludin
Malik, jalan Jenderal Katamso, jalan Jenderal Sutoyo, jalan Jendral Sudirman,
jalan Jendral Suprapto, jalan Jeruk, jalan Jusuf Hasiru, jalan Jusufl Polapa
Kalengkongan; jalan Kalimantan, jalan Kanibalu, jalan Kapuas; jalan
Kartanegara; jalan Kenangan; jalan Kutai; jalan Lompobatang, jalan Lupoyo,
jalan Madura, jalan Manado, jalan Manggis, jalan Manggis I, jalan Matolodula,
jalan Mawar, jalan Melati, jalan Membramo, jalan Merdeka, jalan MH, Thamrin,
jalan Moh. Husni Thamrin, jalan Moh. Tayeb Gobel, jalan Moh. Yamin, jalan
Moh. Yamin [, jalan Moh. Yamin II, jalan Nani Wartabone, jalan Nike, jalan
Palma, jalan Palu, jalan Pangeran Hidayat [, jalan Pangeran Hidayat I, jalan
Patimura, jalan Pemerataan, jalan Pinang Utama, jalan Prof. Dr. H. Jhon Aryo
Katili, jalan Prof. Dr. H.B Jassin, jalan Raja Eyato, jalan Raja Eyato [, jalan
Raja Eyato I, jalan Rajawali, jalan Rambutan, jalan Rusli Datau, jalan
Samudera Pasai, jalan Sarini Abdullah, jalan Siswa, jalan Sultan Botutihe,
jalan Sultan Hasanuddin, jalan Taki Niode, jalan Taman Hiburan [, jalan
Taman Hiburan lI, jalan Taman Pendidikan, jalan Taman Ria, jalan Taman
Surya, jalan Taruma Negara, jalan Tilongkabila, jalan Tinaloga, jalan Tirtonadi,
jalan Tribrata, jalan Tuna, jalan Wolter Munginsidi, dan jalan Yusuf Bilondatu.

(8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21
(1) Rencana Paola Ruang sebagpaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e
dilaksanakan pada ruang darat, ruang udara dan ruang bawah tanah dalam
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satu kesatuan penataan ruang.

(2) Rencana Pola Ruang sebagmimana dimaksud pada ayat (1), diterjemahkan
dalam klasifikasi zona yang terdiri dari:
a. zona lindung; dan
b. zona budidaya.

(3) Ketentuan mengenai Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X1V, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf |
Umum
Pasal 22
Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2] huruf a, terdin atas:
a. gona hutan lindung dengan kode HL;
b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
¢. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH: dan
d. zona cagar budaya dengan kode CB,

Paragraf 2
Zona Hutan Lindung
Pasal 23
Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf
a, dircncanakan dengan luas 461,12 (empat ratus enam puluh satu koma satu
dua) hektar, terdapat di SWP G meliputi Blok (5.3, Blok .4 dan Blok G.5.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 24

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 huruf b, direncanakan dengan luas 32,42 (tiga puluh dua koma empat dua)
hektar, terdapat di:
a. SWP A dengan luas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektar meliputi Blok A.1,

Blok A.4, dan Blok A.5;
b. SWP B dengan luas 0,88 [nol koma delapan delapan) hektar meliputi Blok B.4,

Blok B.5 dan Blok B.6;
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c. SWP D dengan luas 1,53 (satu koma lima tiga) hektar meliputi Blok D.1, Blok

g

h.

D.3 dan Blok D.4;

. SWP E dengan luas 0,92 (nol koma Sembilan dua) hektar meliputi Blok E.4 dan

Blok E.5;

SWP F dengan luas 2,54 (dua koma lima empat) hektar meliputi Blok F.2, Blok
F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6;

SWP G dengan luas 3,60 (tiga koma enam nol} hektar meliputi Blok G.1, Blok
G.2, Blok G.3, Blok G.4, dan Blok G.5;

SWP H dengan luas 4,37 (empat koma tiga tujuh) hektar meliputi Blok H.1, Blok
H.2, Blok H.3, dan Blok H.5; dan

SWP | dengan luas 17,80 [tujuh belas koma delapan nol} hekiar meliputi Blok
1.1, Blok 1.2, Blok 1.3, Blok 1.4, Blok 1.5, Blok 1.6 Blok 1.7,

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 25

(1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 huruf ¢, direncanakan dengan luas 2.553,24 [dua ribu lima ratus lima
puluh tiga koma dua empat) hektar, terdin atas:

a. subzona rimba kola dengan kode RTH-1;

. subzona taman kota dengan kode RTH-2;

c. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;

d. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;

e. subzona taman RW dengan kode RTH-5;

[. subzona taman RT dengan kode RTH-6; dan

=3

£. subzona pemakaman dengan kode RTH-T.

(2] Subzona nmba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurul a, direncanakan dengan luas 2.541,31 (dua ribu lima ratus empat puluh
salu koma tiga satu) hektar, terdapat di:
a. SWP F dengan luas 1,16 (satu koma enam belas] hektar meliputi Blok F.2;
b. SWP G dengan luas 639 87 [enam ratus delapan puluh sembilan koma
delapan enam) hektar meliputi Blok G.2, Blok G.3, Blok G.4 dan Blok G.5;
c. SWP H dengan luas 998,12 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma
satu dua) hektar meliputi Blok H.1, Blok H.2, Blok H.3, Blok H.4 dan Blok
H.5; dan

d. SWP | dengan luas 852,17 (delapan ratus lima puluh dua koma satu tujuh)
hektar meliputi Blok 1.3, Blok 1.4, Blok 1.5, Blok 1.6 dan Blok 1.7.
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e

Subzona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, direncanakan dengan luas 0,76 [nol koma tujuh enam) hektar,

terdapat di SWP E Blok E. 1

Subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada

ayvat (1) huraf c, direncanakan dengan luas 1,54 (satu koma lima empat)

hektar, terdapat di:

a. SWP C dengan luas 0,40 (nol koma empat nol) hektar meliputi Blok C.2;

L. SWP E dengan luas 0,55 (nol koma lima lima) hektar meliputi Blok E.2; dan

c. SWP H dengan luas 0,59 (nol koma lima sembilan) hektar meliputi Blok H.5.

Subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, direncanakan dengan luas 0,98 (nol koma sembilan delapan)

hektar, terdapat di:

a. SWP E dengan luas 0,22 [nol koma dua dua) hektar meliputi Blok E.3; dan

b. SWP | dengan luas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektar meliputi Blok 1.1.

Subzona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, direncanakan dengan luas 2,07 {dua koma nol tujuh) hektar, terdapat

di:

a. SWP A dengan luas 0,39 [nol koma tiga sembilan] hektar meliputi Blok A.1,
dan Blok A.4;

b. SWF B dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar meliputi Blok B.5;

c. SWP F dengan luas 0,16 (nol koma satu enam) hektar meliputi Blok F.1 dan
Blok F.2:

d. SWP G dengan luas 0,58 [nol koma lima delapan) hektar meliputi Blok Blok
(3.2, dan Blok G.4;

¢. SWP H dengan luas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar meliputi Blok H.2,
Blok H.5; dan

f. SWP 1 dengan luas 0,30 (nol koma tiga) hektar meliputi Blok 1.3.

Subzona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f, direncanakan dengan luas 0,56 [nol koma lima enam) hektar, terdapat

di:

a. SWP F dengan luas 0,07 (nol kama nol tujuh) hekiar meliputi Blok F.2;

k. SWP G dengan luas 0,10 [nol koma satu nol) hektar meliputi Blok G.4 dan
Blok G.5;

¢. SWP H dengan luas 0,35 [nol koma tiga lima) hektar meliputi Blok H.1 dan
Blok H.3; dan

d. SWP I dengan luas 0,04 (nel koma nol empat) hektar meliputi Blok 1.4,
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(8] Subzona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g, direncanakan dengan luas 6,02 ([enam koma nol dua) hektar,
terdapat di;

a. SWP A dengan luas 3,27 (tiga koma dua tujuh) hektar meliputi Blok A.1 dan

Blok A.5; dan
b. SWP H dengan luas 2,75 (dua koma tujuh lima) hektar meliputi Blok H.1,
dan Blok H.2.
Paragral 5
Zona Cagar Budaya
Pasal 26

Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf
d, direncanakan dengan luas 65,58 (enam koma lima delapan) hektar, terdapat di
SWP I Blok 1.7,

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 27
Zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2] huruf b,
terdiri atas:
a. zona badan jalan dengan kode B.J;
b. zona pertanian dengan kode P;
zona pertambangan dengan kode T,
zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
zona perumahan dengan kode R;
zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
zona ruang terbua non hijau dengan kode RTNH;
. zona campuran dengan kode C;

zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
zona perkantoran dengan kode KT;

ol A -

w

zona peruntukan lainnyva dengan kode PL;
l. =zona transportasi dengan kode TR; dan
m. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HE.
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Paragral 2
Zona Badan Jalan

Pasal 28

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

huruf a, direncanakan dengan luas 177,98 (seratus tujuh puluh tujuh koma

Sembilan enam)| hektar, terdapat di:

a. SWP A dengan luas 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) hektar meliputi Blok
A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;

b. SWP B dengan luas 20,15 [dua puluh koma satu lima) hektar meliput: Blok B.1,
Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6;

c. SWP C dengan luas 29,05 (dua puluh sembilan koma nol lima) hektar meliputi
Blok C.1, Blok C2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6;

d. SWP D dengan luas 21,77 [dua puluh satu koma tujuh tujuh) hektar meliputi
Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dan Blok D.5;

e, SWP E dengan luas 20,83 (dua puluh koma delapan tiga) hektar meliputi Blok
E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4 dan Blok E.5;

f. SWPF dengan luas 21,21 (dua puluh satu koma dua satu) hektar meliputi Blok
F.1, Blok F2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5 dan Blok F.6;

g. SWP G dengan luas 16,12 (enam belas koma satu dua) hektar meliputi Blok G.1,
Blok .2, Blok (3.3, Blok G.4 dan Blok G.5;

h. SWP H dengan luas 10,18 {sepuluh koma satu delapan) hekiar meliputi Blok
H.1, Blok H.2, Blok H.3, Blok H.4 dan Blok H.5; dan

1. SWP | dengan luas 21,49 [dua puluh satu koma empat sembilan) hektar meliputi
Blok 1.1, Blok 1.2, Blok 1.3, Blok 1.4, Blok 1.5, Blok 1.6, dan Blok 1.7.

Paragraf 3

Zona Pertanian

Pasal 29
Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b,
terdiri atas subzona tanaman pangan dengan kode P-1 direncanakan dengan luas
253,21 (dua ratus lima puluh tipa koma dua satu) hektar, terdapat di:
a. SWP A dengan luas 59,24 (lima puluh sembilan koma dua empatl) heklar
meliputi Blok A.2 dan Blok A,3;
b. SWP B dengan luas 149,99 ([seratus empat puluh sembilan koma sembilan
sembilan) hektar meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blck B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan
Blok B.6; dan
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c. SWP F dengan luas 40,77 lempal puluh koma tujuh tujuh) hektar meliputi Blok
F.1 dan Blok F.2;
d. SWP G dengan luas 1,06 (satu koma nol enam) hektar meliputi Blok G.2, Blok
G.3, Blok G.4, dan Blok G.5;
€. SWP H dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar meliputi Blok H.3; dan
[. SWP | dengan luas 2,13 (dua koma satu tiga) hektar meliputi Blok 1.4, Blok 1.5,
dan Blok L.7.
Paragraf 4
Zona Pertambangan
Pasal 30
Zona petambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf
¢, terdiri atas subzona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT
direncanakan dengan luas 21,35 (dua puluh satu koma tiga lima) hektar,
terdapat di:
a. SWP H dengan luas 17,93 (tujuh belas koma sembilan tiga) hektar meliputi Blok
H.1 dan Blok H,2; dan
b. SWFP | dengan luas 3,42 (tiga koma empal dua) hektar meliputi Blok 1.4,

Paragrafl 5
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
Pasal 31
Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 huruf d, direncanakan dengan luas 4,08 (empat koma nol delapan)
hektar terdapat di SWP C pada Blok C.1.

Paragral b
Zona Perumahan
Pasgal 32
(1) Zona perumahan dengan kode R scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hurul
e, direncanakan dengan luas 2.125,73 (dua ribu seratus lima puluh tiga koma
rujuh tiga) hektar, terdiri atas:
a. subzona perumahan kepadatan sangal tingg dengan kode R-1;
b. subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
¢. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
d. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
[2) Subzona perumahan kepadatan sangat tingg dengan kode R-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 217,08 [dua ratus
tujuh belas koma nol delapan) hektar terdapat di:
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a. SWP B dengan luas 1,35 (satu koma tiga lima) hektar meliputi Blok B.6;

b. SWP D dengan luas 0,74 (nol koma tujuh empat) hektar meliputi Blok D. 1;

c. SWP F dengan luas 29,71 (dua puluh Sembilan koma tujuh satu) hektar
meliputi Blok F.1 dan Blok F.5;

d. SWP G dengan luas 81,07 (delapan puluh satu koma nol tujuh) hektar
meliputi Blok G.1, Blok G.3, Blok G.4 dan Blok G.5;

e. SWP H dengan luas 13,78 (tiga belas koma tujuh delapan) hektar meliputi
Blok Blok H.3, Blok H.4 dan Blok H.5;

f. SWP I dengan luas 90,43 (sembilan puluh koma empat tiga) hektar meliputi
Blok 1.3, Blok 1.4, Blok 1.5, Blok 1.6 dan Blok 1.7;

Subzona perumahan kepadatan tinggl dengan kode R-2 sebagaimana

dimaksud pada ayal (1] hurul b, direncanakan dengan luas 635,20 (enam ratus

tiga puluh lima koma dua puluh) hektar terdapat di:

a. SWP A dengan luas 32,24 (tiga puluh dua koma dua empat) hektar meliputi
Blok A.3;

b. SWP B dengan luas 337,56 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma lima enam)
hektar meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;

c. SWP C dengan luas 98,40 (sembilan puluh delapan koma empat puluh)
hektar meliputi Blok C.1, Biok C.2, Blok C.3 dan Blok C.5;

d. SWP E dengan luas 22,69 |dua puluh dua koma enam sembilan) hektar
meliputi Blok E.4;

e. SWP G dengan luas 44 (empat puluh empat) hektar meliputi Blok G.1, Blok
G.4 dan Blok G.5;

f. SWP H dengan luas 62,79 {enam puluh dua koma tujuh sembilan] hektar
meliputi Blok H.1, Blok H.2 dan Blok H.3; dan

g- SWP I dengan luas 37,52 (tiga puluh majuh koma lima dua) hektar meliputi
Blok .1, Blok 1.5, Blok 1.6 dan Blok 1.7.

Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, direncanakan dengan luas 1.260,73 (seribu

dua ratus enam puluh koma tujuh tiga) hektar terdapat di:

a. SWP A dengan luas 223,95 {dua ratus dua lima koma sembilan lima) hektar
meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;

b. SWP B dengan luas 88,43 (delapan puluh delapan koma empat tiga) hektar
meliputi Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;

c. SWP C dengan luas 127,54 (seratus dua puluh tujuh koma lima empat}
hektar meliputi Blek C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan

Blok C.6.
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d. SWP D dengan luas 275,34 (dua ratus tujuh puluh lima koma tiga empat)
hektar meliputi Blok D.1, Blok D.2, Biok 1.3, Blok D.4 dan Blok D.5;

e. SWP E dengan luas 13,83 (tiga belas koma delapan tiga) hektar meliputi Blok
E.l;

. SWP F dengan luas 167,47 (seratus enam puluh tujuh koma empat
sembilan) hektar meliputi Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5
dan Blok F.6;

g. SWP G dengan luas 59,48 (lima puluh sembilan koma empat delapan) heltar
meliputi Blok G.2 dan Blok G.3;

h. SWP H dengan luas 56,50 {lima puluh enam koma lima nol) hektar meliputi
Blok H.1, Blok H.2, Blok H.3, Blok H.4 dan Blok H.5; dan

. SWP | dengan luas 246,21 (dua ratus empat puluh enam koma dua satu)
hektar meliputi Blok 1.1, Blok 1.2, Blok 1.3, Blok 1.4, Blok 1.5 dan Blok 1.7,

Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan dengan luas 12,72 (dua belas

koma tujuh dua) hektar terdapat di SWP | meliputi Blok 1.5.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayvanan Umum
Pasal 33
Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf {, direncanakan dengan luas 247,66 (dua ratus empat
puluh fujuh koma enam enam) hektar, terdiri atas:
a. subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
b. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
c. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3,
Subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf a, direncanakan dengan luas 197,57 [scratus sembilan tujuh koma
lima tujuh) hektar terdapat di:
a. SWP A dengan luas 11,53 (scbelas koma lima tiga) hektar vang meliputi Blok
A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
b. SWP B dengan luas 22,96 {dua puluh dua koma sembilan enam) hektar yang
meliputi Blok B.2, Blok B .4, Blok B.5 dan Blok B.6;
c. SWP C dengan luas 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) hektar yang
meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5 dan Blok C.6;
d. SWP D dengan luas 2,26 (dua koma dua enam) hektar vang mehputi Blok
.1 dan Blok .4
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e, SWP E dengan luas 20,65 (dua puluh koma enam lima) hektar vang meliputi
Blok E. 1, Blok E.2, Blok E.3 dan Blok E.5;

[. SWP F dengan luas 83,81 (delapan puluh tiga koma delapan satu) hektar
yvang meliputi Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3 dan Blok F.4;

E. SWP H dengan luas 3,88 (tiga koma delapan delapan) hektar yang meliputi
Blok H.3, Blok H.4 dan Blok H.5; dan

h.SWP I dengan luas 5,03 (lima koma nol tiga) hektar yang meliputi Blok 1.1
dan Blok 1.4.

Subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 14,84 ([empat belas koma

delapan empat) hektar lerdapat di:

a. SWP A dengan luas 2,62 (dua koma enam dua) hektar yang meliputi Blok
A.l, dan Blok A.5;

b. SWP B dengan luas 1,68 (satu koma enam delapan) hekiar yang meliputi
Blok B.2, dan Blok B.3;

c. SWP C dengan luas 1,27 (satu koma dua tujuh) hektar vang meliputi Blok
Ca3;

d. SWP D dengan luas 0,85 [nol koma delapan lima) hektar yang meliput Blok
D.3:

e. SWP E dengan luas 1,68 (satu koma enam delapan) hektar vang mehpuati
Blok E.1 dan Blok E.5;

. SWP F dengan luas 1,69 (satu koma enam sembilan) hektar vang meliputi
Blok F.6

2 SWP G dengan Tuas 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektar meliputi Blok
(.3

h, SWP H dengan luas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektar yang meliputi Blok
H.3, dan Blok H.4; dan

i. SWP I dengan luas 3,20 (tiga koma dua nol) hektar yang meliputi Blok [.1,
Blok 1.5 dan Blek 1.7,

Subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksiud

pada ayat (1) huruf ¢, direncanakan dengan luas 35,26 (tiga puluh lima koma

dua enam] hektar terdapat di:

a. SWP A dengan luas 3,25 (tiga koma dua lima) hektar yang meliputi Blok A.1,
Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;

b. SWP B dengan luas 4,31 (empat koma tiga satu) hektar yang meliputi Blok
B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.b;

c. SWP C dengan luas 4,66 (empat koma enam enam)} hektar yang meliputi
Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6;
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d. SWP D dengan luas 4,46 (empat koma empat enam) hektar yang meliputi

Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 Blok D4, dan Blok D.5;

e. SWP E dengan luas 5,82 (lima koma delapan dua) hektar yang meliputi Blok
E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, dan Blok E.5;

f. SWP F dengan luas 3,16 (tign koma satu enam) hektar vang meliputi Blok
F.1, Blok F.2, Blok F.3 dan Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6;

g. SWP G dengan luas 2,01 (dua koma nol satu)] hektar yang meliputi Blok G.1,
Blok G.2, Blok G.3, Blek G.4, dan Blok G.5;

h. SWP H dengan luas 2,72 (dua koma tujuh dua| hektar yang meliputi Blok
H.1, Blok H.2 dan Blok H.3, Blok H.4, dan Blok H.5; dan

i. SWP I dengan luas 4,87 (empat koma delapan tujuh) hektar yang meliputi
Blok I.1, Blok 1.2, Blok 1.3, Blok 1.4, Blok 1.5, Blok 1.6, dan Blok 1.7,

Paragraf 8

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
Pasal 34

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada
Pasal 27 huruf g, direncanakan dengan luas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektar,
terdapat di SWP H pada Blok H.3.

(1)

(2)

Paragraf 0
Zona Campuran
Pasal 35
Zona campuran dengan kode C schagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huraf
h, terdiri atas subzona campuran intensitas menengah /sedang dengan kode
c-2,
Subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2
sehagaimana dimaksud pada avat (1), direncanakan dengan luas 92,86
(sembilan puluh dua koma delapan enam| hektar, terdapat di:
a. SWP B dengan luas 9,66 (sembilan koma enam enam) hektar meliputi Blok
B.4;
b.SWP C dengan luas 18,18 [delapan belas koma satu delapan) hektar
mehputi Blok C.4 dan Blok C.6;
¢, SWP D dengan luas 56,86 (lima puluh enam koma delapan enam) hektar
meliputi Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dan Blok D.5;
d. SWP E dengan luas 5,62 (lima koma enam dua) hektar meliputi Blok E.1
dan Blok E.3; dan
e. SWP | dengan luas 2,53 (dua koma lima tiga) hektar meliputi Blok L.1.
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Paragraf 10
Zona Perdagangan dan .Jasa
Pasal 36
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 huruf 1, direncanakan dengan luas 845,98 (delapan ratus empat
puluh lima koma sembilan delapan) hekiar, terdiri atas:
a. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
b. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
¢. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
Subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf a, direncanakan dengan luas 179,22 (seratus
tujuh puluh sembilan koma dua dua) hektar yang meliputi beberapa kawasan
berkut:
a, SWP E dengan luas 151,81 (seratus ima puluh satu koma delapan satu)
hektar meliputi Blok E.1, Blok E.2 dan Blok E.3;
b. SWP F dengan luas 26,61 (dua puluh enam koma enam satu] hektar
meliputi Blok F.3; dan
¢, SWP | dengan luas 0,80 (nol koma delapan nol) hektar mehputi Blok 1.2,
Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) hurul b, direncanakan dengan luas 366,10 {tiga ratus
enam pulubh enam koma satu nol] hektar yvang meliputi beberapa kawasan
berikut:
a. SWP A dengan luas 89,84 (delapan puluh sembilan koma delapan empat)
hektar meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
b. SWP B dengan luas 37,93 (tiga puluh tujuh koma sembilan tiga) hekiar
meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan B.5;
¢, SWP C dengan luas 119,34 (seratus sembilan belas koma tiga empat) hektar
meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6;
d. SWP D dengan luas 17,54 (tujuh belas koma lima empat] hektar meliputi
Blok D.5;
¢. SWP E dengan luas 27,33 (dua puluh tujuh koma tiga tiga) hektar meliputi
Blok E.1, Blok E.4 dan Blok E.5;
f. SWP F dengan luas 48,52 (empat puluh sembilan koma lima dua) hektar
meliputi Blok F.1 dan Blok F.4;
. BWP G dengan luas 0,13 [nol koma satu tiga) hektar meliputi Blok G.1;
h. SWP H dengan luas 6,84 (enam koma delapan empat] hektar meliputi Blok
H.3; dan
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i. SWP I dengan luas 18,64 (delapan belas koma enam empat) hekiar meliputi
Blok 1.2,

(4) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 scbagaiman
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, direncanakan dengan luas 300,66 (tiga ratus
koma enam delapan) hektar yang meliputi beberapa kawasan berikut:

a. SWP B dengan luas 153,56 [seratus lima puuh tiga koma lima enam) hektar
meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6;

b, SWP D dengan luas 48,06 [empat puluh delapan koma nol enam) hektar
meliputi Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4;

¢, SWP F dengan luas 47,14 |empat puluh tujuh koma satu empat] hektar
meliputi Blok F.2, Blok F.4, Blok F.5 dan Blok F.6;

d. SWP H dengan luas 6,59 (enam koma lima sembilan) hektar meliputi Blok
H.3; dan

d. SWP | dengan luas 45,32 (cmpat lima koma tiga dua) hektar meliputi Blok
.1 dan Blok 1.2.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 37

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huraf

], direncanakan dengan luas 100,05 [seratus koma nol lima) hektar, terdapat di

a. SWP A dengan luas 16,72 (enam belas koma tujuh dua) hektar meliput Blok
A.1, Bilok A.4 dan Blok A.5;

b. SWP B dengan luas 8,46 (delapan koma empat enam) hektar meliputi Blok B.2,
dan Blok B.4;

¢. SWP C dengan luas 32,29 (tiga puluh dua koma dua sembilan) hektar meliputi
Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5 dan Blok C.b;

d. SWP E dengan luas 4,27 (empat koma dua tujuh) hektar meliputi Blok E.1 dan
Blok E.5;

e, SWP F dengan luas 20,90 (dua puluh koma sembilan nol] hekiar meliputi Blok
F.3, Blok F.4, Blok F.5 dan Blok F.6;

f. SWP G dengan luas 12,72 (dua belas koma tujuh dua) hektar meliputi Blok G.2
dan Blok G.3; dan

g. SWP H dengan luas 4,69 (empat koma enam sembilan) hektar meliputi Blok H.3.
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Paragraf 12
Zoma Peruntukan Lainnya
Pasal 38

(1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 huruf k, direncanakan dengan luas 13,46 (tiga belas koma empat enam)
hektar yang terdiri atas:

a. subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM] dengan kode PL-3;
b. subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah ([PAL) dengan kode PL-4; dan
c. subzona pergudangan dengan kode PL-6.

(2) Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM] dengan kode PL-3
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a, direncanakan dengan luas 0,43
(nol koma empat tiga) hektar, terdapat di:

a. SWP A dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar meliputi Blok A.1;
b. SWP D dengan luas 0,11 [nol koma satu satu) hektar meliputi Blok D.3; dan
¢. BWP G dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektar meliputi Blik G.2,

(3) Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL] dengan kode PL-4
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 1,42
(satu koma empat dua) hektar, terdapat di:

a. SWP A dengan luas 0,35 [nol koma tiga lima) hektar vang meliputi Blok A.4;
dan

b. SWP B dengan luas 1,07 {(satu koma nol tujuh) hektar yvang meliputi
Blok B.1.

(4) Subzona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf c, direncanakan dengan luas 11,61 (sebelas koma enam satu) hektar
yang terdapat di:

a. SWP A dengan luas 1,40 [satu koma empat nol} hektar meliputi Blok A.2;

b. SWP D dengan luas 3,86 (ftiga koma delapan enam| hektar meliputi Blok D.4;

c. SWP F dengan luas 0,82 (nol koma delapan dua) hektar meliput Blok F.1;

d. SWP G dengan luas 5,29 (lima koma dua sembilan) hektar meliputi Blok G.3;
dan

e. SWP H dengan luas 0,24 [nol koma dua empat} hektar meliputi Blok H.3.

Paragraf 13
Zona Transportasi
Pasal 39
Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf |, direncanakan dengan luas 14,92 (empal belas koma sembilan dua) hektar
vang terdapat dibeberapa kawasan berikut:
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a, SWP D dengan luas 4,50 (empat koma lima nol) hektar yang meliputi Blok D.3;

b. SWP E dengan luas 1,57 (satu koma lima tujuh) hektar yang meliputi Blok E. 1;
dan

c. SWP G dengan luas 5,34 (lima koma tiga empat) hektar yang meliput Blok G.3,
Blok G.4, dan Blok G.5; dan

d, SWP H dengan luas 3,52 (tga koma lima dua) hektar yvang meliputi Blok H.3.

Paragraf 14

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40
Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 hurul m, direncanakan dengan luas 13,42 (tiga belas koma empat dua)
hektar, meliputi beberapa kawasan berikut:
a. SWP B dengan luas 0,22 (nol koma dua dua) hektar meliputi Blok B.2;
b. SWP C dengan luas 2,19 {dua koma salu sembilan) hektar meliputi Blok C.2 dan
C.3;
e, SWP D dengan luas 0,12 |nol satu dua) hektar meliputi Blok D.3
d. SWP E dengan luas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar meliputi Blok E.4 dan
Blok E.5:
&, SWP F dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektar meliputi Blok F.2;
. SWP G dengan luas 9,42 (sembilan koma empat dua) hektar meliputi Blok G.5;
g. SWP H dengan luas 0,53 (nol koma lima tiga) hektar meliputi Blok H.3; dan
h. SWP | dengan luas 0,29 [nol dua sembilan) hektar meliputi Blok 1.5,

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 41

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d,
merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana
jaringan struktur ruang sesuai dengan RDTH.

(2} Ketentuan pemanfaatan ruang scbagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas:
a. KKPR: dan
b. Program prioritas pemanfaatan ruang.
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(3) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dijabarkan dalam tabel indikasi program utama yang tercantum dalam
Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

Pasal 42

{1) Pelaksanaan KKPR WF Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (2] huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan merevisi
RDTR.

Pasal 43

(1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (2] huruf b, diselenggarakan dengan pengembangan program utama
jangka menengah 5 (lima) tahunan yang terdiri atas:

a. program pemanfaatan ruang;

b. lokasi;

c. sumber pendanaan;

d. instansi pelaksana; dan

e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(2) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri atas:

a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
b. program perwujudan rencana pola ruang.

(3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, bersumber

dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;

d. investasi swasta (C5R); dan

e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4} Instansi pelaksana kegiatan scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d,

dilaksanakan oleh:

a. pemerintah pusat;

b. pemermtah provinsi;

c. pemerintah kota;

d. BUMN dan/atau BUMD;
e. swasta; dan

f. masyarakat.
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(5] Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

(L]

(2)

(3)

()

(1)

dibagai dalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan, meliputi:
a. periode [ dari tahun 2021 sampai 2025;

b. periode Il dari tahun 2026 sampai 2030;

¢. periode 111 dari tahun 203 1sampai 2035; dan

d. periode IV dari tahun 2036 sampai 2041,

BAB VII
FERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44
Fungsi peraturan zonasi pada Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
b. acuan dalam pemberian KKPR termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang
udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
¢. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentil;
d. acuan dalam pengenaan sanksi;
e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
f. penetapan lokasi investasi.
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata
cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan
dibidang penataan ruang vang berlaku.
Manfaat peraturan zonasi pada Peraturan Wali Kota ini adalah:
a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan,
b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan
lahan yang tidak sesuai dengan karaktenstik zona; dan
c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
Muatan Peraturan Zonasi meliputi:
a. aturan dasar; dan
b. teknik pengaturan zonasi,
Bagian Kedua
Aturan Dasar
Paragraf |
Umum
Pasal 45
Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4] huruf a meliputi:
a. ketentuan Kegiatan dan penggunaan lahan;
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b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
¢. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.
Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayal (1) meliputi:
a. aturan dasar zona lindung; dan
b. aturan dasar zona budi daya.
Aturan dasar scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. peta zonasi; dan
b. leks zonasi.
Teks zonasi sehagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah teks yang
berisi ketentuan aturan dasar setiap zona dan/atau subzona sebagaimana
diatur di dalam Peraturan Wali Kota ini.
Pasal 46
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1) huruf a, memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan
pada suatu zona atau subzona meliputi:
a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
b. ketentuan teknis zonasi.
Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, diklasifikasikan sebagai berikut:
a. perumahan;
b. ruang terbuka hijau (RTH);
ruang terbuka non hijau (RTNH];
d. cagar budaya dan konservasi;
e. perdagangan dan jasa;
. perkantoran;
g. industri pengolahan;
h. sarana pelayanan umum;
i. kehutanan;
j- pertanian tanaman semusim;
k. peternakan;
l. perikanan tangkap;
m. periahanan dan keamanan;
n. pariwisata;
0. pertambangan dan penggalian;
p. peruntukan lammnya; dan
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q. pergudangan.

(3) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl b,
dikelompokkan ke dalam 4 [empat) klasifikas: dengan kode sebagal berikut:
a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I;

b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T,

c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan

d, kegiatan tidak diizinkan dengan kode X,

(4] Klasifikasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf a, merupakan kategori
kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona yang sesuai
dengan rencana peruntukan ruang.

(5] Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayal [3) huruf b, merupakan kategori
kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. klasifikasi T1 berupa pembatasan jumlah yang meliputi:

1. pembatasan jumlah sesual dengan standar kebutuhan berdasarkan
perundangan vang berlaku;

2. pembatasan jumlah sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim
teknis; dan

3. kepala pemerintah dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil
kajian.

b. klasifikasi T2 berupa pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk
pembatasan waktu beroperasinyva suatu kegiatan di dalam subzona maupun
pembatasan janghka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang
diusulkan;

c. klasifikasi T3 berupa luas lantai bangunan yang meliputi:

1. pembatasan luas lantai bangunan sesuai dengan standar kebutuhan
berdasarkan perundangan yang berlaku;

2. pembatasan laas lantai bangunan sesual berdasarkan hasil kajian
lapangan oleh tim teknis; dan

3. kepala daerah dapat menetapkan standar luas bangunan berdasarkan
hasil kajan.

d. klasifikasi T4 berupa pembatasan pada luasan kavling tertentu yang
meliputi:

1. pembatasan luas kavling minimum sesual dengan standar kebutuhan
berdasarkan perundangan yang berlaku;

2. pembatasan luas kavling minimum sesuai berdasarkan hasil kajian
lapangan oleh tim teknis; dan
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3. kepala dacrah dapat menetapkan standar luas kavling minimum
berdasarkan hasil kajian.

e, klasifikasi TS berupa pembatasan tinggi bangunan untuk kegiatan tertentu
vang diusulkan.

Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf ¢, merupakan kategori

kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaralan

tertentu, dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat
pemanfaatan ruang tersebut memilikn dampak vang besar bagi lingkungan
sckitarnya, Adapun klasifikasi B sebagai berikut:

a. klasifikasi Bl untuk kegiatan vang wajib melakukan izin dan kajian
lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan (AMDAL/UEKL-UPL/SPPL};

b. klasifikasi B2 untuk kegiatan yang wajib melakukan analisis dampak lalu
lintas (AMDALJ;

c. klasifikasi B3 untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana minimal
yang ditetapkan;

d. klasifikasi B4 untuk kegiatan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas
publik atau swasta yang didanai oleh pemerntah dan/atau swasta;

e. klasifikasi BS untuk kegiatan yang tidak mengubah bentuk/bentang alam;

f. klasifikasi B6 untuk kegiatan yang tidak mengubah bentuk bangunan; dan

g. klasifikasi BY untuk kegiatan yang tidak mengubah fungsi atau jenis
kemiatan didalamnya.

Klasifikasi X scbagaimana dimaksud pada ayat [3) huruf d, merupakan

kategori kepgiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai

dengan rencana  peruntukan ruang vang direncanakan dan  dapat
menimbulkan dampak vang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci

berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau sub zona,

tercantum pada Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Pasal 47
Ketenluan intensitas pemanfaatan ruang sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran
pembangunan yang diizinkan pada suatu zona atau subzona, terdiri atas:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDBJ;

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLBJ;
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c. Koefisien Dasar Hijau (KDH|;

d. Koefisien Tapak Basement; dan

e. Luas Kavling Minimum.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dalam pasal aturan dasar setiap zona dan subzona pada Peraturan
Wali Kota ini.

Retentuan intensitas pemanfaatan ruang sebapaimana dimaksud pada ayat
(1}, secara lebih lengkapnya disajikan dalam tabel intensitas dan tata
bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIl, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 48
Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)
hurufl ¢, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan,
dan tampilan bangunan pada suatu zona atau subzona, terdiri atas:
a. Garis Sempadan Bangunan (GSBJ;
b. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS);
c. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB); Dan
d. Tinggi Bangunan (TH).
Ketentuan tata bangunan sebagamana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam
pasal aturan dasar setiap 2ona dan subzona pada pada Peraturan Wali Kota
ini.
Ketentuan tata banpunan sebapaimana dimaksud pada ayat (1), secara lebih
lengkapnya disajikan dalam tabel intensitas dan tata bangunan sebagaimana
tercantum pada Lampiran XVII, yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 49
Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1) huruf d, merupakan ketentuan tersedianya prasarana dan
garana vang harus tersedia dalam suatu zona dan atau subzona.
Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dalam pasal aturan dasar setiap zona dan subzona pada Peraturan
Wali Kota ini.
Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), secara lebih lengkapnva disajikan dalam tabel prasarana dan sarana
minimum sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Wali Kota ini.
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Pasal 50

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1] huruf e,

(2]

(3]

merupakan ketentuan yvang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan

lahan pada zona dan atau subzona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi

pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau subzona lainnya, terdiri
atas:

a. Lahan Pertanian Pangan Bekelanjutan (LP2B);

b. Kawasan Rawan Bencana (KRB);

c. Tempat Evakuasi Beneana yang meliputi Tempa Evakuasi Akhir (TEA) dan
Tempat Evakuasi Sementara (TES};

d. Kawasan Cagar Budaya; dan

e. Kawasan Sempadan,

Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang terdiri dari:

a. lahan pertanian tanaman pangan yvang ditetapkan merupakan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilarang dialihfungsikan;

b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau
bencana alam:

c. setiap orang yvang melakukan alih fungsi pada Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan di luar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan
keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seperti keadaan
semula;

d. alih fungsi Lahan Pertanmian Pangan Berkelanjutan yvang dilakukan dalam
rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada
kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan
perundangan yvang berlaku; dan

. pemilik lahan dan pengegarap vang memperiahankan lahannva diben
insentil oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui skema
program usaha pertanian modern.

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf b,

merupakan kawasan sempadan patahan aktil dengan buffer sebesar 50 (lima

puluh) meter di kiri dan kanan dari garis patahan aktif, dengan ketentuan
arahan pemanfaatan ruang terdiri dari:

a.unit bangunan diizinkan dengan syarat melakukan upava proteksi dan
adaptasi bangunan terdin atas:

1. jumlah lantai maksimal 2 (dua) lantai; dan
2. dilengkapi dengan konstruksi bangunan tahan gempa.
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b. ketentuan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) huruf a, diatur sesuai ketentuan peraturan perundungan-undangan yang
berlaku.

(4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,
dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang yang terdin dari:

a. Tempat Evakuasi Sementara (TES] merupakan ruang penyclamatan diri
(escape building) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul [assembly point)
penduduk yvang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir
(TEA), meliputi:

1. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh} menit;

2. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 - 600 m (empat ratus hingga enam
ratus meter| dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;

3. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan
berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);

4. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap.

b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) merupakan tempat penampungan penduduk
di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka wakiu
tertentu, meliputi:

1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
2. terdapat [asilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk
memudahkan evakuasi;
. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan, dll yang mencukupi;

[

. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan

&

. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana vang lebih lengkap (radio
komunikasi, telepen, satelit),

c. fasilitas dan logistik pendukung tempat evakuasi bencana pada ruang yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] huruf a dan huruf b
dipersiapkan oleh Pemerintah Dacrah.

(5] Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d, dengan
ketentuan arahan pemanfaatan ruang yang terdiri atas:

a. pada bangunan, situs, atau kawasan vang ditetapkan kemudian menjadi
cagar budaya setelah ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, berlaku
ketentuan sebagal berikut:

1. pada kawasan, situs, atau bangunan tersebut berlaku ketentuan
Peraturan Zonasi subzona Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Wali Kota ini;

2. pemanfaatan cagar budaya dilaksanakan sesuai dengan aspek pelestarian

dan tidak mengurangi nilai cagar budaya;
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3. ketentuan intensitas dan tata bangunan dapat dilampaui untuk tujuan
pelestarian bangunan, situs, atau kawasan dengan persetujuan tim ahli
cagar budaya; dan

4. ketentuan tata bangunan berupa menjaga dan mempertahankan
tampilan bangunan (facade),

Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf [ merupakan

sempadan mata air, dan sempadan pantai dengan ketentuan arahan

pemanfaatan ruang yang terdiri dari:

a. ketentuan lebar sempadan pada masing-masing jenis sempadan, terdiri
atas;

1. lebar sempadan maia air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit
berjarak 100 (seratus) meter dari pusat mata air sebesar; dan

2. lebar sempadan pantai sebesar 100 (seratus) meter dari titik pasang
tertinggi ke arah darat.

b. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran)
diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem
alami;

c. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan
sempadan;

d. menyediakan akses publik menuju mata air dan/atau pantai; dan

e. menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk ruang untuk jalur
evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi.

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam pasal

aturan dasar setiap zona dan subzona pada Peraturan Wali Kota ini.

Ketentuan khusus pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XX sampai dengan Lampiran XXIV, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.,

Pasal 51

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf

f, terdin atas:

a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang;

b. ketentuan pemberian insentif dan disentif;

c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai
dengan peraturan zonasi; dan

d. aturan peralihan yvang mengatur status pemanfaatan ruang vang berbeda
dengan fungsi ruang zona peruntukannya.
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Ketentuan variansi pemanfaatan ruang schgaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk
menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan
massa ruang vang ditetapkan dalam peraturan zonasi,

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, merupakan ketentuan pemberian insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang
vang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi
masyarakat, serta pemberian disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang
yvang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif
bagy masyarakat.

Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurul ¢, merupakan ketentuan yang
mengatur tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah terlanjur
terbangun sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan namun tidak sesuaai
dengan ketentuan peraturan zonasi.

Aturan peralihan yvang mengatur status pemanfaatan ruang yvang berbeda
dengan fungsi ruang zona peruntukannyva scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan
dapat mengajukan persetujuan legal non-conforming use atau persetujuan
conditional use,

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif
diatur dengan Peraturan Walikota,

Pragraf 2
Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 52
Aturan dasar zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)
huruf a, terdiri atas:
a. aturan dasar zona hutan lindung dengan kode HL;
b. aturan dasar zona perlindungan setempal dengan kode PS;
c. aturan dasar zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
d. aturan dasar zona cagar budaya dengan kode CB.
Aturan dasar zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, terdiri atas subzona hutan lindung dengan kode HL.

(3) Aturan dasar zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdirt alas subzona perlindungan setempat
dengan kode PS.
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Aturan dasar zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, terdini atas:

a. aturan dasar subzona rimba kota dengan kode RTH-1;

b. aturan dasar subzona taman kota dengan kode RTH-2;

c. aturan dasar subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;

d. aturan dasar subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;

e. aturan dasar subzona taman RW dengan kode RTH-5;

f. aturan dasar subzona taman RT dengan kode RTH-6; dan

g. aturan dasar subzona pemakaman dengan kode RTH-7.

Aturan dasar zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) huruf d, terdiri atas aturan dasar subzona cagar budaya dengan
kode CB.

Pasal 53

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona hutan

lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2],

meliputi:

a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini; dan

b. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona hutan

lindung dengan kode HL, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 0% (nol persen) dari luas persil;

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0 (nol); dan

¢. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 100% (seratus persen) dari luas
persil.

Paszal 54

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona

perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada Pasal 52

ayat (3), meliputi:

a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Rota ini,

b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan yang diizinkan dengan dibatasi
jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan
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vang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan
oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan
hasil kajian.
¢, kegiatan diizinkan bersyarat, berupa jalan dan jaringan telekomunikasi
(BTS) vang diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
1. wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan;
2. penyelenggarsan dan penyvediaan fasilitas publik atau swasta yang
didanai oleh Pemenntah dan/atau Swasta;
3. tidak mengubah bentuk/bentang alam; dan
4. khusus BTS wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup
sehagaimana diatur  dalam peraturan perundang-undangan
(AMDAL /UKL-UPL/ SPPL).
d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(2] Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona
perlindungan setempat dengan kode PS, meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh persen| dari luas
persil;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,1 [nol koma satu); dan
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 90% [sembilan puluh persen) dari
luas persil.
(3] Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona perlindungan setempat
dengan kode PS, yakni Tinggi bangunan (TB) maksimal 7 (tujuh) meter.
(4] Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona
perlindungan setempat dengan kode PS, meliputi;
a. prasrana minimal vang meliputi:
l.jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem  drainase
perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan
jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan
sebelum run off (air impasan permukaan) dari jalan memasuki badan air
pantai/laut dan/atau badan air lainnya;
2. jaringan jalan dan pedesirian sepanjang tepian danau dengan lebar
minimum 2 (dua) meter; dan
3. jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi.
b. sarana minimal yang meliputi:
. bangunan prasarana sumber daya air;
2. jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesual standar yang
ditentukan oleh instansi terkait;
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3. jalur evakuasi bencana;

4. sistem peringatan dini; dan

5. penanda/rambu-rambu.

(5) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada subzona perlindungan setempat
dengan kode PS, meliputi ketentuan penggunaan lahan yang sudah terlanjur
terbangun sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan berada pada
subzona PS yvang bertampal dengan kawasan rawan bencana banjir tinggi,
terdiri atas:

a. mengikuti program relokasi permukiman secara bertahap, diprioritaskan
bagi pemukim yang menempati lahan bantaran sungai dengan tidak
memiliki hak penguasaan tanah;

b. bagi pemukim yang sudah memiliki alas hak penguasaan tanah melakukan
upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap banjir vang terdin atas;

1. mengembangkan struktur alami dan/fatau struktur buaian untuk
mitigasi bencana;

2. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan
tanah akibat dampak banjir;

3. menggunakan sekat penahan anti air untuk menahan air masuk ke
bangunan atau ke lingkungan permukiman;

4. menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah sungai;

5. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh
petugas evakuasi;

6. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkal minimal 2 [dua)
lantai yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara banjir,
atau bangunan tempat evakuasi sementara sesual persyaratan yang
berlaku.

¢. dilarang melakukan pembangunan baru unit perumahan dan obyek vital
maupun fasilitas-fasilitas kritis berisiko tingggi, kecuall sarana transportasi
air, fasilitas hankam, dan utilitas umum yang tidak memungkinkan untuk
dibangun di lokasi lain dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi
bencana;

d. diarahkan pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung berupa perlindungan
setempat dan/atau Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan

e. dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budidaya pertanian/ perikanan,
fasilitas rekreasi dan olahraga, ruang terbuka pubhk, serta sarana
pendidikan dan penelitian tentang sungal dengan batasan luas terbangun
104 (sepuluh persen) dari luas area pemanfaatan serta konstruksi
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bangunan tahan banjir dan menyediakan jalur, rambu dan ruang evakuasi

banjir,

Pasal 55
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona rimba
kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (4) huruf

a, meliputi:

a, kegiatan diperbolehkan /diizinkan, tercantum dalam wabel [TBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan, gardu listrik (distribusi tenaga
listrik), karantina hewan dan tumbuhan yang diizinkan dengan batasan
sebagal berikut;

1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan
perundangan vang berlaku, dibatasi jumlahnyva sesuai berdasarkan hasil
kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan standar
jumlah berdasarkan hasil kajian;

2. terbatas hanya untuk kegiatan yvang berhubungan dengan konservasi
rimba kota yang dikelola oleh pihak pengelola rimba kota;

3. perkerasan tidak diperkenankan memakai jenis perkerasan vang kedap
air; dan

4, khusus karatina hewan dan tumbuhan dibatasi luas lantai bangunan
minimum dan luas kavling minimum sesuai dengan hasil kajian lapangan
oleh tim teknis.

c. kegiatan diizinkan bersyarat terdini atas:

1. TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), jaringan telekomunikasi
(BTS), jalan dan jaringan transmisi diizinkan dengan syarat sebagai
berikut:

a) tidak mengubah bentuk/bentang alam;

b} wajib menyvediakan prasarana minimal vang ditetapkan;

c) Khusus TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), jaringan
telekomunikasi (BTS) dan jalan adalah kegiatan penyelenggaraan dan
penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh Pemerintah
dan/fatau Swasta; dan

d) khusus TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), jaringan

) telekomunikasi dan jaringan transmisi wajib melakukan izin dan kajian
lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
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2. Gardu listrik dan trotoar diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin
dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SFPL).

3. Trotoar diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal
vang ditetapkan.

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona rimba

kota dengan kode RTH-1, meliputi:

a, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% [sepuluh persen| dari luas
persil;

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,1 {nol koma satu}; dan

¢. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 90% (sembilan puluh persen) dari
luas persil.

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona rimba kota dengan kode

RTH-1, meliputi:

a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 7 (tujuh) meter;

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:

1, GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 {tujuh) meter;

2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;

3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 [empat) meter; dan

4. GSB di jalan lingkungan mmimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma
lima) meter.

¢. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping [(JBBS] minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter; dan

d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang [(JBEBB] minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter.,

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana mimimal pada subzona rimba

kota dengan kode RTH-1, meliputi;

a. prasrana minimal yang meliputi:

1. jalan setapak dengan material alami dan bersifal mampu menyerap air
(permeable); dan

2, saluran drainase alami terbuka vang terintegrasi dengan sistem drainase
perkotaan fperdesaan sesuai dengan hirarkhinya.

b. sarana mimimal vang meliputi;

1. memiliki sistern pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak
membuang sampah ke badan air terdekat;

2, shelter/ gazebo; dan
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3. pos Jaga.

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona rimba kota dengan kode RTH-

(1)

1, terdin atas:

i kawasan rawan bencana berupa sempadan patahan aktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), meliputi:
1. SWP G pada Blok G .4;
2. SWP H pada Blok H.1 dan Blok H.3;
3. SWP | pada Blok L.3.

b. tempat evakuasi bencana sebagaimana dimalsud dalam Pasal 50 ayat (4),
berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang meliputi SWP G pada Blok
G.2 dan Blok G.5.

Pasal 56

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona taman

kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (4] huruf

b, meliputi:

a, kegiatan diperbolehkan /diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XV] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas:

l. Plaza Terbuka/Selasar dan Amphiteater/Panggung Terbuka diizinkan
dengan dibatasi luas kaveling minimum sesuai dengan standar
kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi luas
kaveling minimum sesusl dengan hasil kajian lapangan oleh tim teknis
dan walikola dapat menclapkan standar luas kaveling minimum
berdasarkan hasil kajian.

2. Jalan, tempat parkir umum dan gardu listrik [distribusi tenaga listrik)
diizinkan dengan batasan sebagai berikut:

1. dibatasi jumlahnva sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan
perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan
hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan
standar jumlah berdasarkan hasil kajian.

¢, kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:

1. Jalan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal
vang ditetapkan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik
atau swasta yvang didanai olch pemerintah dan/atau swasta;

2, Wisata kuliner diizinkan dengan syarat tidak mengubah fungsi atau jenis
kegiatan didalamnya; dan
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3. Gardu Listrik [Distribusi tenaga lisirik diizinkan dengan syarat wajib
melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL /SPPL).

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona taman

kota dengan kode RTH-2, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 20% (dua puluh persen) dari
luas persil;

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,2 (nol koma dua); dan

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 80% [delapan puluh persen) dari luas
persil.

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona taman kota dengan kode

RTH-2, meliputi:

a. Tinggl bangunan (TB) maksimal 7 (tujuh) meter;

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:

1. G5B di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;

2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar & {enam) meter;

3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan

4, GBB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1.5 (satu sampai satu koma
lima) meter.

c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS} minimal 1-1,5 (satu sampai
salu koma lima) meter; dan

d.Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBE) minimal 1-1,5 (satu sampai
salu koma lima) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona taman

kota dengan kode RTH-2, meliputi:

a. prasrana minimal yang meliputi:

1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plasa
terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi
Ltaman,

2, jaringan drainase vyang terintegrasi dengan sistem drainase
perkotaan /perdesaan sesuail dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan
sistem memanen air hujan yvang memanfaatkan air limpasan permukaan
untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;

3. jaringan utilitas yvang meliputi histrik, penerangan jalan dan pedestrian
dan air bersih; dan
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4, jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah
sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan
pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi
terkaat.

b. sarana minimal yang meliputi:
1. shelter bus wisata, halte angkutan umum;
2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh
melebihi 10% dari luas lahan;
. mushallah /langgar;
. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
. fasilitas pusat informasi pengunjung;

& W R W

. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir,
sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
dan

7. fasilitas keamanan pos jaga.

(2) Aturan dasar ketentuan Khusus pada subzona taman Kota dengan kode RTH-
2, meliputi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (4), berupa Tempat Evakuasi Akhir [TEA) yang berada di SWP E pada Blok
E.1l.

Pazal 57

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona taman
kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (4)
hurufl ¢, meliputi:
a. kegiatan diperbolehkan /diizinkan, tercantum dalam tabel [TBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Wali
Kota ini.
b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan, tempat parkir umum dan gardu
listrik {distribusi tenaga listrik] diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan
perundangan vang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil
kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan standar
jumlah berdasarkan hasil kajian;

2, khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya scbesar 10-15% (sepuluh
sampai ima belas persen) dari luas kavelingnva,
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c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:

1. Jalan diizinkan dengan syarat wajib menvediakan prasarana minimal
vang ditetapkan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik
atau swasta vang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta;

2, Wisata kuliner diizinkan dengan syarat tidak mengubah fungsi atau jenis
kegiatan didalamnya; dan

3. Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan syarat wajib
melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona taman

kecamatan dengan kode RTH-3, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB|] maksimal 20% (dua puluh persen| dari
luas persil;

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,2 {nol koma dual; dan

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas
persil.

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona taman kecamatan

dengan kode RTH-3, meliputi:

a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 7 {tujuh] meter;

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:

1. G5B di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;

2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;

3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan

4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma
lima] meter.

c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter; dan

d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB] minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona taman

kecamatan dengan kode RTH-3, meliputi;

a. prasrana minimal yang meliputi:

1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plasa
terbuka, ruang duduk dan perabet lansckap, petunjuk arah dan informasi
lamman;
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2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sislem drainase
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan
sistem memanen air hujan yvang memanfaatkan air limpasan permukaan
untuk dapat dipunakan sebagai sumber air siram taman;

3. jaringan utilitas vang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian
dan air bersih; dan

4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyedizan wadah
sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan
pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi
terkait,

b. sarana minimal vang meliputi:

1. shelter bus wasata, halte angkutan umum;

2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh
melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;

3. fasilitas toilet pria, toilet wanita;

4. fasilitas pusat informasi pengunjung;

5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir,
sesual standar yang berlaku untuk fasilitas bagl penyandang difabilitas;
dan

O. [asilitas keamanan pos jaga,

Pasal 58
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona taman

kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (4)

hurufl d, meliputi:
a. kegiatan diperbolehkan /ditzinkan, lercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.
b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan, tempatl parkir umum dan gardu
listrik (distribusi tenaga listrik)] diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan
perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil
kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan standar
jumlah berdasarkan hasil kajian;

2. khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-13% (sepuluh

sampai lima belas persen) dan luas kavelingnya.
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c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
l.Jalan diizinkan dengan syaral wajib menyediakan prasarana minimal
yang ditetapkan dan penvelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik
atau swasta yvang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta;
2. Wisata kuliner diizinkan dengan syarat tidak mengubah fungsi atau jenis
kegiatan didalamnya; dan
3. Gardu Listrik (distribusi tenaga listrik]) diizinkan dengan syarat wajib
melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV]
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Wali Keta mni.
Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona taman
kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB|] maksimal 20% [dua puluh persen) dari
lhaas persil;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
e. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas
persil.
Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona taman kelurahan
dengan kode RTH-4, meliputi:
a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 7{tujuh) meter;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
1. GSB di jalan arter1 minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
2. G5B di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 {empat) meter; dan
4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma
lima) meter.
¢. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 {satu sampai
satu koma lima) meter; dan
d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma hma) meter,
Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona taman
kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi;
a. prasrana minimal yang meliputi:
l. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedesirian dan sepeda, plaza
terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi
taman;
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2. jaringan drainasc vang lerintegrasi dengan sistem drainasc
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan
sistern memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan
untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;

3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian
dan air bersih; dan

4.jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah
sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan
pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi
terkait.

b. sarana minimal vang meliputi:

1. shelter bus wisata, halte angkutan umum;

2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh
melebihi 10% dari luas lahan;

3. fasilitas pusat informasi pengunjung;

4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir,
sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
dan

5. fasilitas keamanan pos jaga.

Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona taman kelurahan dengan kode
RTH-4, meliputi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 avat (4), berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang berada di SWP |
pada Blok 1.1.

Pasal 59

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona taman

RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (4) huruf

e, meliputi:

a. kegiatan diperbolehkan /diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Wali
Kota ini.

b, kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan, tempat parkir umum dan gardu
listrik (distribusi tenaga listrik) diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan

perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil
kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan standar
jumlah bherdasarkan hasil kajian;
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2. khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh

sampai lima belas persen) dan luas kavelingnya.
¢. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:

1. Jalan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal
yang ditetapkan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publk

atau swasta vang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta; dan

2. Gardu Listrik (distribus: tenaga listrik] diizinkan dengan syarat wajib
melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL /SPPL).

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

{2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona taman

RW dengan kode RTH-5, meliputi;

a. Koefisien Dasar Bangunan [KDB) maksimal 20% (dua puluh persen] dari

luas persil;

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,2 (nol koma dua); dan

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 80% [delapan puluh persen) dari luas

persil.

(3) Aturan dasar Ketentuan tata bangunan pada subzona taman RW dengan kode

RTH-5, meliputi:
a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 7 {tujuh} meter;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:

1. GSB di jalan arter1 minimal sebesar 7 (tujuh) meter;

2. G3B di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;

3. G5A di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan

4, G5B di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma

lima) meter.

c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS] minimal 1-1,5 {satu sampai

satu koma lima) meter; dan

d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB]) minimal 1-1,5 (satu sampai

satu koma lima) meter.

(#) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana muinimal pada subzona taman

RW dengen kode RTH-3, meliputi;
a. prasrana minmmal yang meliputi:

1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plasa

terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi

laman;
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2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem  drainase
perkotaan [ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan
sistem memanen air hujan vang memanfaatkan air limpasan permukaan
untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;

A. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian
dan air bersih; dan

4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah
sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan
pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi
terkait.

b. sarana minimal yang meliputi:

1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh
melebihi 108 (sepuluh persen) dan luas lahan;

2, fasilitas pusat informasi pengunjung; dan

3. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir,
sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas.

Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona taman RW dengan kode RTH-
3, meliputi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (4), berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES) vang berada di SWP G pada
Blok G.4.

Pasal 60

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona taman

RET dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (4) huruf f,

melipuli:
a. kegiatan  diperbolehkan /ditzinkan, lercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.
b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan, tempat parkir umum dan gardu
listrik (distribusi tenaga listrik) diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
1. dibatasi jumlahnya sesual dengan standar kebuiuhan berdasarkan
perundangan vang berlaku, dibatasi jumlahnya sesua: berdasarkan hasil
kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan standar
jumlah berdasarkan hasil kajian;

2. khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh
sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya.
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c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:

1. Jalan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal
yang ditetapkan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik
atau swasta yvang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta; dan

2. Gardu Listrik (distribusi tenapa listrik) diizinkan dengan syarat wajib
melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Wali Kota mni.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona taman

RT dengan kode RTH-6, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)] maksimal 20% (dua puluh persen] dari
luas persil;

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,2 (nol koma dua); dan

¢. Koefisien Dasar Hijau (KDH) mimimum B0% (delapan puluh persen) dari luas
persil.

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona taman RT dengan kode

RTH-6, meliputi:

a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 7 {tujuh) meter;

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:

1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;

2. (G5B di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;

3. GSE di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan

4. G5B di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma
lima) meter.

c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter; dan

d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter,

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona taman

RT dengan kode RTH-6, meliputi;

a. prasrana minimal yang meliputi:

1. jaringan pedesirian yvang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plasa
terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi
taman;

2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase
perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan
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sistern memanen air hujan vang memanfaatkan air impasan permukaan
untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian
dan air bersih; dan
4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyvediaan wadah
sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan
pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dan instansi
terkait,
b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh
melebihi 10% dari luas lahan;
2. fasilitas pusat informasi pengunjung; dan
3. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir,
sesual standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas.
(3) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona taman RT dengan kode RTH-6,
meliputi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (4), berupa Tempat Evakuasi Sementara [TES) yang berada di SWP G pada
Blok G.4.

Pasal 61
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona
pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat
(4) huruf g, meliputi:
a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.
b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan, tempat parkir umum dan gardu
listrik (distribusi tenaga listrik) diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
l. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan
perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil
kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan standar
jumlah berdasarkan hasil kajian;

2. khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10- 15% (sepuluh
sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya.

c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdin atas:

1. Jalan diizinkan dengan syarat wajib menvediakan prasarana minimal
vang ditetapkan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik
atau swasta yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta; dan
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2, Gardu Listrik (distribusi tenaga listrik) diizinkan dengan svarat wajib
melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).

d. kegiatan tidak duzinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini,

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona

pemakaman dengan kode RTH-7, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% [sepuluh persen) dari luas
persil;

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,1 (nol koma satu); dan

¢. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 90% (sembilan puluh persen) dari
luas persil.

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona pemakaman dengan

kode RTH-7, meliputi:

a. Tinggt bangunan (TB) maksimal 7 (tujuh) meter;

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB] terdiri atas:

1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;

2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;

3. GSB dh jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan

4. GsB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma
lima) meter.

¢. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter; dan

d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 {satu sampai
satu korna lima) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona

pemakaman dengan kode RTH-T, meliputi;

a. prasrana minimal yang meliputi:

1. jalan akses melahu jalan kelektor;

2. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plasa
terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi
laman;

3. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem  drainase
perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan
sistemn memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan
untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;

4, jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian;

dan
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5.jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah
sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan
pengangkutan sampah sesual peraturan dan rekomendasi dari instansi
terkait.

b. sarana minimal yang meliputi:

1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor;

2. Tasilitas toilet pria, toilet wanita;

3. [asilitas kantor pemakaman; dan

4. fasilitas keamanan pos jaga.

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona pemakaman dengan kode RTH-
7, meliputi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayal (3), berupa sempadan patahan aktifl vang berada di SWP H pada Blok H.1.

Pasal 62

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona cagar
budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat [5),
meliputi
a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada

Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan darn Peraturan Wali
Kota ini.
b. kegialan diizinkan terbatas, terdiri alas:
l.jalan diizinkan dengan dibatasi jumiahnya sesual dengan standar
kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya
sesual berdasarkan hasil kajian lapangan eleh tim teknis dan Walikota
dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian; dan
2. kantor pemerintah pusat, kantor pemerintah provinsi, kantor pemerintah
kabupaten/kota diizinkan dengan balasan sebagai berikui:
a) dibatasi jumlah dan skala pelayanannya sesuai standar kebutuhan
perundangan yang berlaku dan kajian lapangan tim teknis;
bl dibatasi jam operas:t kegiatan mengikuti aturan nstansi yvang
berwenang;
c] pemugaran bangunan harus melalui persetujuan Wali Kota setclah
mendapatkan rekomendasi tim ahli cagar budaya yang ditetapkan oleh
Wali Kota; dan
d) pemugaran bangunan yvang dilakukan harus memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam ketentua peraturan perundangan yang berlaku
tentang cagar budaya.
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¢, kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:

l. trotoar dan jalan ditzinkan dengan syarat sebagai berikut:

a) wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan; dan
b) khusus jalan, penyvelenggaraan dan penvediaan fasilitas publik atau

swasta yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta.

2. Kantor pemerintah pusat, Kantor pemerintah provinsi, kantor pemerintah

kabupaten/kota dan taman budaya; diizinkan dengan syarat sebagai

berikut:

a) kegiatan yang dilaksanakan tidak mengubah bentuk bangunan yang

sudah ada; dan

b) khusus kantor pemerintah pusat, kantor pemerintah provinsi dan
kantor pemerintah kabupaten/kota kegiatan yang dilaksanakan tidak

mengubah bentuk/bentang alam.

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV]
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona cagar

budaya dengan kode CB, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan [(KDB} maksimal 60% (enam puluh persen) dani

luas persil;

b. Koefisien Lantal Bangunan (KLB); maksimal 0,6 (enam puluh); dan
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) mmimum 40% (empat puluh persen) dari luas

persil.

(3} Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona cagar budaya dengan

kode CB, meliputi:
a. Tinggl bangunan (TB) maksimal 7 (tujuh) meter;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:

1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 {tujuh) meter;
2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar b (enam)| meter;

3. 638 di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan

4. G3B di jalan lingkungan mimmal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma

lima) meter.

c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 [satu sampai

satu koma lima) meter; dan

d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai

satu koma lima) meter.
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(4] Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona cagar
budaya dengan kode CB, meliputi;
a. prasrana minimal yang meliputi:

L. jaringan menuju kawasan cagar budaya merupakan jalan lingkungan/
lokal sekunder;

2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem
penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

4. sumber listrik dan energl yang terintegrasi dengan sistem penyediaan
listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan

3. penerangan jalan;

b. jaringan drainase yang terinlegrasi dengan sistem drainase perkotaan/
perdesaan sesuai dengan hirarkhinys;

7. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait.

b. sarana minimal vang meliputi:
l. halaman atau pelataran bersama; dan
2. plaza/gazebo,

Paragraf 3
Aturan Dasar Zona Budidaya
Pasal 63
(1) Aturan dasar zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2]

huruf b, terdiri atas:
a. aturan dasar zona badan jalan dengan kode BJ;
b. aturan dasar zona pertanmian dengan kode P;
¢. aturan dasar zona pertambangan dengan kode T;
d. aturan dasar zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL,
¢. aturan dasar zona perumahan dengna kode R;
f. aturan dasar zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
g. aturan dasar zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH,;
h. aturan dasar zona campuran dengan kode C;
i,  aturan dasar zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
j.  aturan dasar zona perkantoran dengan kode KT,
k. aturan dasar zona peruntukan lainnya dengan kode PL.
l.  aturan dasar zona transportasi dengan kode TE; dan
m. aturan dasar zona pertahanan dan keamanan dengan kode HE.
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Aturan dasar zona badan jalan dengan kode BJ, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} huruf a, terdin atas aturan dasar subzona badan jalan dengan kode

BJ.

Aturan dasar zona pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, terdiri atas aturan dasar subzona tanaman pangan dengan

kode P-1.

Aturan dasar zona pertambangan dengan kode T, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢, terdiri atas aturan dasar subzona peruntukan

pertambangan batuan dengan kods MBT.

Aturan dasar 2ona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL,

sechagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf d, terdiri atas aturan dasar

subzona pembangkitan tenaga histrik dengan kode PTL.

Aturan dasar zona perumahan dengna kode R, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a. Aturan dasar subzona Perumahan kepadatan sangat tinggi dengan
kode R-1;

b. Aturan dasar subzona Perumahan kepadatan tinggl dengan kode R-2;

¢, Aturan dasar subzona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
dan

d. Aturan dasar subzona Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

Aturan dasar zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf {, terdiri atas:

a. Aturan dasar subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

b. Aturan dasar subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan

¢. Aluran dasar subzona 5PU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

Aturan dasar zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas aturan dasar subzona terbuka

non hijau dengan kode RTNH.

Aturan dasar zona campuran dengan kode C, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf h, terdiri atas aturan dasar subzona campuran intensitas

menengah /sedang dengan kode C-2.

(10} Aturan dasar zona perdagangan dan jasa dengan kode K, scbhagaimana

dimaksud pada ayat (1) huraf i, terdiri atas:

#.  Aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode
K-1;

b. Aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
dan
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c. Aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode
K-3.

(11) Aturan dasar zona perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j, terdiri atas aturan dasar subzona perkantoran dengan
kode KT.

(12) Aturan dasar zona peruntukan lainnya dengan kode PL, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf k, terdiri atas:

a. Aturan dasar subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode
PL-3;

b. Aturan dasar subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode
PL-4; dan

c. Aturan dasar subzona pergudangan dengan kode PL-6.

(13} Aturan dasar zona transportasi dengan kode TR, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufl |, terdini atas aturan dasar subzona transportasi dengan
kode TR.

(14) Aturan dasar zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huraf m, terdiri atas aturan dasar subzona
pertahanan dan keamanan dengan kode HEK.

Pasal 64
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona badan
jalan dengan kode B.J sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2), meliputi:
a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini; dan
b. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini,
(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona badan
jalan dengan kode BJ, meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 5% (lima persen) dari luas persil;
b. Koefisien Lantai Bangunan [KLB); maksimal 0,05 [nol koma nol lima); dan
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 0% (nol persen) dari luas persil.
(3) Aturan dasar Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona badan
jalan dengan kode BJ, meliputi;
a. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan,
meliputi;
1. rambu jalan;
2. marka;
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3. alal pemberi isyarat lafu lintas;
4. fasilitas pejalan kaki;
5. lampu penerangan jalan.
b. perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan,
meliputi:
1. patok pengarah;
2. pagar pengaman;
3. patok kilometer dan patok hektometer;
4, patok rumija;
2. pagar jalan;
6. peredam silau; dan
7. tempat istirahat.

Pasal 635
(1} Aturan dasar ketentuan Kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona
tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat

(3), meliputi:

a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas:

1. jalan diizinkan dengen dibatasi jumlahnya sesual dengan standar
kebutuhan berdasarkan perundangan yang beriaku, dibatasi jumlahnya
sesual berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota
dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;

2. at menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;

3. lumbung, pengolahan pertanian (jasa penunjang pertanian) dan
pergudangan hasil panen (jasa penunjang pertanian) diizinkan dengan
syaratl sebagai berikout:

a) dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan kajian lapangan oleh
tim teknis serta walikota dapat menetapkan standar jumlah
berdasarkan hasil kajian;

b) kegiatan yang dilaksanakan terbatas untuk pendukung kegiatan
pertanian; dan

¢} dibatasi luas kaveling minimum sesuai dengan standar kebutuhan dan
kajian lapangan ocleh tim teknis serta walikota dapat menetaplan
gtandar luas kaveling minimum berdasarkan hasil kajian.
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c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:

1. jalan diizinkan dengan dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar
kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya
sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota
dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian,

2. tower jaringan telekomunikasi {[BTS), jaringan transmisi dan pengambilan
air tanah dalam diizinkan dengan syarat sebagai berikut:

a) wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL);

b) khusus jaringan telekomunikasi (BTS) dan jaringan transmisi wajib
menyediakan prasrana minimal yvang ditetapkan; dan

c) khusus jaringan telekomunikasi (BTS), penyelenggaraan dan
penyediaan fasilitas publik atau swasta yvang didanai oleh Pemerintah
dan/atau Swasta; dan

d) khusus jaringan telekomunikasi (BTS), kegiatan yang dilaksanakan
tidak mengubah bentuk/bentang alam.

3. museum/pusat Iptek dan karantina Hewan dan Tumbuhan diizinkan
dengan balasan untuk kegiatan vang tidak mengubah fungsi atau jenis
kegiatan didalamnya.

d, kegiatan tdak diizinkan, tercantum dalam tabel TTBX pada Lampian XVI

vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota mi.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona tanaman

pangan dengan kode P-1, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB} maksimal 5% (lima persen) dari luas persil;

b. Koefisien Lantal Bangunan (KLB); maksimal 0,05 [nol koma nol lima); dan

¢. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 95% (sembilan puluh lima persen)
dan luas persil.

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona tanaman pangan dengan

kode P-1, meliputi:

a. Tinggl bangunan (TB) maksimal 7 (tujuh) meter;

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB| terdiri atas:

1. G3B di jalan arteri minimal sebesar 7 {tujuh) meter;

2. GEB dijalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;

3, G5B di jalan lokal minimal schesar 4 (empat} meter; dan

4, G5B di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma
lima) meter.

c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1.5 (satu sampai
satu koma lima) meter; dan
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d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang [(JBBB) minimal 1-1,5 {satu sampai
satu koma lima) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona

tanaman pangan dengan kode P-1, terdiri atas:

a. prasrana minimal yang meliputi:

1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;

2. jaringan irigasi;

3. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air;

4, sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem
penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
dan

5. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya.

b. sarana minimal yang meliputi, penyediaan sarana produksi pertanian
meliputi penyediaan benih dan fatau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk
organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh,
dan fasilitas produksi.

Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona tanaman pangan dengan kode

P-1, berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayvat (2), meliputi:

a. SWP A meliputi Blok A.2 dan Blok A.3;

b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blck B.5, Blok B.6;
dan

c. SWP F meliputi Blok F.1 dan Blok F.2.

Pasal 66

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona

peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT sebagaimana dimaksud

pada Pasal 63 ayat (4}, meliputi:

a, kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa museum/pusat iptek dan tempat parkir
umum diizinkan dengan syarat sebagai berikut:

1) dibatasi luas kaveling minimum sesuai dengan standar kebutuhan dan
kajian lapangan oleh tim teknis serta walikota dapat menetapkan standar
luas kaveling minimum berdasarkan hasil kajian;
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2] khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh
sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya;

3) khusus museum/pusal iptek dibatasi jumlahnya sesuai dengan
kebutuhan dan kajian lapangan oleh tim teknis serta walikota dapat
menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian; dan

4) kegiatan yang dilaksanakan terbatas untuk pendukung kegiatan
pertambangan.

¢. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wah Kota ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona

peruntukan pertambangan batuan dengan kede MBT, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 30% (hga puluh persen] dan
luas persil;

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,3 [nol koma tiga]; dan

c. Koelisien Dasar Hijau (KDH) minimum 0% (nol persen) dari luas persil.

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona peruntukan

pertambangan batuan dengan kode MBT, meliputi:

a. Tinggl bangunan (TB) maksimal 7 [tujuh) meter;

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:

1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (fujuh) meter;

2. G5B di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;

3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan

4, GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma
lima) meter,

¢. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping [(JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter; dan

d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona

peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT, terdin atas:

a, prasrana minimal vang melipuati:

1. jaringan jalan;

2. jaringan listrik vang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

3. jaringan utilitas, sesual dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang
berlaku untuk kawasan pertambangan;

4. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan
perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
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5. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan.

b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor;
2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; dan
3. fasilitas keamanan pos informasi dan keamanan.

Pasal 67

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona

(€

(3)

pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada

Pasal 63 avyat (5), meliputi:

a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI] yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini:

b, kegiatan diizinkan terbatas, berupa tempat parkir umum yang dibatasi skala
pelavanan dan luasannya sebesar 10-15% (sepulubh sampai lima belas
persen) dan luas kavelingnyva;

c. kegiatan diizinkan bersyarat, berupa pengambilan air tanah dalam dan

pengolahan limbah non domestic yang diizinkan dengan syarat wajib
melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL}; dan
d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona
pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL, meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB] maksimal 50% ([lima puluh persen) dari
luas persil;
b. Kpefisien Lantai Bangunan [KLB); maksimal 1,0 (satu koma nol); dan
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 50% (lima puluh persen) dari luas
persil.
Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona pembangkitan tenaga
listrik dengan kode PTL, meliputi:
a. Tinggl bangunan (TB] maksimal 11 (sebelas) meter;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
1. GSB di jalan arteri minimal sebesar ¥ [tujuh) meter;
2. G5B di jalan kolektor minimal sebesar & (enam) meter;
3. G5B di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
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4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma

lima) meter.
c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter; dan
d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter.
(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona
pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL, terdiri atas:
@. prasrana minimal yang meliputi:

1. jaringan jalan;

2. sumber air bersih dan jaringan air bersih yvang terintegrasi dengan sistem
penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

3. sumber listrik dan energi vang terintegrasi dengan sistem penyediaan
listrik di perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

4, sistem jaringan tclekomunilkasi;

5. jarmgan dramase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/
perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

6. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesual peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait*

7. penerangan jalan dan pedestrian; dan

8. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan.

b. sarana minimal yang meliputi:

1. tempat ibadah;

2. toilet; dan

3. pos informasi dan keamanan.

Pasal 68
(1} Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona

Perumahan kepadatan sangat tingg dengan kode E-1 sebagaimana dimaksud

pada Pasal 62 ayat (6) hurul a, meliputi:

a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

b. kegiatan  diizinkan terbatas, terdiri atas Kantin/Kedai, Toko
Makanan/Minuman, Jasa Renovasi Barang, Jasa Transportasi (Pool
Angkutan), Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering), Puskesmas,
Apotek, Pos Kesehatan, Bidan, Gereja Kota, Pura, Vihara, Klenteng, Tempat
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Parkir Umum, Peternakan Sapi dan Kerbau, Peternakan Domba dan
Kambing serta Kandang Hewan, Peternakan Unggas dan Kandang Hewan,
Jasa Penunjang Peternakan (Lapangan Pengembalaan, Kandang Hewan,
Pemotongan/Rumah Potong Hewan), Rumah Walet, Pengolahan Hasil
Perikanan, Wisata Alam, TPS, Gardu Listrik {Distribusi tenaga listrik}

. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas Puskesmas, Bidan, Rumah Walet,
Pengambilan Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara),
Pengumpulan Sampah, Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah,
Penimbunan Barang Bekas/Rongsokan [Aktivitas Remediasi dan
Pengelolaan Sampah Lainnya, Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik
Terpadu (IPAL), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Tower Jaringan
Telekomunikasi (BTS), Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik),

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

]

(2} Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona
Perumahan kepadatan sangat tinggl dengan kode R-1, meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari
luas persil;
b. Koefisien Lantai Bangunan [KLB); maksimal 2.8 (dua koma delapan);
¢. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen) dari luas
persil; dan
(3} Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona Perumahan kepadatan
sangal lingg dengan kode R-1, meliputi:
a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 19 (sembilan belas] meter;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh] meter;
2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
3, GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 ([empat) meter; dan
4, 3B di jalan lingkungan minimal scbhesar 1-1,5 {satu sampai satu koma
liha) meter.
. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 5 (lima) meter; dan
d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 5 (lima) meter.
(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona
Perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode R-1, terdin atas:
a. pragsrana minimal yang meliputi:
1. jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan tinggi;
2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
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3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem
penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesual dengan hirarkhinya;
4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan
listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
6. penerangan jalan dan pedestrian;
7.jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait.
b. sarana minimal yang meliputi:
. taman lingkungan;
. lempat ibadah;
. balai wargs;
. pos keamanan;
- TK dan SD;
. hidran kebakaran;
. shelter anghkutan umum; dan
. lasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.
(9} Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona Perumahan kepadatan sangat
tinggi dengan kode R-1, terdiri atas:
a. kawasan rawan bencana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3],

o <1 ;o A WK e

berupa sempadan patahan aktif yang meliput:
1. SWP G pada Blok G.4;

2. SWP H pada Blok H.3;

3. SWP | pada Blok 1.3, Blok 1.4 dan Blok L.6.

b, tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4],
berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES] vang meliputi SWP H Blok H.4.
¢. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6], terdiri

atas:
1. sempadan mata air meliputi SWP | pada Blok 1.5 dan Blok 1.6;
2. sempadan pantai meliputi:

a) SWP G Blok G.4 dan Blok G.5;

b) SWP H Blok H.5.
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Pasal 69
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona

Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada

Pasal 63 ayat (6] huruf b, meliputy:

a. kegiatan diperbolehkan /diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas apartemen, Taman pemakaman,
Pelataran Bermain Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung
Penampungan Air Baku, Trotoar, Ruko (Toko Retail), Food court,
Restorant/rumah makan, Grosir/perkulakan, Rukan, Supermarkel,
Minimarkei, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Pusal
Perbelanjaan dan Sentra Oleh-oleh, Toke, Toko kelontongan/kios, Toko
Pakaian, Aksesoris dan Kergjinan Tangan, Toko Peralatan Rumah Tangga,
toko Peralatan dan Pasokan Pertanian dan Perikanan, Toko Bahan
Bangunan, Perkakas dan Pertukangan, Toko Makanan/Minuman, Toko
Buku dan Alat Tulis, Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop), Toke Tanaman,
Toko Meubel/Furniture, Toko Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannyva,
Toko Elektronik, Toko Alat dan Bahan Farmasi, Toko Musik dan Peralatan
Musik, Toko Peralatan Olahraga, Jasa Pemakaman, Jasa Pemasaran
Properti, Jasa Penginapan/Losmen (Hotel Melati), .Jasa Bengkel, Jasa
Fotocopy, Jasa Renovasi Barang, Jasa Perkantoran,/Bisnis Lainnya, Jasa
Penitipan Hewan, Jasa Percetakan, Jasa Komunikasi, Jasa Riset dan
Pengembangan IPTEK, Jasa Las, Kenteng, .Jasa Penyewaan Lapangan
Olahraga, Jasa Keterampilan (BLK), Jasa Kebugaran (Fitness) dan Sanggar
Senam, Jasa Pendidikan, Bimbel, Kursus, dan Sanggar Seni, .Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering), Jasa Cuci Pakaian
(Laundry), Jasa Pencucian Mobil /Motor, Jasa Kesehatan dan Kecantikan,
Jasa Penjahit Pakaian/Tailor, Jasa Pengangkutan Limbah, Tinja dan
Sampah, Pembuatan Es {Kristal/Balok], Panti Pijat Kesehatan, Showroom
Mobil /Motor, ATM Center, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah
Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Kantor Kejaksaan, Kantor
Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor PDAM, Kantor Pos dan
Gire, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, Kantor Swasta Tunggal, Gedung
Perkantoran/Kantor Sewa, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan
Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industn Pengolahan Kedelai, AMDK [Air
Minum Dalam Kemasan), Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu),
Apotek, Balai Pengobatan (BP), Pos Keschatan, Praktek Dokter, Bidan,
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Poliklinik, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Kolam Renang Umum,

Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Balal atau Gedung Pameran, Balai

Pelatihan, Museum/ Pusal Iptek, Tempat Parkir Umum, Lumbung,

Pengolahan Pertanian (Jasa Penunjang Pertanian), Pergudangan Hasil

Panen (Jasa Penunjang Pertanian), Penjualan tanaman yang

dikembangbiakan (Jasa Penunjang Pertanian), Rumah Walet, Pengolahan

Hasil Perikanan, Pemancingan, Wisata Alam, TPS dan Gardu Listrik

(distribusi tenaga hstrik].

1. khusus toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan
pertanian dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan
pertukangan, toko meubel/furniture, toko kendaraan bermotor dan
perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang
penyimpanan yvang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas
lantai bangunan gudang penvimpanan maksimal 70% (lujuh puluh
persen) dari luas toko;

2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-

kurangnya 1 (satu) kilometer;
b) wajib menyediakan lahan parkir; dan
¢} wajib melakukan pengolahan persampahan.

3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar
minimarket sekurang-kurangnya 500 {(lima ratus) meter.

. kegiatan diizmkan bersyvarat, terdin atas apartemen, Pelataran Bermain

Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku,

Trotoar, Pasar tradisional, Pasar lingkungan, Taman Hiburan, SPBU dan

SPBG, SPBE, Pertashop, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah

Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Industri Kreatif (Industri

REumahan /UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Indusin Kayu, Barang

dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur] dan Barang Anyaman dan

Bambu, Rotan dan Sejenisnyva, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi

dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK

(Air Minum Dalam Kemasan), Perguruan Tinggi/Akademi, Rumah Sakit

Khusus (RSIA, RS Jantung, dll}, Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium

Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan [(BP), Prakick doktier, Bidan,

Poliklinik, Rumah Walet, POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, KORAMIL,

Pengambilan Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara),

Pengumpulan Sampah, Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah,

Penimbunan Barang Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan
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Pengelolaan Sampah Lainnya), Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik
Terpadu (IPAL), Instalasi Pengolahan Lumpur Timja (IPLT), Tower Jarnngan
Telekomunikasi (BTS) dan Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik),
d. kegiatan tidak dizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona
Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80% (delapan puluh persen) dari
luas persil;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 3,2 (tiga koma dua);
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% {sepuluh persen) dari luas persil;
dan
d. Luas Kavling Minimum 60 {enam puluh) meter persegi.
Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona Perumahan kepadatan
tinggi dengan kode R-2, meliputi:
a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 19 (sembilan belas) meter;
b. Garis Sempadan Bangunan (G5B} terdiri atas:
1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
2. GSB di jalan keolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat] meter; dan
4, GSE di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1.5 (satu sampai satu koma
lima) meter.
¢. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS] minimal 0,5-1 (nol koma lima
sampa satu) meter; dan
d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 0,3-1 (nel koma lima
sampail salu) meter,
Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona
Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, terdiri atas:
a. prasarana minimal yang meliputi:
1. jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan tinggi;
2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem
penyediaan air bersih perko taan/perdesaan sesual dengan hirarkhinya;
4, sistemn jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistemn penyediaan
listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
6. penerangan jalan dan pedestrian;
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7.jaringan drainasc yang terintegrasi dengan sistem  drainasc
perkotaan /perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan

8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait.

. sarana minimal yang meliputi:

. taman hngkungan;

. tempat ibadah;

. balai warga;

. pos keamanan;

. TK dan SD;

. hidran kebakaran;

. shelter angkutan umum; dan

8. [asilitas kesehatan minimal sckelas puskesmas.

=~ o L & W O e

(3) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona Perumahan kepadatan tinggi
dengan kode R-2, terdin atas:

(1]

.

kawasan rawan bencana berupa sempadan patahan aktil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), meliputi:

1. SWP (i pada Blok G.4 dan Blok G.5;

2, SWP H pada Blok H.1, Blok H.2, dan Blok H.3; dan

3. SWP | pada Blok 1.1, Blok 1.5, dan Blok 1.6.

. tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal S0 ayat (4),

berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES), meliputi:
1. BWP G pada Blok G.5; dan
2. SWP | pada Blok 1.6 dan Blok 1.7.

. kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5),

meliputi Masjid Linto terdapat di SWP E pada Blok E.4.

. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), terdiri

atas:
. sempadan mata air, meliputi SWP [ pada Blok 1.6 dan Blok [.7;
2. sempadan pantai, meliputi SWP G pada Blok G.4 dan Blok G.5.

Pasal 70

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona
Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada
Pasal 63 ayat (6) huruf c, meliputi:
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a. kegialan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel [TBX pada
Lampiran XV] vang merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Wali
Kota ini.

b. kegiatan diizinkan terbatas, terdin atas apartemen, Taman pemakaman,
Pelataran  Bermain  Anak/Playground, Kolam  Retensi, Embung
Penampungan Air Baku, Trotoar, Ruko (Toko Retail), Food court,
Restorant/rumah makan, Grosir/perkulakan, Rukan, Supermarket,
Minimarket, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Pusat
Perbelanjaan dan Sentra Oleh-oleh, Toko, Tokoe kelontongan/kios, Toko
Pakaian, Aksesoris dan Kerajinan Tangan, Toko Peralatan Rumah Tangga,
Toko Peralatan dan Pasokan Pertanian dan Perikanan, Toko Bahan
Bangunan, Perkakas dan Pertukangan, Toko Makanan/Minuman, Toko
Buku dan Alat Tulis, Toko Hewan Peliharaan {Pet Shop), Toke Tanaman,
Toko Meubel/Furniture, Toko Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya,
Toko Elektronik, Toko Alat dan Bahan Farmasi, Toko Musik dan Peralatan
Musik, Toko Peralatan Olahraga, .Jasa Pemakaman, .Jasa Pemasaran
Properti, Jasa Penginapan/Losmen (Hotel Melati), Jasa Bengkel, Jasa
Fatocopy, Jasa Renovasi Barang, Jasa Perkantoran/Bisnis Lainnya, Jasa
Penitipan Hewan, Jasa Percetakan, Jasa Komunikasi, Jasa Riset dan
Pengembangan [PTEK, Jasa Las, Kenteng, Jasa Penyewaan Lapangan
Olahraga, Jasa Keterampilan (BLK], Jasa Kebugaran (Fitness| dan Sanggar
Senam, Jasa Pendidikan, Bimbel, Kursus, dan Sanggar Seni, Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman ([Catering), Jasa Cueil Pakaian
(Laundry), Jasa Pencucian Mobil/Motor, Jasa Kesehatan dan Kecantikan,
Jasa Penjahit Pakaian/Tailor, Jasa Pengangkutan Limbah, Tinja dan
Sampah, Pembuatan Es (Kristal/Balok), Panti Pijat Keschatan, Showroom
Mobil/Motor, ATM Center, Kantor, Pemeérmtah Pusat, Kanter Pemeérintah
Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten /Kota, Kantor Kejaksaan, Kantor
Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor PDAM, Kantor Pos dan
Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, Kantor Swasta Tunggal, Gedung
Perkantoran/Kantor Sewa, Industri Alat Angkutan Lainnyva, Reparasi dan
Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air
Minum Dalam Kemasan), Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu),
Apotek, Balai Pengobatan (BP), Pos Kesehatan, Praktek Dokier, Bidan,
Poliklinik, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Kolam Renang Umum,
Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Balai atau Gedung Pameran, Balai
Pelatihan, Museum/Pusat [PTEK, Tempat Parkir Umum, Lumbung,
Pengolahan Pertanian (Jasa Penunjang Pertanian), Pergudangan Hasil Panen
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[(Jasa Penunjang Pertanian), Penjualan tanaman yang dikembangbiakan

[(Jasa Penunjang Pertanian), Jasa Penunjang Peternakan (Lapangan

Pengembalaan, Kandang Hewan, Pemotongan/Rumah Potong Hewan),

Rumah Walet, Pengnlahan Hasil Perikanan, Pemancingan, Wisata Alam, TPS

dan Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik).

1. khusus toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan
pertanian dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan
pertukangan, toko meubel/furniture, toke kendaraan bermotor dan
perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang
penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas
lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% [tujuh puluh
persen) dari luas toko;

2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-

kurangnya | {satu) kilometer;
b} wajib menyediakan lahan parkir; dan
¢) wajib melakukan pengolahan persampahan.

3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar
minimarket sekurang-kurangnya 500 (ima ratus) meter.

. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas apartemen, Pelataran Bermain

Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku,

Trotoar, Pasar tradisional, Pasar lingkungan, Taman Hiburan, SPBU dan

SPBG, SPBE, Pertashop, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah

Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Industri Kreatif (Industri

Rumahan/UMKM)]), Industri Kecil (Home Industry], Industri Kayu, Barang

dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur] dan Barang Anyvaman dari

Bambu, Rotan dan Sejenisnva, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi

dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK

(Alr Minum Dalam Kemasan)|, Perguruan Tinggi/Akademi, Rumah Sakit

Khusus [(RSIA, RS Jantung, dll), Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium

Keschatan, Puskesmas, Balai Pengobatan (BP), Prakiek dokter, Bidan,

Poliklinik, Jasa Penunjang Peternakan (Lapangan Pengembalaan, Kandang

Hewan, Pemotongan/Rumah  Potong  Hewan), Rumah  Walet,

POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, KORAMIL, Pengambilan Air Tanah

Daiam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah,

Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang

Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya,

Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Instalas)

PERANGKAT | KABACH . 5
|_DaERAH | Huguw | ASISTEN | BERDA

\\ "




Q0=

Pengolahan Lumpur Tinja [TPLT), Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan
Gardu Listnik (Distnbusi tenaga histrik).

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona

(3

(4]

Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB| maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari
luas persil;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 2,1 (dua koma satu);
¢. Koefisien Dasar Hijau (KDH] minimum 20% [dua puluh persen) dari luas
persil; dan
d. Luas Kavling Minimum 100 (seratus} meter persegi,
Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona Perumahan kepadatan
sedang dengan kode R-3, meliputi:
a. Tinggl bangunan [TB) maksimal 15 [lima belas) meter;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar b (enam| meter;
3. G5B di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 |satu sampai satu koma
lima) meter.
¢. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBES) minimal 1-1,5 (satu sampai
salu koma lima) meter; dan
d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter.
Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona
Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, terdiri atas:
a. prasrana minimal yang meliputi:
1. jaringan jalan;
2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem
penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
4, sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan
listrik perkotaan /perdesaan sesual dengan hirarkhinya;
6. penerangan jalan dan pedestrian;
7. jaringan drainase yvang terintegrasi dengan sistem  drainase
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
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8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instans: terkait.

b. sarana minimal yang meliputi:

. taman hngkungan;

2, tempat ibadah;

3. balai warga;

4. pos keamanan;

5. TK dan SD;

6. hidran kebakaran: dan

7. shelter angkutan umum.

Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona Perumahan kepadatan sedang

dengan kode R-3, terdin atas:

a. kawasan rawan bencana berupa sempadan patahan aktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3], meliputi:

1. SWP H pada Blok H.1 dan Blok H.3; dan

2. SWP | pada Blok 1.3, Blok 1.4, dan Blok 1.5.

b. tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4),
terdiri atas:

1. Tempat Evakuasi Sementara (TES), meliputi:

a) SWP A pada Blok A. 1]
b) SWP G pada Blok G.3;
c) SWP H pada Blok H.1.
2. Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi SWP F pada Blok F.6.
¢. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), terdiri
alas:
1. sempadan mata air, meliputi SWFP 1 pada Blok 1.5; dan
2. sempadan pantai, meliputi SWP H pada Blok H.4 dan Blok H.5.

Pasal 71
Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona
Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada
Pasal 63 avat (6) huraf d, meliputi:
a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kola ini.
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b, kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas Rumah susun rendah, Rumah
susun sedang, Rumah susun tinggi, apartemen, Taman pemakaman,
Pelataran Bermain Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung
Penampungan Air Baku, Trotoar, Ruko (Toko Retail), Food court,
Restorant/rumah makan, Grosir/perkulakan, Rukan, Supermarket,
Minimarket, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Pusal
Perbelanjaan dan Sentra Oleh-oleh, Toko, Toke kelontongan/kios, Toko
Pakaian, Aksesoris dan Kerajinan Tangan, Toko Peralatan Rumah Tangga,
Toko Peralatan dan Pasokan Pertanian dan Perikanan, Toko Bahan
Bangunan, Perkakas dan Pertukangan, Toko Makanan/Minuman, Toko
Buku dan Alat Tulis, Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop), Toko Tanaman,
Toko Meubel/Furniture, Toko Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya,
Toko Elekironik, Toko Alat dan Bahan Farmasi, Toko Musik dan Peralatan
Musik, Toko Peralatan Olahraga, Jasa Pemakaman, Jasa Pemasaran
Properti, Jasa Penginapan/Losmen (Hotel Melati), Jasa Bengkel, Jasa
Fotocopy, Jasa Renovasi Barang, Jasa Perkantoran/Bisnis Lainnya, Jasa
Penitipan Hewan, Jasa Percetakan, Jasa Komunikasi, Jasa Riset dan
Pengembangan IPTEK, Jasa Las, Kenieng, Jasa Penvewaan Lapangan
Olahraga, Jasa Keterampilan (BLEK), Jasa Kebugaran (Fitness) dan Sanggar
Senam, .Jasa Pendidikan, Bimbel, Kursus, dan Sanggar Seni, Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman ([Catering), Jasa Cuci Pakaian
{Laundry], Jasa Pencucian Mobil/Motor, Jasa Kesehatan dan Kecantikan,
Jasa Penjahit Pakaian/Tailor, Jasa Pengangkutan Limbah, Tinja dan
Sampah, Pembuatan Es (Kristal/Balok), Panti Pijat Keschatan, Showroom
Mobil fMotor, ATM Center, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemenntah
Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Kantor Kejaksaan, Kantor
Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor PDAM, Kantor Pos dan
Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, Kantor Swasta Tunggal, Gedung
Perkantoran/Kantor Sewa, Industri Alat Anglutan Lainnya, Reparasi dan
Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDE (Air
Minum Dalam Kemasan), Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu],
Apotek, Balai Pengobatan (BP), Pos Keschatan, Prakick Dokter, Bidan,
Poliklinik, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Kelam Renang Umum,
Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Balai atau Gedung Pameran, Balai
Pelatihan, Museum/Pusat Iptek, Tempat Parkir Umum, Lumbung,
Pengolahan Pertanian (Jasa Penunjang Pertanian), Pergudangan Hasil Panen
(Jasa Penunjang Pertanian), Penjualan tanaman yang dikembangbiakan
(Jasa Penunjang Pertanian), Jasa Penunjang Peternakan (Lapangan
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Pengembalaan, Kandang Hewan, Pemotongan/Rumah Potong Hewan|,
Rumah Walet, Pengolahan Hasil Perikanan, Pemancingan, TPS dan Gardu
Listrik (Distribusi tenaga listrik).

1. khusus toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasockan
pertanian  dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan
pertukangan, toko meubel/furniture, toke kendaraan bermotor dan
perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang
penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas
lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh
persen) dari luas toko;

2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-

kurangnya | {satu] kalometer;
b} wajib menyediakan lahan parkir; dan
¢} wajib melakukan pengolahan persampahan.

3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar
minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus] meter.

. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas apartemen, Pelataran Bermain

Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku,

Trotoar, Pasar tradisional, Pasar lingkungan, Taman Hiburan, SPBU dan

SPBG, SPBE, Pertashop, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah

Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Industri Kreatif {Industri

Rumahan/UMKM]), Industri Kecil (Home Industry], Industri Kayu, Barang

dar Kayu dan Gabus [Tidak Termasuk Furnitur] dan Barang Anyaman dari

Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Indusiri Alai Angkutan Lainnya, Reparasi

dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDE

{Air Minum Dalam Kemasan), Perguruan Tinggi/Akademi, Rumah Sakit

Khusus (RSIA, RS Jantung, dil), Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium

Kesehatan, Puskesmas, Balal Pengobatan (BP), Praktek dokter, Bidan,

Poliklinik, Jasa Penunjang Peternakan (Lapangan Pengembalaan, Kandang

Hewan, Pemotongan/Rumah Potong Hewan), Rumah Walet,

POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, KORAMIL, Pengambilan Air Tanah

Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah,

Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang

Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya,

Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Instalasi

Pengolahan Lumpur Tmja (IPLT), Tower Jaringan Telekomunikas: (BTS) dan

Gardu Listrik (Distribusi tenaga Listrik],
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d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona
Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam puluh persen) dari
luas persil;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 1,8 (satu koma delapan);
¢. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30% (tiga puluh persen) dar luas
persil; dan
d. Luas Kavling Minimum 150 (seratus lima puluh) meter perseg.
Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona Perumahan kepadatan
rendah dengan kode R-4, meliputi:
a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 15 (lima belas) meter;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB| terdiri atas:
1. GSB di jalan arteri mmimal sebesar 7 (tujuh) meter;
2. 3B di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
3. GSAB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
4. G3B di1 jalan lingkungan mimimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma
lima] meter.
¢. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter; dan
d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 [satu sampai
satu koma lima) meter
Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona
Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, terdiri atas;
a: prasrana minimal yang meliputi:
1. jaringan jalan;
2, penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem
penyediaan air bersih perkotaan / perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
4. sislem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penvediaan
listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinyva;
b. penerangan jalan dan pedestrian;
7.jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem  drainase
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
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8. penvedinan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan  dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait.

b. sarana minimal yvang meliputy:

1. taman lingkungan;

2, tempat ibadah;

3. balal warga;

4, pos keamanan;

5. TK dan SD; dan

6. shelter angkutan umum.

Pasal 72
(1} Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona SPU

skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 avat (7)

huruf a, meliputi:

a. kegiatan diperbolehkan /diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpizahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas Rumah Dinas, Plaza
Terbuka/Selasar, Amphiteater/Pangsung Terbuka, Pelataran Bermain
Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku,
Trotoar, Toko, ATM Center, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN,
Kantor Telekomunikasi, 3D, Balai atau gedung pertermuan, Tempat Parkir
Umum, TPS, Perguruan Tingg [ Akademik, SMA/SMK, SMP, Lapangan Olah
Raga, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Gedung Pertemuan, Gedung
Serbaguna, Balai Pelatihan, Terminal Penumpang Tipe C, Rest area dan
Karantina Hewan dan Tumbuhan,

c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas Amphitealer/Panggung Terbuka,
Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung
Penampungan Air Baku, Trotoar, Pengambilan Air Tanah Dalam,
Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non
Domestik dan Tower Jaringan Telckomunikasi (BTS).

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona SPU
skala kota dengan kode SPU-1, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 708 (tujuh puluh persen) dari
luas persil;
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b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 4,2 (empat koma dual;
¢, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen) dari luas
persil; dan
d. Koefisien Tapak Basement maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas
persil.
Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona SPU skala kola dengan
kode SPU-1, meliputi:
a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 27 (dua puluh tujuh) meter;
b, Garis Sempadan Bangunan [GSB) terdin atas:
1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
2, GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) mecter;
3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 ([empat) meter; dan
4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma
lima) meter.
c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter: dan
d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 {satu sampai
satu koma lima) meter.
Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana mimmum pada subzona SPU
skala kota dengan kode SPU-1, terdiri atas:
a. prasrana mimnmal yang mehputi:
1. jaringan jalan;
2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem
penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
5. sumber listrik dan energl vang terintegrasi dengan sistem penyediaan
listrik perkolaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinva;
6. pencrangan jalan dan pedestrian;
7.jaringan drainase yvang terintegrasi dengan sistem drainase
perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
B. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan  pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait.
b. sarana minimal yvang melipufi:
l. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desaimn yang
berwawasan lingkungan;
2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
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3. tempat ibadah;
4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir,
sesuai standar vang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
5. hidran kebakaran;
6. shelter anghutan umum; dan
7. [asilitas keamanan pos jaga & infomasi.
(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona SPU skala kota dengan kode
SPU-1, terdin atas:
a. tempat evakuasi bencana secbagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4),
terdin atas:
1. Tempatl Evakuasi Sementara (TES), meliputi:
) SWP A pada Blok A.4;
b) SWP B pada Blok B.4;
c] SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.5; dan
d) SWP H pada Blok H.3 dan Blok H.5.
2. Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi:
a) SWP A pada Blok A.3;
b} SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.3; dan
c) SWP H pada Blok H.3 dan Blok H.4.

Pasal 73
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona SPU

skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63

avat (7) huruf b, meliputi:

a, kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini,

b. kegiatan  diizinkan terbatas, terdin atas Rumah Dinas, Plaza
Terbuka/Selasar, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain
Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku,
Trotoar, Toko, ATM Center, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN,
Kantor Telekomunmikasi, S0, Balai atau gedung pertemuan, Tempat Parkir
Umum, TPS, SMA/SMK, SMP, Lapangan Qlah Raga, Gelanggang Olahraga,
Gedung Olahraga, Kolam Renang Umum, Masjid Agung Kota, Gereja Kota,
Pura, Vihara, Klenteng, Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang
Tipe B, Terminal Barang, Pelabuhan Penumpang, Pelabuhan Barang,
Dermaga, Museum /Pusat Iptek dan Karantina Hewan dan Tumbuhan.
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c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas Amphiteater/Panggung Terbuka,
Pelataran Bermain  Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung
Penampungan Air Baku, Trotoar, Pengambilan Air Tanah Dalam,
Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non
Domestik dan Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS).

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona SPU

skala kecamatan dengan kode SPU-2, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB] maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari
luas persil;

b. Koefigsien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 2.8 (dua koma delapan); dan

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH] minimum 20% {dua puluh persen) dari luas
persil.

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona SPU skala kecamatan

dengan kode SPU-2, meliput::

a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 19 (sembilan belas| meter;

b. (Gans Sempadan Bangunan (GSB) terdin atas:

1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 {tujuh) meter;

2. G218 di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meler;

3. G5B di jalan lokal mimimal sebesar 4 (empat] meter; dan

4. G5B di jalan lingkungan minmimal sebesar 1-1,5 (satu sampail satu koma
lima) meter.

c.Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1.5 {satu sampai
satu koma lima) meter; dan

d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter,

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona SPL

skala kecamatan dengan kode SPU-2, terdiri atas:

a. prasrana minimal yang meliputi:

1. jaringan jalan;

2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

3. sumber air bersih dan jaringan air bersih vang terintegrasi dengan sistem
penvediaan air bersih perkolaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

4. sistem jaringan dan pengolahan imbah terpadu;

5. sumber listrik dan energi vang terintegrasi dengan sistem penyediaan
listrik perkotaan /perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

6. penerangan jalan dan pedestrian;
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7.jaringan drainase vang lerintegrasi dengan sistem drainase
perkotaan / perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
8. peniyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait.
b. sarana minimal yang meliputi
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang
berwawasan lingkungan;
2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
3. tempat ibadah;
4, aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir,
sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
5. hidran kebakaran;
6, shelter angkutan umum; dan
7. fasilitas keamanan pos jaga & infomasi.
Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona SPU skala kecamatan dengan
kode SPU-2, berupa kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (3}, berupa sempadan patahan aktif yang meliputi:
a. SWP H pada Blok H.3; dan
b. SWP | pada Blek L5.

Pasal 74

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona SPU

skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebapaimana dimaksud pada Pasal 63

ayal (7) huruf ¢, meliputi:

a. kegiatan diperbolehkan /diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XV| yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini,

b. kegiatan diizinkan terbatas; terdiri atas Rumah Dinas, Plaza
Terbuka/Selasar, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain
Anak /Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar,
Toko, ATM Center, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor
Telekomunikasi, 3D, balai atau pedung pertemuan, Tempat Parkir Umum,
TPS, Pendidikan Informal atau Kursus, Pendidikan Khusus, Pondok
Pesantren/Sekolah Agama Lainnya, Gedung Pertemuan, Gedung
Serbaguna, Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B,
Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Barang, Pelabuhan Penumpang,
Pelabuhan Barang, Dermaga dan Museum /Pusat Iptek.
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¢, kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas Amphiteater/Panggung Terbuka,
Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam  Retensi, Embung
Penampungan Air Baku, Trotear, Pengambilan Air Tanah Dalam,
Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non
Domestik dan Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS).
d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona SPU
skala kelurahan dengan kode SPU-3, meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB] maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari
luas persil;
b. Koefisien Lantai Bangunan [KLB); maksimal 2,1 (dua koma satu); dan
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen) dari luas
persil.
Ataran dasar ketentuan tata bangunan pada subzona SPU skala kelurahan
dengan kode SPU-3, meliput::
a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 15 {lima belas) meter;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB] terdini atas:
1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
2. G5B di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam| meter;
3. G5B di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat] meter; dan
4. G5B di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 [satu sampai satu koma
lima) meter.
e. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS] mimimal 1-1,5 [satu sampai
salu koma lima) meter; dan
d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 {satu sampai
satu koma lima) meter,
Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona SPU
skala kelurahan dengan kode SPU-3, terdiri atas:
a. prasrana minimal yang meliputi:
1. jaringan jalan;
2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem
penyediaan air bersih perkotaan / perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan
listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
6. penerangan jalan dan pedestrian;
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7.jaringan drainase vang terintegrasi dengan sistem drainase
perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan

8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait.

b. sarana minimal yang meliputi:

1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang
berwawasan lingkungan;

2. lasilitas toilet pria, toilet wanita;

3. tempat ibadah;

4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedesirian, toilel, ramp, lot parkir,
sesual standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyvandang difabilitas;

a. hidran kebakaran;

6. shelter angkutan umum; dan

7. fasilitas keamanan pos jaga & infomasi.

{5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona SPU skala kelurahan dengan

(1]

kode SPU-3, terdiri atas:

a. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3),
berupa sempadan patahan aktif yang meliputi:
1. SWP H pada Blok H.2, dan Blok H.3; dan
2. WP | pada Blok 1.3 dan Blok 1.4.

b. tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4),
berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang meliputi:
1. SWP H pada Blok H.4; dan
2. 3WP | pada Blok L.2.

e, kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayal (6], terdiri
atas:
1. sempadan mata air, meliputi SWP | pada Blok 1.5 dan Blok 1.6; dan
2. sempadan pantai, meliputi SWP H pada Blok H.5.

Pagal 75
Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona ruang
terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada Pasal 63
ayat (8), meliputi:
a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XV] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.
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b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa trotoar, kantin/kedai, tempat parkir,
wisata buatan dan wisata kuliner diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
1. khusus trotoar, kantin/kedai dan tempat parkir umum dibatasi
jumlahnya sesual dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan
dan kajian lapangan oleh tim teknis;
2, khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh
sampai lima belas persen) dan luas kavelingnya;
3. khusus kantin/kedai, wisata buatan dan wisata kuliner dibatasi jam
operasi kegiatan mengikuti aturan instansi yang berwenang; dan
4. khusus kantin/kedai dibatasi luas kavling dan luas lantai bangunan
berdasarkan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku
¢. kegiatan diizinkan bersyarat, berupa trotoar yang diizinkan dengan svarat
scbagai berikut:
1. wajib menyediakan prasarana minimal vang ditetapkan; dan
2, penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang
didanai oleh Pemerintah dan/atau swasta,
d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Wali Kota ini.
Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona ruang
terbuka non hijau dengan kode RTNH, meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas
persil;
b. Koeflisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,1 {nol koma satu); dan
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% {sepuluh persen) dari luas persil.
Aturan dasar ketentuan lata bangunan pada subzona ruang terbuka non hijau
dengan kode RTNH, meliputi:
a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 7 (tujuh) meter;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh] meter;
2. G3B di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam| meter;
3. GSHB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empal] meter; dan
4. G8B di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 {saiu sampal satu koma
lima) meter.
c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS] minimal 1-1,5 [satu sampai
satu koma lima] meter; dan
d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai

satu koma lima) meter.
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(4] Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona ruang
terbuka non hijau dengan kode RTNH, terdin atas:
a. prasrana minimal yang meliputi:

1. jalur pedestrian dan sepeda;

2. petunjuk arah dan informasi;

3. jaringan drainase yang lerintegrasi dengan sistem drainase
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan
sistemn memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan
untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;

4. listrik, penerangan jalan dan pedestrian, air bersih; dan

5. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesual peraturan  dan
rekomendasi dari instansi terkait.

b. sarana minimal yang meliputi:
1. shelter bus wisata, halte angkutan umum;
2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh
melebihi 10% dari luas lahan;

. mushallah /langgar;
. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
. [asilitas pusat informasi pengunjung;
. plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap;
. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir,

=1 o on & L3

sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
dan
8, fasilitas keamanan pos jaga.

3) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona ruang terbuka non hijau
dengan kode RTNH, meliputi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (4], berupa Tempatl Evakuasi Akhir [TEA) yang terdapat di
SWP H pada Blok H.3.

Pasal 76
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona
campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana
dimaksud pada Pasal 63 ayat [9), meliputi:
a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.
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b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas Rumah Susun Rendah, Rumah
Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Apartemen, Plaza Terbuka/Selasar,
Amphiteater /Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground,
Kolam Retensi, Embung Pepampungan Air Baku, Trotoar, Ruko (Toko
Retail), Food Court, Restoran/Rumah Makan, Grosir/Perkulakan, Rukan,
Supcrmarketl, Minimarket, Pasar Modern, Pasar Induk, Perdagangan Eceran
Kaki Lima dan Los Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Sentra Oleh-oleh, Toko
Kelontong/Kios, Toko Peralatan Rumah Tangga, Toko Bahan Bangunan,
Perkakas dan Pertukangan, Toko Meubel/Furniture, Kantor Pemerintah
Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota,
Kantor Kecamatan, Kantor Pengadilan Tinggi, Kantor Kejaksaan, Kantor
Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor PDAM, Kantor Pos dan
Girp, Kantor PLN, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan
Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air
Minum Dalam Kemasan), SMA/SMK, SMP, 5D, TK/PAUD, Pendidikan
Informal atau Kursus, Pendidikan Khusus, Pondok Pesantren/Sekolah
Agama Lainnya, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas
Pembantu (Pustu}, Posyandu, Balai Pengobatan (BP), Praktek Dokter, Bidan,
Poliklinik/Klinik, Lapangan Olah Raga, Gelanggang Olahraga, Gedung
Olahraga, Kolam Renang Umum, Masjid Agung Kota, Gereja Kota, Pura,
Vihara, Klenteng, Lembaga Sosial/Adat/Organisasi Kemasyarakatan,
Karang Taruna, Museum/Pusat IPTEK, Karantina Hewan dan Tumbuhan,
Tempat Parkir Umum, Penjualan tanaman yvang dikembangbhiakan [Jasa
Penunjang Pertanian), Rumah Walet, Pengolahan Hasil Perikanan,
Pemancingan, Waterpark, TPS dan Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik).
1. khusus toko peralatan rumah tangga, loko peralatan dan pasokan
pertanian dan perikanan, toke bahan bangunan, perkakas dan
pertukangan, toko meubel/furniture, toke kendaraan bermotor dan
perlengkapannya, toko elekironik jika ingin membangun gudang
penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas
lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh
persen) dari luas toko;

2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-

kurangnya 1 (satu) kilometer;

b} wajib menyediakan lahan parkir; dan
¢} wajib melakukan pengolahan persampahan.
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3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minima! antar
minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter.

¢. kegiatan diizinkan bersyarat, fterdiri atas Apartemen, Amphiteater/
Pangpung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi,
Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Pasar Tradisional, Pasar
Lingkungan, Cottage, Taman Hiburan, SPBE, Pertashop, Kantor Pemerintah
Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota,
Kantor Kecamatan, Industri Kreatif {Industri Rumahan/UMKM), Industr
Kecil [Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak
Termasuk Fumitur] dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan
Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan
Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam
Kemasan), Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan [BP),
Praktek Dokter, Bidan, Poliklinik/Klinik, Terminal Penumpang Tipe A,
Terminal Penumpang Tipe B, Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Barang,
Rumah Walet, POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, KORAMIL, Pengambilan
Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan
Sampah, Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan
Barang Bekas/Rongsokan ([Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah
Lainnya, Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL),
Pengolahan Limbah Non Domestik, Tower Jarngan Telekomunikasi (BTS)
dan Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik).

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona

campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB] maksimal 60% (enam puluh persen) dari
luas persil;

b, Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 4,8 (empat koma delapan); dan

¢. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20% [dua puluh persen] dari luas
persil.

Aturan dasar keteniuan tata bangunan pada subzona campuran intensitas

menengah/sedang dengan kode C-2, meliputi:

a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 35 (tiga puluh lima) meter,

b, Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar & (enam} meter;
3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan

"PERANGEAT | KADAD | . oorem | ooors
DAERAH HUEUM HBI%’TLH SEKIDA

ery ? f /

\




«106-

4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma
lima) meter.
c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter; dan
d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang .JBBB minimal 1-1,5 (satu sampai
salu koma lima) meter.
(4] Aturan dasar ketlentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona
campuran intensitas menengah /sedang dengan kode C-2, terdin atas:
a. prasrana mirmmmal yang meliputi:
L. jaringan jalan;
2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem
penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
5. sumber listrik dan energi yang terintcgrasi dengan sistem penyediaan
listrik perkotaan/perdesaan sesual dengan hirarkhinya;
6. penerangan jalan dan pedestrian;
7.jaringan drainase vang terintegrasi dengan sistem drainase
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
B. penyvediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesual peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait.
b. sarana minimal yang meliputi:
. taman lingkungan;
. tempat ibadah;
. pos keamanan;
. hidran kebakaran;
. shelter angkutan umum; dan

o T I S S T

. [asilitas keschatan minimal sekelas puskesmas,

Pasal 77
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona
perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimalksud
pada Pasal 63 ayat (10} huruf a, meliputi:
a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Wali
Kota ini.
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b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas Rumah Tinggal (Tunggal), Rumah
Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Susun Rendah, Rumah Susun
Sedang, Rumah Susun Tinggi, Rumah Kost, Apartemen, Paviliun/Wisma,
Panti Jompo, Panti Asuhan, Plaza Terbuka/Selasar, Amphiteater/Panggung
Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung
Penampungan Air Baku, Trotear, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los
Pasar, Toko Peralatan Rumah Tangga, Toke Bahan Bangunan, Perkakas dan
Pertukangan, Toko Meubel/Furniture, kantor Pemerintah Pusat, Kantor
Pemerintah  Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor
Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa, Kantor Pengadilan Tinggi, Kantor
Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor
FPDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, Kantor
Swasta Tunggal, Gedung Perkantoran/ Kantor Sewa, Industri Kreatif
(Industri Rumahan /UMKM]), Industri Kecil (Home Industry], Industri Kayu,
Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnmifur] dan Barang
Anvaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan
Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri
Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Rumah Sakit
Khusus (RSIA, RS Jantung, dll, Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium
Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Posyandu, Balai
Pengobatan (BP), Poliklinik/Klinik, Lapangan Olah Raga, Gelanggang
Olahraga, Gedung Olahraga, Gereja Kota, Pura, Vihara, Klenteng, Gedung
Pertemuan, Gedung Serbaguna, Lembaga Sosial/Adat/Organisasi
Kemasyarakatan, Karang Taruna, Museum/Pusat IPTEK, Tempat Parkir
Umum, Lumbung, Pengolahan Pertanian (Jasa Penunjang Pertanianj,
Pergudangan Hasil Panen (Jasa Penunjang Pertanian), Rumah Walet,
Pengolahan Hasil Perikanan, Taman Budaya, Waterpark, TPS, Gardu Listrik
(Distribusi tenaga listrik), Pengepakan Barang, Pengemasan Barang dan
Bongkar Muat Barang.

l. khusus toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan
pertanian dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan
pertukangan, toko meubel/furniture, toko kendaraan bermotor dan
perlengkapannya, ftoko elektronik jika ingin membangun gudang
penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas
lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh
persen) dari luas toko;
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2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat scbagai berikut:
a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-
kurangnya 1 {satu) kilometer;
b} wajib menyediakan lahan parkir; dan
¢} wajib melakukan pengolahan persampahan.
3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar
minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter.
¢. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas Rumah Susun Rendah, Rumah
Susun Sedang, Rumah Susun Tinggl, Apartemen, Amphiteater/Panggung
Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung
Penampungan Air Bakua, Trotoar, SPBE, Pertashop, kantor Pemerintah
Pusal, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten /Kota,
kantor Kecamatan, Industn Kreatif (Industri Rumahan/UMEKM], Industri
Keeil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus [Tidak
Termasuk Furnitur] dan Barang Anyvaman dari Bambu, Rotan dan
Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan
Mesin dan Peralatan, Indusiri Pengolahan Kedela, AMDEK [Air Minum Dalam
Kemasan], Rumah Sakit Khusus (RSIA, RS Jantung, dll}, Rumah Salkit
Bersalin, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan (BP],
Poliklinik/ Klinik, Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe
B, Termina! Penumpang Tipe C, Terminal Barang, Pelabuhan Penumpang,
Rumah Walet, POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, Pengambilan Air Tanah
Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah,
Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang
Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya,
Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan
Limbah Non Domestik, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Gardu
Listrik (Distribusi tenaga listrik).
d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Wali Kota mi.
(2] Aturan dasar ketenluan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona
perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB| maksimal 80% (delapan puluh persen) dari
luas persil;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 6,4 (enam koma empat);
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
dan
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d. Koefisien Tapak Basecment maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas
persil.
Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona perdagangan dan jasa
skala kota dengan kode K- 1, meliputi:
a. Tinggl bangunan (TB) maksimal 35 (tiga puluh lima) meter;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
2. G8B di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 ([empat) meter; dan
4. G5B di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma
lima) meter.
c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter; dan
d..Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang [.JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter.
Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona
perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, terdiri atas:
g. prasrana mimmal yang meliputi:
1. jaringan jalan;
2, penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3. sumber air bersih dan jaringan air bersih vang terintegrasi dengan sistem
penvediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya,
4, sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
5. sumber listrik dan energi vang terintegrasi dengan sistem penyediaan
listrik perkotaan/perdesaan sesuail dengan hirarkhinya;
6. penerangan jalan dan pedestrian;
7.jaringan drainase vang terintegrasi dengan sistem drainase
perkotaan /perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan

8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan  dan
rekomendasi dari instansi terkait.

b. sarana minimal yang meliputi:

1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang

berwawasan lingkungan;

2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;

3. tempat ibadah;
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4, aksecsibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot
parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penvandang
difabilitas;

hidran kebakaran;

utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi;

tempat bongkar muat;

ruang sektor informal / RTNH;

o ® N @ W

shelter angkutan umum; dan
10. fasilitas keamanan pos jaga & infomasi.

Pasal 78
(1] Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona
perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada

Paszal 63 ayat (10) huruf b, melipuati:

a. kegiatan diperbolehkan /dilzinkan, tercantum dalam tabel TTBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

b, kegiatan dizinkan terbatas, terdin atas Rumah Tinggal Tunggal, Rumah
Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Susun Rendah, Rumah Susun
Sedang, Rumah Susun Tinggi, Rumah Kost, Apartemen, Paviliun/Wisma,
Panti Jompo, Panti Asuhan, Plaza Terbuka/Selasar, Amphiteater /Panggung
Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playvground, Kolam Retensi, Embung
Penampungan Air Baku, Trotoar, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los
Pasar, Toko Peralatan Rumah Tangea, Toko Bahan Bangunan, Perkakas dan
Pertukangan, Toke Meubel/Furniture, kantor Pemerintah Pusat, Kantor
Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor
Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa, Kantor Pengadilan Tinggi, Kantor
Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor
PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, Kantor
Swasta Tunggal, Gedung Perkantoran/ Kantor Sewa, Industri Kreatif
(Industri Rumahan/UMEKM], Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu,
Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur} dan Barang
Anyvaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan
Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri
Pengolahan Kedelai, AMDK [Air Minum Dalam Kemasan), Rumah Salat
Khusus (RSIA, RS Jantung, dll), Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium
Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Posyandu, Balai
Pengobatan (BP), Poliklinik/Klinik, Lapangan Olah Raga, Gelanggang
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Olahraga, Gedung Olahraga, Gereja Kota, Pura, Vihara, Klenteng, Gedung

Pertemmuan, Gedung Serbaguna, Lembaga Sosial/Adat/Organisasi

Kemasyarakatan, Karang Taruna, Museum/ Pusat Iptck, Tempat Parkir

Umum, Lumbung, Pengolahan Pertanian (Jasa Penunjang Pertanian),

Pergudangan Hasil Panen (Jasa Penunjang Pertanian), Rumah Walet,

Pengolahan Hasil Perikanan, Taman Budaya, Waterpark, TPS, Gardu Listrik

(Distribusi tenaga listrik), Pengepakan Barang, Pengemasan Barang dan

Bongkar Muat Barang.

1. khusus toko peralatan ramah tangga, toko peralatan dan pasokan
pertaman dan penkanan, toko bahan bangunan, perkakas dan
pertukangan, toko meubel/furniture, toko kendaraan bermotor dan
perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang
penyimpanan yvang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas
lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh
persen| dari luas toko;

2. khusus untuk kegatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
4) jarak minimal antara los pasar dengan pasar lradisional sekurang-

kurangnyva 1 (satu) kalometer;
b} wajib menyediakan lahan parkir; dan
¢] wajib melakukan pengolahan persampahan.

3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar
minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter,

. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas Rumah Susun Rendah, Rumah

Susun Sedang, Rumah Susun Tingg, Apartemen, Amphiteater/Panggung

Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung

Penampungan Air Baku, Trotoar, SPBE, Pertashop, kantor Pemerintah

Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota,

Kantor Kecamatan, Industri Kreatif (Industri Rumahan /UMKM), Industri

Kecil ([Home Industry], Indusitri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak

Termasuk Furnitur)] dan Barang Anyvaman dari Bambu, Rotan dan

Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan

Mesin dan Peralatan, Industri Pengelahan Kedelai, AMDK {Air Minum Dalam

Kemasan), Rumah Sakit Khusus (RSIA, RS Jantung, dll), Rumah Sakit

Bersalin, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan (BP],

Poliklinik/ Klinik, Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe

B, Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Barang, Pelabuhan Penumpang,

Rumah Walet, POLSEK /POLSEKTA, DEPHANKAM, Pengambilan Air Tanah

Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah,
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Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang
Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya,
Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan
Limbah Non Domestik, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS] dan Gardu
Listrik (Distribusi tenaga listrik).
d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona
perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2, meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal B0% (delapa puluh persen| dari
luas persil;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 4,8 (empat koma delapan); dan
¢. Koefisien Dasar Hijau (KDH] minimum 10% [sepuluh persen) dari luas persil.
Aluran dasar ketentuan tala bangunan pada subzona perdagangan dan jasa
skala WP dengan kode K-2, meliputi:
a. Tinggi bangunan (TB} maksimal 27 (dua puluh tujuh) meter;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB] terdirl atas:
1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 [tujuh) meter;
2. GEB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampal satu koma
lima) meter.
c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping [JBBS] minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter; dan
d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai

satu koma lima) meter,

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona

perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2, terdiri atas:
a. prasrana minimal yang meliputi:
1. jaringan jalan;
2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem
penyvediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
4, sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan
listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
6. penerangan jalan dan pedestrian;
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7.jaringan drainase vang terintegrasi  dengan sistem  drainase

perkotaan / perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan

8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola

pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait.
b. sarana minimal yang meliputi;

1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang

berwawasan lingkungan;

2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;

3. tempat ibadah;

4, aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot
parkir, sesuai standar yvang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
difabilitas;
hidran kebakaran;
utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi;
tempat bongkar muat;

ruang sekior informal /RTNH;

o o g

9. shelter anghkutan umum; dan
10. fasilitas keamanan pos jaga & infomasi.

Pasal 79
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona
perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud
pada Pasal 63 ayat (10) huruf ¢, meliputi:

a. kegiatan diperbelehkan /diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota 1.

b, kegiatan diizinkan terbatas, terdin atas Rumah Tinggal Tunggal, Rumah
Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Susun Rendah, Rumah Susun
Sedang, Rumah Susun Tinggl, Rumah Kost, Apartemen, Paviliun/Wisma,
Panti Jompo, Panti Asuhan, Plaza Terbuka/ Selasar, Amphiteater /Panggung
Terbuka, Pelataran Bermain Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung
Penampungan Air Baku, Trotoar, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los
Pasar, Toko Peralatan Rumah Tangga, Toko Bahan Bangunan, Perkakas dan
Pertukangan, Toko Meubel/Furniture, kantor Pemenntah Pusat, Kantor
Pemerintah  Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor
Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa, Kanior Pengadilan Tinggi, Kantor
Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor
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PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, Kantor

Swasta Tunggal, CGedung Perkantoran/ Kantor Sewa, Industri Kreatif

(Industri Rumahan/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu,

Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang

Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alal Angkutan

Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industr

Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Laboratorium

Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Posyandu, Balai

Pengobatan (BP), Poliklinik/Klinik, Lapangan Olah Raga, Gelanggang

Olahraga, Gedung Olahraga, Gereja Kota, Pura, Vihara, Klenteng, Gedung

Pertermuan, Gedung Serbaguna, Lembaga Sosial/Adat/Organisasi

Kemasyarakatan, Karang Taruna, Museum/Pusal Iptck, Tempat Parkir

Umum, Lumbung, Pengolahan Pertanian f(Jasa Penunjang Pertanian),

Pergudangan Hasil Panen (Jasa Penunjang Pertanian), Jasa Penunjang

Peternakan [Lapangan Pengembalaan, Kandang Hewan,

Pemotongan/Rumah Potong Hewan), Rumah Walet, Pengolahan Hasil

Perikanan, Taman Budaya, TPS, Gardu Listrik [Distribusi tenaga listrik),

Pengepakan Barang, Pengemasan Barang dan Bongkar Muat Barang.

1. khusus toko peralatan rumah tangga, toke peralatan dan pasokan
pertanian dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan
pertukangan, toko meubel/fumniture, toko kendaraan bermotor dan
perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang
penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas
lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh
persen) dari luas toko;

2. khusus untuk kegpatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-

kurangnya 1 (satu) kilometer;
b) wajib menyediakan lahan parkir; dan
c) wajib melakukan pengolahan persampahan.

3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar
minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter.

. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas Rumah Susun Rendah, Rumah

Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Apartemen, Amphiteater/Panggung

Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Plavground, Kelam Retensi, Embung

Penampungan Air Baku, Trotoar, SPBE, Pertashop, kantor Pemerintah

Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota,

Kantor Kecamatan, lndustri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM)]), Industri
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Kecil [Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak
Termasuk Furnitur)] dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan
Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan
Mesin dan Peralatan, Industn Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam
Kemasan), Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan (BF),
Poliklinik [ Klinik, Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B,
Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Barang, Pelabuhan Penumpang, Jasa
Penunjang Peternakan (Lapangan Pengembalaan, Kandang Hewan,
Pemotongan /Rumah Potong Hewan), Rumah Walet, POLSEK/POLSEKTA,
DEPHANKAM, Pengambilan Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat
Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah, Pengolahan Sampah/Limbah,
Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang Bekas/Rongsokan [Aktivitas
Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya, Bank Sampah, Pengolahan
Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non Domestik, Tower
Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik].

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV1
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona

perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal B0% (delapan puluh persen) dari
luas persil;

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 3,2 (tiga koma dua); dan

¢, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil.

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona perdagangan dan jasa

skala SWP dengan kode K-3, melipuli:

a. Tinggl bangunan (TB) maksimal 19 (sembilan belas) meter;

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdin atas:
1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar & (enam) meter;
3, G3B di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
4, GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampal satu koma

lima) meter.

c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter; dan

d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 [satu sampal
satu koma lima) meter.
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(4) Aturan dasar kelentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona
perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3, terdin atas:

a. prasrana minimal yang meliputi:

1. jaringan jalan;

2I
3,

4.
3.

6.
7.

B.

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem
penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

sumber listrik dan energi vang terintegrasi dengan sistem penyediaan
listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

penerangan jalan dan pedestrian;

jaringan drainase vang terintegrasi dengan sistem drainase
perkotaan / perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan

penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesual peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait.

b. sarana minimal yang meliputi:

1.

pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang
berwawasan lingkungan;

2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;

. tempat ibadah;

4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestnian, toilet, ramp, lot parkir,

5.

6

sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagl penyandang difabilitas;
hidran kebakaran;

. shelter angkutan umum; dan
7.

fasilitas keamanan pos jaga & infomasi.

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona perdagangan dan jasa skala
SWP dengan kode K-3, terdin atas:
a. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3),

berupa sempadan patahan aktil yang meliputi SWP H pada Blok H.3;

Pasal 80

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona
perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (11),
meliputi;

a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Wali

Kota ini.
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b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas Rumah Dinas, Apartemen, Plaza
Terbuka/Selasar, Amphiteater/ Panggung Terbuka, Kolam Retensi, Embung
Penampungan Air Baku, Trotoar, Food Court, Restoran/Rumah Makan,
Toko, Toko Buku dan Alat Tulis, Jasa Pemakaman, Jasa Pemasaran
Properti, Jasa Penginapan/Losmen (Hotel Melati), Jasa Bengkel, Jasa
Renovasi Barang, Jasa Perkantoran/Bisnis Lainnya, Jasa Penitipan Anak,
Jasa Penitipan Hewarn, Jasa Penyewaan Alat Berat atau Perlengkapan
Ronstruksi, Jasa Risel dan Pengembangan [PFTER, Jasa Penyewaan
Lapangan Olahraga, Jasa Keterampilan (BLK), Jasa Kebugaran (Fitness) dan
Sanggar Senam, Jasa Pendidikan, Bimbel, Kursus, dan Sanggar Seni, Jasa
Transportasi [Pool Angkulan), Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman
(Catering), Jasa Kesehatan dan Kecantikan, Jasa Pengiriman
Barang/Ekspedisi, Jasa Penjahit Pakaian/Tailor, Jasa Pengangkutan
Limbah, Tinja dan Sampah, Laboratorium Kesehatan, Apotek, Pos
Kesehatan, Prakiek Dokter, Poliklinik/ Klinik, Lapangan Olah Raga,
Gelanggang Olahraga. Gedung Olahraga, Gereja Kota, Pura, Vihara,
Klenteng, Balai atau Gedung Pameran, Karantina Hewan dan Tumbuhan,
Tempat Parkir Umum, Taman Budaya, dan Gardu Listrik (distribusi tenaga
listrik}.

c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas Apartemen, Amphiteater/Panggung
Terbuka, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, SPBU,
SPBG, Pertashop, Laboratorium Kesehatan, Poliklinik/ Klinik, Pengambilan
Air Tanah Dalam, Pengolahan Limbah Non Domestik dan Gardu Listrik
{Distribusi tenaga listrik).

d. kepiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona

perkantoran dengan kode KT, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari
luas persil;

b. Koehisien Lantal Bangunan (KLB); maksimal 4,2 (empat koma duaj;

¢, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% [sepuluh persen] dari luas persil;
dan

d. Koefisien Tapak Basement maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan luas
persil.

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona perkantoran dengan

kode KT, meliputi:

a. Tinggl bangunan (TB) maksimal 27 (dua puluh tujuh} meter;
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b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:

1.
2.

GEB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meler;

3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat] meter; dan
4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma

lima) meter.

c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter; dan

d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma limaj meter.

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona

perkantoran dengan kode KT, terdin atas:

a, prasrana mimmal yang meliputi:

1. jaringan jalan;

2.

3

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem

penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinva;

4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

5. sumber listrik dan energi vang terintegrasi dengan sistem penyediaan

listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

6. penerangan jalan dan pedestrian;

7.jaringan drainase vang terintegrasi dengan sistem drainase

perkotaan / perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan

. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategor: sampah 3R, pola

pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan  dan
rekomendasi dari instansi terkait.

b. sarana minimal yang meliputi:

1

1| SR < I =

. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang

berwawasan lingkungan;

. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
. tempat ibadah,;

. hidran kebakaran;

. shelter angkutan umum; dan

B,

fasilitas keamanan pos jaga & infomasi,

(3) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona perkantoran dengan kode KT,

terdiri atas:

a. tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4),
berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang meliputi:
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1. SWP A pada Blok A.1; dan
2. SWP B pada Blok B.4.
b. kawasan cagar budaya scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50 avat (5),
meliput:
1. Rumah Tua terdapat di SWP E pada Blok E.5; dan
2, Kantor Pos terdapat di SWP F pada Blok F.4.

Pasal 81
Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona
Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM] dengan kode PL-3 sebagaimana
dimalksud pada Pasal 63 ayat (12) huruf a, meliputi:
a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa tempat parkir umum vang dibatasi

luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas

kaveling:

e. kegiatan dizinkan bersyarat, berupa pengambilan air tanah dalam diizinkan

dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan [AMDAL/UKL-
UPL/SPPLJ; dan

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona Instalasi

Pengolahan Air Minum ([IPAM) dengan kode PL-3, meliputi:

a, Koefisien Dasar Bangunan (KDB] maksimal 50% (lima puluh persen) dari
luas persil;

b. Koefisien Lantal Bangunan (KLB), maksimal 1,0 {satu koma nol); dan

c. Kocfisien Dasar Hijau (KDH)} minimum 309 (tiga puluh persen) dar luas
persil.

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona Instalasi Pengolahan Air
Minum (IPAM]) dengan kode PL-3, meliput:
a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 11 (sebelas) meter;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
2, G5B di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat} meter; dan
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4. (3SB di jalan lingkungan minimal scbesar 1-1,5 {satu sampai satu koma
lima) meter.
¢. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS| minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter; dan
d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter.
(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona
Instalasi Pengolahan Air Minum (TPAM) dengan kode PL-3, terdiri atas:
a, prasrana minimal yang meliputi:
1. jaringan jalan;
2. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan
listrik perkotaan/perdesaan sesuail dengan hirarkhinya;
3. penerangan jalan dan pedestrian;
4, jaringan drainase yvang terintegrasi dengan sistem drainase
perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
5, penyediaan wadah sampah berdasarkan jemss kategon sampah 3R, pola
pengumpulan dan  pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait.
b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang
berwawasan lingkungan;
2. fasilitas toilet pria, toilel wanita;
3, tempal ibadah;
4, taman; dan

3. [asilitas keamanan pos jaga & infomasi.

Pasal 82
(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona
Instalasi Pengolahan Air Limbah (TPAL} dengan kode PL-4 sebagaimana
dimaksud pada Pasal 63 ayat (12) hurufl b, meliputi;
a. kegiatan diperbolehkan /diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.
b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa tempat parkir umum vang dibatasi
luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas
kaveling;
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c. kegiatan diizinkan bersyarat, berupa pengambilan air tanah dalam diizinkan
dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup
schagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-
UPL/SPPL); dan

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV1
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona Instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB|] maksimal 30% (lima puluh persen| dari
luas persil;

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB|; maksimal 1,0 (satu koma nol); dan

c. Koelisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas
persil,

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona Instalasi Pengolahan Air

Limbah (TPAL) dengan kode PL-4, meliputi:

a, Tingg bangunan (TB) maksimal 11 (sebelas) meter;

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:

1. G3B di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;

2, GEB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (¢nam) meter;

3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat)meter; dan

4. G5B di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 {satu sampai satu koma
lima| meter.

c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS} minimal 1-1,5 |satu sampai
satu koma lima) meter; dan

d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB] minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4, terdiri atas:

a. prasrana minimal yang meliputi:

1. jaringan jalan;

2. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyvediaan
listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

3. penerangan jalan dan pedestrian;

4. jaringan drainase vang terintegrasi dengan  sistem  drainase
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinva; dan

2. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis Kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan penganglkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait.
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b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang
berwawasan lingkungan;
2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
3. tempat ibadah;
4, taman; dan

5. fasilitas keamanan pos Jaga & infomas:.

Pasal 83

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona

12]

pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat

i12) huruf ¢, meliputi:

a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa trotoar dan tempat parkir umum vang
diizinkan dengan batasan sebagai berikut:

1. dibatasi jumlahnva sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan
perundangan dan Kajian lapangan oleh tim teknis; dan

2. khusus tempalt parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh
sampail hma belas persen) dan luas kavelingnya;

¢. kegiatan diizinkan bersvarat, terdiri atas:

1. Trotoar diizinkan dengan syaral sebagai berikut:

a) wajib menyediakan prasarana minimal yvang ditetapkan; dan
b) penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang
didanai cleh Pemeriniah dan/atau swasta.

2. Pengambilan air tanah dalam diizinkan dengan syarat wajib melakukan
izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan (AMDAL /UKL-UPL/SPPL).

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona

pergudangan dengan kode PL-6, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% [tujuh puluh persen| dari
luas persil;

b. Keefisien Lantai Bangunan (KLB}; maksimal 2,1 {dua koma satu); dan

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% [sepuluh persen| dari luas persil.
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(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona pergudangan dengan

(#

13

kode PL-6, meliputi:
a. Tinggi bangunan (TB| maksimal 15 (lima belas) meter;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdin atas:

1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;

2. G5B di jalan kolektor minimal sebesar 6 [enam) meter;

3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan

4, GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma
lima) meter.

c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping ((/BBS) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter; dan

d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB] minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona

pergudangan dengan kode PL-6, terdin atas:

a. prasrana minimal yang meliputi:

1. jaringan jalan;

2. sumber listrik dan energl vang terintegrasi dengan sistem penyediaan
listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

3. jaringan drainasc yvang terintegrasi dengan  sistem  drainase
perkotaan / perdesaan sesual dengan hirarkhinya;

4. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan  dan
rekomendasi dari instansi terkait; dan

5. jaringan limbah (sewerage], sesual dengan ketentuan dan persyaratan
teknis yang berlaku untuk zona pergudangan

b. sarana minimal yang meliputi:

1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang
berwawasan lingkungan;

2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; dan

3. lasilitas keamanan pos jaga & informasi.

Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona pergudangan dengan
kode PL-6, berupa kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (3), berupa sempadan patahan aktif yang meliputi SWP H pada
Blok H.3.
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Pasal 84

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona
transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (13),

meliputi:
a. kegiatan diperbolehkan /diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali

Kota ini.

b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa kolam retensi, embung penampungan
air baku, trotoar, amphiteater/panggung terbuka, pusat perbelanjaan dan

sentra oleh-oleh, toko kelontong/kios, dan tempat parkir umum diizinkan

dengan syaral sebagai berikut:

[

dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan
perundangan dan kajian lapangan oleh tim teknis;

. khusus amphiteater/ panggung terbuka, pusat perbelanjaan dan sentra

olch-oleh, toko kelontong dibatasi jam operasi kegiatan mengikuti aturan

instansi yang berwenang,;

. khusus pusat perbelanjaan dan sentra oleh-oleh dan toko kelontong

dibatasi luas lantai bangunan minimum sesuai kajian lapangan oleh tim
teknis;

- khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya scbesar 10-15% (sepuluh

sampai ima belas persen] dan luas kavelingnysa;

. diizinkan terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi transportasi;

dan

6. memenuhi ketentuan pengaturan dampak lalu lintas vang berlaku.

¢, kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas;

1. Amphiteater/ panggung terbuka, kolam retensi, embung penampungan air

baku dan trotoar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:

a) wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan; dan

b) penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang
didanai oleh Pemerintah dan/atau swasta.

2. Pengambilan air tanah dalam diizinkan dengan syarat wajib melakukan

izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI

yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona

13

(4)

transportasi dengan kode TR, meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB] maksimal 50% (lima puluh persen) dari
luas persil;
b. Koefigsien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 1,5 (satu koma lima); dan
¢. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% {sepuluh persen) dari luas persil.
Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona transportasi dengan
kode TR, meliputi:
a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 15 (lima belas| meter;
b. Garis Sempadan Bangunan ((GSB) terdiri atas:
1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar b (enam| meter;
3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
4, GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma
lima) meter.
c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS| minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter; dan
d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter.
Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona
transportasi dengan kode TR, terdin atas:
a. prasrana minimal yang meliputi:
1. jaringan jalan;
2. jalur keluar dan masuk kendaraan;
3, sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sisltem penyediaan
listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
4.jaringan drainase yvang terintegrasi dengan sistem drainase
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
5. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesual peraturan  dan
rekomendasi dari instansi terkait.
b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain vang
berwawasan linghkungan;
2, taman;
3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; dan
4, fasilitas keamanan pos jaga & infomasi.
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(9) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona transportasi dengan kode TR,

(1)

terdiri atas:

a. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3],
berupa sempadan patahan aktif vang meliputi SWP G pada Blok G.4 dan
Blok G.5.

b. tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4],
terdiri atas:

1. Tempat Evakuasi Sementara (TES), meliputi SWP H pada Blok H.3; dan
2. Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi SWP D pada Blok D.3.

c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), berupa

sempadan pantai yang meliputi SWP G pada Blok G.4 dan Blok G.5.

Pasal 85

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona

pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada

Pasal 63 ayat (14}, meliputi:

a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercanium dalam tabel ITBX pada
Lampiran XVI vang merupakan bagian tidak terpisashkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

b. kegiatan diizinkan terbatas, terdini atas:

1. rumah dinas diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
a) dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan
perundangan yang berlaku;
b) terbatas sebagai sarana pelengkap untuk tempat tinggal kedinasan
militer;
e} luas lantai bangunan minimum sesuai dengan standar kebutuhan
berdasarkan perundangan yang berlaku; dan
d] luas kaveling minimum sesuail dengan standar Kebutuhan berdasarkan
perundangan yang berlalku,
2. plaza terbuka/selasar diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
a) terbatas dengan batasan luasan maksimal sebesar 9.000 (sembilan
ribu) meter persegi; dan
b) dibatasi jam operasi kegiatan mengikuti aturan instansi yang
berwenang;
3. pereja, pura, vihara, klenteng dan tempat parkir umum diizinkan dengan
syarat sebagai berikut:
a) dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan
kajian lapangan oleh tim telknis;
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b) khusus gereja, pura, vihara, klenteng terbatas dengan batasan luasan
maksimal sebesar 30% (bga puluh persen) dari luas kaveling; dan
¢} khusus tempal parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15%
{sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnva.
4. poliklinik/klinik, lapangan olahraga, TK/PAUD dan trotoar diizinkan
dengan syarat sebagai berikut:
a) terbatas hanya untuk kegiatan yang bersifat sebagai penunjang
kegiatan pertahanan keamanan; dan
b) luasan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas kaveling.
c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
1. Asrama, pengambilan air tanah dalam dan trotoar diizinkan dengan
syaral sebagai berikut:
a) penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta vang
didanai oleh Pemerintah dan/atau Swasta;
b} wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan; dan
¢} khusus pengambilan air tanah dalam dan asrama wajib melakukan zn
dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona
pertahanan dan keamanan dengan kode HK, meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam puluh persen) dari
luas persil;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB}; maksimal 1,8 (satu koma delapan); dan
¢. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen) dar luas
persil.
(3) Aturan dasar keientuan tata bangunan pada subzona pertahanan dan
keamanan dengan kode HE, meliputi:
a. Tmgg bangunan (TB) maksimal 15 (lima belas) meter,
b. Garis Sempadan Bangunan [GSB) terdiri atas:
1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
2. G8B di jalan kolektor minimal scbesar & (enam) meter;
3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
4. 358 di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma
lima) meter.
c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter; dan
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d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai
satu koma lima) meter.

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona
pertahanan dan keamanan dengan kode HK, terdin atas:

a. prasarana mimmal yang meliputi:

1. jaringan jalan;

2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem
penyvediaan air bersih perkotaan/ perdesanan sesuai dengan hirarkhinya;

4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

5. sumber listrik dan energi vang lerintegrasi dengan sistem penvediaan
listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

6. penerangan jalan dan pedestrian;

7. jaringan drainase yvang terintegrasi dengan sistem drainase
perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan

8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jemis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait.

b. sarana minimal yang meliputi:

1. pelataran parkir;
2, fasilitas toilet pria, toilet wanita;
3. tempat ibadah;
4, hidran kebakaran;
5. taman; dan
&, fasilitas keamanan pos jaga & infomasi.
(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona pertahanan dan keamanan
dengan kode HEK, terdin atas;

a. lempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4],
berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES) vang meliputi SWP G pada Blok
G,

b. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), terdiri
atas:

1. sempadan mata air meliputi SWP | pada Blok 1.5; dan
2. sempadan pantai meliputi SWP G pada Blok G.5.
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Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 86
Teknik pengaturan zonasi dengan kode TPZ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (4] huruf b, merupakan aturan yang disediakan dengan tujuan
memberikan fleksibilitas dalam penerapan Peraturan Zonasi dengan
mempertimbangkan karakteristik zona serta bersifat melengkapi dan
menggantikan ketentuan pada aturan dasar.
Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. teknik pertampalan aturan [overiay) dengan kode g; dan
b. zona banjir dengan kode i

Pasal 87
Teknik pertampalan aturan  (overlay) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 avat (2) huruf a, merupakan Kelenfuan teknik pengaturan
ZONAasi vang memberikan fleksibilitas dalam penerapan
peraturan zonasi berupa pembatasan intensitas pembangunan melalu
penerapan dua atau lebih aturan dam dapat  diterapkan
sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu  dalam
perizinan.
Teknik pertampalan aturan [overlay] sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas subzona rumah kepadatan sangat tinggl dengan kode R-1, meliputi;
a) SWP B pada Blok B.6;
b) SWP F pada Blok F.1 dan Blok F.5;
c) SWP G pada Blok G.1 dan Blok G.3;
d) SWP | Blok L4.
Ketentuan pertampalan aturan (overlay) pada kawasan permukiman kumuh
vang bérada pada kawasan rawan banjir tingg, meliputi:
a. perbaikan dan/atau pembangunan infrastruktur dasar lingkungan;
b. penataan kondisi intensitas pemanfaatan ruang dan/atau tata bangunan
untuk mendukung keteraturan bangunan,
¢. pembangunan kawasan permulaman baru berupa pembangunan rumah
susun untuk mendukung program relokasi dengan tujuan meningkatkan
akses MBR terhadap perumashan layak huni dan tegjangkau;
dan
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d. pengualan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat di dalam
penanganan pemukiman kumuh kota.

Pasal 83
(1) Zona banjir pada kawasan rawan bencana banjir sebagnimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (2) hurul b, merupakan bentuk pengaturan
pada zona atau subzona yang memiliki pertampalan dengan kawasan rawan
bencana banjir sedang serta bersifat menggantikan ketentuan pada aturan
dasar.
(2] Zona banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi SWP E Blok E_3;
b. Subzona taman RW dengan kode RTH-5, melipuii;
1. SWP A Blok A.4;
2. SWP F Blok F.1 dan Blok F.2;
3. SWP | Blok L3.
c. Subzona taman RT dengan kode RTH-6, meliputi SWP F Blok F.2;
d. Subzona pemakaman dengan kode RTH-7, meliputi SWP A Blok A.1 dan Blok
A.5;
e. subzona rumah kepadatan tinggl dengan kode R-2, meliputs:
1. SWP B pada Blok B.4;
2. SWP E pada Blok E 4,
3. SWP G pada Blok G. 1,
4. SWP H pada Blok H.1, Blok H.2, dan Blok H.3; dan
5. SWP | pada Blok 1.1.
. subzona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3, meliputi:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, dan Blok A.5;
2. SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.b;
3. WP D pada Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5;
4. SWP E pada Blek E. 1;
5. SWPF pada Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6;
6. SWP G pada Blok G.2;
7. 5WP H pada Blok H.3; dan
8. BWP | pada Blok 1.1, Blok 1.2, Blek 1.3, dan Blok 1.4.
g. subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1, meliputi:
1. SWP B pada Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
2. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.3;
3. SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4;
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4. SWP H pada Blok H.3; dan
2. SWP | pada Blok [.1.

. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2, meliputi:

1. SWP D pada Blok D.3; dan
2. 83WP H pada Blok H.3.

i. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, meliputi:

. SWP B pada Blok B.6;
. SWP D pada Blok D.3;

. SWP G pada Blok G.1;

=] oo A W K

. SWP | pada Blok 1.1 dan Blok 1.2.

. subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode

meliputi:

. SWP E pada Blok E.1, Blok E.3, dan Blok E.5;
. SWP F pada Blok F.3, Blok F.4, dan Blok F.5;

. SWP H pada Blok H.2 dan Blok H.3; dan

1. SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5;

2. SWP E pada Blok E.3; dan
3. SWP | pada Blok L.1.

. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, meliputi:
1. SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;

2. 5WP F pada Blok F.3; dan
3. 5WP | pada Blok 1.2.

. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2, meliputi:

. SWP A pada Blok A.4;

. 8WP C pada Blok C.1;

. S3WP D pada Blok D.5;

. SWP E pada Blok E.4 dan Blok E.5;
. SWP F pada Blok F.1 dan Blok F.4;
. SWP G pada Blok G.1;

. SWP H pada Blok H.3; dan

. SWP 1 pada Blok 1.2.

& =] oo W B B Ko

. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3, meliputi:
1. SWP B pada Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
2. SWP F pada Blok F.2, Blok F.4 dan Blok F.5;

3. SWP H pada Blok H.3: dan
4, SWP | pada Blok 1.1 dan Blok 1.2.
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n. subzona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3, meliputi
SWP A pada Blok A.1;

o, subzona pergudangan dengan kode PL-6, meliputi SWP F pada
Blok F.1;

p. subzona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL, meliputi SWP C
Blok C.1;

g. subzona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, meliputi SWP H
Blok H.3;

r. subzona perkantoran dengan kode KT, meliputi:
1. SWP A pada Blok A.1;
2. SWP F pada Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6;
3. SWP G pada Blok G.2; dan
4. SWP H pada Blok H.3.

s. subzona transportasi dengan kode TR, meliputi:
1. SWP D pada Blok D.3; dan
2. SWP E pada Blok E.1.

t. subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, meliputi:
1. SWP F pada Blok F.2; dan
2. SWP H pada Blok H.3,

Penerapan ketentuan zona banjir pada zona budidaya bertampalan dengan

kawasan rawan bencana (KRB} banjir tinggl diatur dengan ketentuan kegiatan

pada aturan dasar memilild ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan
diizinkan (I}, diizinkan bersyarat (B}, dan diizinkan terbatas (T) wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. koelisien wilayah terbangun (KWT) maksimal 50% (lima puluh persen),

b. konstruksi bangunan tahan banjir dengan  struktur  bangunan
dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak
banjir;

c. mengegunakan sekat penahan anti air untuk menahan air masuk ke
bangunan atau ke lingkungan permukiman;

d. jumlah lantai bangunan minimal 2 (dua) lantai;

e, tinggi lantai bangunan minimal setinggi 1,25 (satu koma dua lima) meter as
jalan;

f. menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah sungai; dan

p. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas
evalouasi.
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BAB VIl A
KELEMBAGAAN
Pasal 89

(1) Kelembagaan bertujuan untuk menghasilkan beberapa bentuk dan
operasional kelembagaan di WP sehingega semua pihak vang terlibat dapat
berpartisipasi dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Bentuk kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Forum
Penataan Ruang yang selanjutnya dibentuk oleh Wali Kota.

(3) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, dalam rangka
mengkordinasi penalaan ruang dan kerjasama antar scktor atau kota dibidang
penataan ruang,

(4) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada avat (2)
terdiri atas:

a. instansi vertikal bidang pertanahan, perangkal daerah;

b. asosiasi profesi yang ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas arahan Wali
Kota;

c. anggota asosas) akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akadermisi atas
arahan Walikota; dan

d. tokoh masyarakat ditunjuk oleh Wali Kota.

(5) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (3] berlaku 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat dievaluasi
sewaktu-waktu dan diganti berdasarkan arahan atau penunjukkan oleh
Wali Kota.

(6) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (3) berakhir apabila:

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; dan
¢. keanggotaannya dicabut.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90
(1) Jangka waktu RDTR Kota Gorontale berlaku dalam jangka waktu 20 [dua
puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

PERANGEAT | KABA:
DAERAH HUKUM HSI?TE.N SEKDIA
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(2]

(3]

(4]

(3)

(6]
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Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR

Kota Gorontalo dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5

{lima) tahunan.

Peninjauan kembali RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilakukan lebih dard 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila tegadi

perubahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam skala besar vang ditetapkan dengan perundang-undangan;

b. perubahan batas tentorial negara yang ditetapkan dengan perundang-
undangan;

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan perundang- undangan;
dan

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifal strategis.

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud

pada ayat (3] huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan

Wali Kota Gorontalo tentang RDTR Kota Gorontalo dapat direkomendasikan

oleh Forum Penataan Ruang.

Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam

b. peraturan perundang-undangan;

c. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;

d. dan/atau

e. lokasinya berbatasan dengan kabupaten /kota di sekitarnya.

Peraturan Wali Kota Goreontale tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota

Gorontalo dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 91

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota ini harus ditetapkan paling
lama 1 {gatu) tahun terhitung sejak Peraturan Wali Koeta ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

(1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua peraturan daerah yang

berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang lelah ada tetap berlaku

T
DAERAH | Hykuwm | ASFSTEN | SERDA
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12)

(3)

14

(3)

16

-135-

sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan

peraturan daerah ini.

Izin pemanfaatan ruang atau KKPR pada masing-masing dacrah yang telah

dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan walikota ini, tetap

berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai

dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini:

a. untuk vang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan
dengan fungsi Zona dalam RDTR vang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota
mni;

b, untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang
dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan
menerapkan rekayasa teknis sesual dengan fungsi Zona dalam RDTR vang
ditetapkan dalam Wali Kota ini; dan

¢c. untuk vang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknmis sesuai dengan fungsi
Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini, atas izin
yvang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul
sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan Ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan

Peraturan Wali Keta ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona dalam

RDTR melalui konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan

ketentuan Peraturan Wali Kota ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan

ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan
dalan Peraturan Wali Kota ini; dan

Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-

hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang

karena RDTR ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAE Xl
RETENTUAN PENUTUP

Pazal 93

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PFERAMGEAT | KABACG PI.E]RJ”':N SEKDA

DAERAH HUELM
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 71 Desember

2021

8 WALL KOTA GTENTALE!}

MARTEN A. TAHA
Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Desember 2021
SEKRETARIS DAE KOTA GORONTALO,

ISMAH. MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR A7

PERANGRAT | KABAG
DAERAH HUKLIM

ASISTEN

SEKDA
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LAMPIRAN XIX

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA GORONTALO TAHUN 2021-2041

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
RDTR KAWASAN KOTA GORONTALO
SUB ZONA L PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

PRASARANA MINIMUM

s Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem
drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan
hirarkhinya, dan dilengkapi dengan jebakan gir atau
sedimen  trap untuk mempermudah  pemeliharaan
schelum air run off dari jalan memasuki badan air
pantai/laut dan fatau badan air lamnya;

s« Jaringan Jalan dan Pedestrian sepanjang tepian danau

; dengan lebar minimum 2 (dua) meter; dan
Perlindungan i ey

Setempal PS5 s Jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi.

HR.I!.HA.-* FASILITAS MINIMUM
« Bangunan prasarana sumber dava air;

¢ Jalan mspeksi pada lokasi-lokasi vang ditentukan
scsuail standar vang ditentukan oleh instansi terkait;

¢ Jalur evakuasi bencana;

» Sistem peringatan dini; dan

# Penanda,/rambu-rambu.

VEGETASI

s Sekelompok dan/atau campuran pohon-pohon vang
kompak dan rapat hingga membentuk 2-3 tingkat
struktur lapisan tajulknya dengan tinggi diatas 3 meter;

» Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah
tumbuh natural dengan perawatan minimal;
Mampu menyerap cemaran udara;

= Tajuk cukup rndang dan kompak schingga
menghasilkan keteduhan optimal, denpgan ketinggian
tanaman bervaras;

s Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk
indah dan/ atau tanaman berbungs; dan

=« Terdapal jerus tanaman pengundang satwa

Rirmbe Kits BTH-1 PRASARANA MINIMUM

¢ Jalan sectapak dengan material alami dan bersifat
mampu menyerap air (permeable); dan

» Saluran drmnase alami terbuka vang terintegrasi
dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sestial
denpgan hirarkhinya.

BARANA/FASILITAS MINIMUM

 Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara
alami dan tidak membuang sampah ke badan air
terdelat;

s Shelter/Gazebo; dan

+ Pos Jaga.




SUB ZONA KODE PRASARANA DAN SARANA MINTMAL

VEGETASI

* Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah
tumbiuh dengan perawatan minimal;

» Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah
patah dan mampu menyerap cemaran udara;

= Tajuk cukup rnindang dan kompak sehingga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu
pelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi;

* Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk
indah dan/ atau tanaman berbunga; dan

= Terdapat jenis tanaman pengundang satwa.

PRASARANA MINIMUM

* Jaringan pedestrian yang melipud jalur pedestrian dan
sepeda, plasa terbuka, ruang duduk dan perabot
lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;

e Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem
drainase  perkotaan/perdesaan  sesusi  dengan
hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen
air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan
untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram
taman;

» Jaringan utilitas vang meliputi listrik, penerangan jalan
dan pedestrian dan air bersih; dan

o Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa
Penyedizan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan
sampah sesual peraturan dan rekomendasi dar
instansi terkait.

Taman Kota RTH-2

SARANA /FASILITAS MINIMUM

s Shelter bus wisata, Halte angkutan umunm;

= Pelataran parlar kendaraan mobil dan motor dengan
luas tidak boleh melebihi 105 dari luas lahan;
Mushallah/Langgar;

Fasilitas toilet pria, toilet wanita;

Faslitas pusat informasi pengunjung;

Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian,
toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar vang berlaku
untuk fasilitas bagi penvandang difabilitas; dan

s Fasilitas keamanan Pos Jaga.

VEGETASI

* Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal;

# Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah
patah dan mampu menyverap cemaran udara,

» Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu

Tamarn RTH-3 gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi;

Kecamatan o Terdapat jenis tanamen estetis dengan bentuk tajuk
indah dan/ atan tanaman berbunga; dan

» Terdapat jenis tanaman pengundang satwa,

PRASARANA MINIMUM

v Jaringan pedestrian vang meliputi jalur pedestrian dan
sepeda, plasa terbuka, ruang duduk dan perabot
lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;




SUB ZONA KODE PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

¢ Jarmgan drainase vang terintegrasi dengan sistem
drainase  perkotaan/perdesaan sesuai  dengan
hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen
air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan
untuk dapat digunakan secbagai sumber air siram
taman;

= Jaringan utilitas vang meliputi istrik, penerangan jelan
dan pedestrian dan air bersih; dan

¢ Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa
Penyediaan wadah sampah berdasarkan jeniz kategori
sampah 3K, pola penpumpulan dan penganghkutan
sgampah sesual peraturan dan  rekomendasi  dar
instansi terkait.

BARANA/FASILITAS MINTMUM

a Shelter bus wisata, Halte angkuatan umum,;

o Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan
luas tidak boleh melebili 10% dari luas lahan;

s Fazilitas toilet pria, toilet wanita;

« Faszilitas pusat informasi pengunjung;

= Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian,
toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yvang berlaku
untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan

s Fasilitas keamanan Pos Jaga.

VEGETASI

& Merupakan habitat tanaman kKhas lokal yang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal;

* Tidak beracun, hidak berdun, dahan tidak mudah
patah dan mampu menyerap cemaran udara;

o Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga
menghasiliean keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu
gelap, dengan kelingman tanaman bervariasi;

= Terdapat jenis tanaman cstetis dengan bentuk tajuk
indah dan/ atau tanaman berbunga; dan

& Terdapat jenis tanaman pengundang satwa.

PRASARANA MINIMUM

= Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan
sepeda, plasa terbuka, ruang duduk dan perabot
lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;

= Jaringan drainase yvang terintegrasi dengan sistem
drainase  perkotaan/perdesaan scsual  dengan
hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen
air hujan yang memanfaatkan air impasan permuksan
untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram
taman;

» Janngan utilstas yang meliput listrik, penerangan jalan
dan pedestrian dan air bersih; dan

e Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa
Penyediaan wadsh sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3R, pela pengumpulan dan penganghkutan
sampah sesuai peraturen dan rekomendasi dan
instansi terkait.

Taman
Kelurahan LA

mu FASBILITAS MINIMUM
Shelter bus wisata, Halte angkutan umum;

s Pelataran parkic kendaraan mobil dan motor dengan
luas udak hﬁ]eh mr:lebihi 10% dari E!.LEI;EI lahan;

T T




SUB ZONA

Taman RW

KOLE

RTH-5

RTH-6

PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
s Akgesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian,
toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku
untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan
* Fasilitas keamanan Pos Jaga.

VEGETASI |

* Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal;

* Tidak beracun, tidak berdur, dahan tidak mudah |
patah dan mampu meényerap cemarsn udara;

* Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi;

* Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk
indah dan/ atau tanaman berbunga; dan

* Terdapat jenis tanaman pengundang satwa.

PRASBARANA MINIMUM

¢ Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan
sepeda, plasa terbuka, ruang duduk dan perabot
lansekap, perunjuk arah dan informasi taman;

s Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem
drainase  perkotaan/perdesaan sesuai  dengan
hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memarnen
air hujan yang memanf{aatkan air limpasan permukaan
untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram
laman;

* Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan
dan pedestrian dan air bersih; dan

 Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa
Penyvediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3K, pola pengumpulan dan pengangkutan
sampah sesusi peraturan dan rekomendasi dar
mnstansi terkait.

BARANA/FABILITAS MINIMUM

* Pelataran parkir kendaraan mobil den motor dengan
luas tidak boleh melebihi 10% dan luas lahan;

» Fasilitas pusat informasi pengunjung: dan

» Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian,
toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar vang berlaku
untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas.

» Merupakan habitat tanaman lkhas lokal yang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal;

¢ Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah
patah dan mampi menyerap cemaran udara;

s Tajuk cukup rindang dan kompak sehingea
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi;

¢ Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk
indah dan/ atau tanaman berbunga; dan

» Terdapal jenis tanaman pengundang satwa.

PRASARANA MINIMUM

« Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan
scpeda, plasa terbuka, ruang duduk dan perabot
lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;




BUEBE Z0ONA

KODE

FPEASARANA DAN SARANA MINIMAL

* Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem
drainasc  perkotaan/perdesaan  sesuai dengan
hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistern memanen
air hujan yang memanlaatkan air limpasan permukaan
untuk dapat dipunakan sebagai sumber air siram
taman;

« Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan
dan pedestrian dan air bersih; dan

o Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa
Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3R, pola penpumpulan dan penganpglkutan
sampah sesual peraturan dan rekomendasi dari
instansi terkait.

BEARANA/FASILITAS MINIMUM

* Pelataran parlar kendarasn mobil dan motor dengan
luas tidak boleh melebitu 10% dari luas lahan;

» Fasilitas pusat informasi pengunjung; dan

o Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian,
toilet, ramp, lot parkir, sesual standar vang berlaku
untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas.

Pemakaman

RTH-¥

VEGETASI

s Merupakan habitat tanaman kbas lokal yvang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal;

* Tidak berecun, tidak berduri, dahan tidak mudsh
patah dan mampu menyerap cemaran udara;

¢ Uniuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang
dan kompak sechingga menghasilkan keteduhan
optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian
tanaman bervarias:;

o Vepetast jenis rumput digunakan untuk penutup tanah
makam;

= Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk
indah dan/ atau tanaman berbunga; dan

o Terdapat jenis tanaman pengundang satwa buarung.

PRASARANA MINIMUM

= Jalan akses melalui jalan kolektor;

» Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan
sepeda, plasa terbuka, mang dudok dan perabot
lansekap, petunjuk arah dan informasi taman,;

« Jarinpan drainase yang terintcgrasi dengan sistem
drainase  perkotaan/perdesasn  sesuai  dengan
hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen
air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan
untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram
taman;

« Jaringan utilitas yang meliputi listnk, penerangan jalan
dan pedestrian; dan

s Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa
Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3R, polas pengumpulan dan pengangkutan
sampah scsuai peraturan dan rekomendasi  dari
instansi terkait.

SARANA/FASILITAS MINIMUM

& Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor;

» Fasilitas toilet pria, toilet wanita;

+ Fasilitas kantor pemakaman; dan

 Fasilitas keamanan Pos Jaga.




SUB ZONA

HODE

PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Cagar Budaya

cB

VEGETASI

» Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal;

= Terdapal jenis lanaman estetis dengan bentuk tajuk
indah dan/ atau tanaman berbunga; dan

» Tajuk cukup rindang dan kompak schingga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

PHABARANA MINIMUM

= Jaringan menuju kawasan cagar budaya merupakan
jalan lingkungan / lokal sekunder;

o Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu
keselamaran jalan;

¢ Sumber air bersih dan jaringan air bersih vang
terintegrasi dengan sistem penyvediaan air bersih
pertkotaan /perdesaan sesual dengan hirarkhinya;

= Sumber lisirik dan energi yang terintegrasi dengan
sistemn penyediaan listrilc pericotaan/perdesaan segus
dengan hirarkhinya; dan

= Penerangan jalan;

o Jaringan drainase yang lerintegrasi dengan  sistem
drainase perkotaan/ perdesasn  sesual  dengan
hirarkhinya;

» Penyediaan wadah sampah berdasarkan jerus kategori
gampah 3R, pnlﬂ pengumpulan dan pengangkutan
sampah scsual peraturan dan rekomendasi  dar
instansi terkait.

SARANA/FASILITAS MINIMUM
» Halaman atau pelataran bersama; dan
» Plaza/Gazebo.

Badan Jalan

PErlmgl-l:apan ,]alu.n Yang I:H:rkﬂlmn 1ﬂngﬂung dmgan
pengguna jalan:
s Rambu jalan;
Marka;
Alat pemberi isyarat lalu lintas;
Fagilitas pejalan kaki;
Lampu penerangan jalan.

Perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengen
pengeuna jalan

» Patok pengarah:

* Pagar pengaman;

Patok kilometer dan patok hektometer;

Patok rumija;

Pagar jalan;

Peredam silau; dan

Tempat istirahat.




SUB Z0NA

KODE

PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Tanaman

PRASARANA MINIMUM

» Jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;

» Jaringan irigasi;

* Ferbaikan kesuburan tanah dan/ataun  konservasi
tanah dan air;

= Sumber air bersih dan jaringan air bersih vang
terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih
perkotaan perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan

» Jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem

Pangan P-1 penyediaan listrik perkotaan /perdesaan sesuai dengan
hirarkhinya.

BARANA/FABILITAE MINIMUM

| Penyediaan sarana produksi  pertanian  meliputi
penyediaan benith dan/atau  bibit, alat dan mesin
pertanian, pupuk organik dan snorganik, pestisida,
pembenah tanah, zat penpatur tumbuh, dan fasilitas
produksi.

VEGETASI

# Merupakan jenis tanaman khas lokal vang mampu dan
efektifl dalam menyerap polutan; dan

e Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

PRASARANA MINIMUM

& Jaringan jalan;

o Jaringan listnk wvang terntegrasi dengan sistem
penyediaan listrik perkotaan / perdesaan sesuai dengan

Peruntukan hmim o r

Pertambangan MET s Jaringan utilites, sesual dengan ketentuan dan

BATIAT persyaratan teknis yang berlaku untuk kawasan
pertambangan;

e Jaringan drainase yvang terintegrasi dengan sistem
drainase perkotaan perdesaan sesuai dengan
hirarkhinya; dan

s Penunjuk arah, mformasi dan rambu-rambu
keselamatan jalan.

SARANA/FASILITAS MINIMUM

# Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor;

= Fasilitas toilet pria, toilet wanita; dan

= Pasilitas keamanan pos informasi dan keamanan.

VEGETASI

s Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan
efektil dalam menyerap polutan; dan

s Tajuk oukup tindang dan kompak sehingga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu

Pembangkit PTL gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.
Tenaga Listrik

PRABARANA MINTMUM

s Jaringan jalan;

= Sumber mir bersih dan janngan air bersih vang
terintegrasi dengan  sistem penyediaan ar bersih
perkolaan / perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;




SUB ZONA

KODE

PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

o Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan
sistern penyediaan listnk di  perkotaan/perdesaan
segual dengan hirarkhinya;

« Sistem jaringan telekomunikasi;

# Jaringan drainase vyang terintegrasi dengan sistem
drainAse perkotaan perdessan  sesual dengan
hirarkhinya;

» Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan
sampah sesual peraturan dan rekomendasi dan
ingtansi terkait;

s Penerangan jalan dan pedestnan; dan

= Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu
kesclamatan jalan.

SARANA/FASILITAS MINIMUM
* Tempat ibadah;

e Toilet; dan

* Pos Informasi dan Keamanan.

Perumahan
Repadatan
Sangat Tinggi

VEGETASI

s Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal; dan

« Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

PRASARANA MINIMUM

» Jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan
berkepadatan tinggi;

« Penunjuk arah, mnformasi dan rambu-rambu
keselamatan jalan;

o Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang
terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih
perkotaan [ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

* Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

# Sumber listrik dan energi vang terintegrasi dengan
sistem penvediaan listrik perkotaan/perdesaan sesusa
dengan hirarkhinya;

= Pencrangan jalan dan pedestrian;

e Jaringan drainase yang terintégrasi dengan sisiem
drainase  perkotasan/perdesaan  sesupi  dengan
hirarkhinya; dan

* Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategon
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan
sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari
instans terkait.

SARANA/FASILITAS MINIMUM

Taman linglungan;

Tempat ibadah;

Balai warga;

Pos keamanan;

TK dan 5D;

Hidran kebakaran;

Shelter angkutan umum; dan

Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.




SUB ZONA

Kepadatan

KODE

R-2

o Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal; dan

# Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu
gelap, dengan ketinggian lanaman bervariasi.

PRASARANA MINIMUM

s Jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan |

berkepadatan tinggs;

s Penunjuk arah, informasi dan raEmbu-rambu
keselamatan jalarn;

* Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang
terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih
perkotaan / perdesaan sesual dengan hirarkhinya;

s Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

s Sumber listrik dan energl vang terintegrasi dengan
sigtern penvediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai
dengan hirarkhinya;

o Penerangan jalan dan pedestrian;

s Jaringan drainase yang terintegrast dengan sistem
drainase  perkotaan/perdesaan  sesual dengan
hirarkhinysa; dan

* Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan
sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari
instansi terkait.

BARANA/FASILITAS MINIMUM

« Taman lingkungan;

Tempat ibadah;

Bala: wargs;

Pos keamanan;

TK dan SD;

Hidran kcbakaran;

Shelter angkutan umum; dan

Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.

& & & 8 & ® &

Perumahan
Kepadatan
Sedang

VEGETASI

s Merupakan habital tanaman khas lokal yang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal; dan

# Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

PRASARANA MINIMUM

« Jaringan jalan;

&« Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu
keselamatan jalan;

e Sumber air bersih dan janngan awr bersih yang
terintegrasi dengan  sistem penvediaan air bersih
perkotaan /perdezaan sesuai denpan hirarkhinya;

» Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

= Sumber listrik dan energi yang terintegrasi denpan
sistemn penvediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai
dengan hirarkhinya;

s Penerangan jalan dan pedestrian;

s Jaringan drainase vang lerintegras dengan sistem
drainase  perkotaan/perdesaan  sesuar  dengan
hirarkhinya; dan
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EUB ZONA

HODE

PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

* Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3R, pola penpumpulan dan pengangkutan
gampah sespal peraturan dan rekomendasi  dari
instans: terkail.

SARANA/FABILITAE MINIMUM
Taman lingkungan;

Tempat ibadah;

Balai Warga;

Pos Keamanan;

THE dan SD;

Hidran kebakaran; dan
Shelter angkutan umum,

Perumahan
Kepadatan
Rendah

VEGETASBI

* Mrerupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal; dan

« Tajuk ocukup rindang dan kompak sehingga
menghasillkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

PRABARANA MINIMUM

s Jaringan jalan;

» Penunjuk arah, miormasi dan rambu-rambu
keselamatan jalan;

s Sumber air bersih dan jaringan air bersih vang
terintegrasi dengan sistem  penyedigan air bersih
perkotaan / perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

» Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

 Sumber listrik dan energ yang terintegrasi dengan
sistem penyediaan listnk perkotaan /perdesaan scsuai
dengan hirarkhinya;

s Penerangan jalan dan pedestran;

Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem

drainase  perkotaan/perdesaan  scsual dengan

hirarkhinya; dan

» Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
gampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan
sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari
instansi terkait.

L]

SARANA/FASILITAS MINIMUM
Taman lingkungan;

Tempat ibadah;

Balai Warga;

Pos Keamanan;

TK dan 5D; dan

Shelter angloutan umum.

L D B B

SPU Skala Kota

3PU-1

VEGETASI

s Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal;

# Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan
clektil dalam menyerap polutan; dan

e Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terialu
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.




SUB ZONA

KODE
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PRASARANA DAN SARANA MINTMAL

PRASARANA MINIMUM

Jaringan jalan;

Peopunjuk arah, mformasi dan rambu-rambu
keselamatan jalan;

Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang
terinteprasi dengan  sistemn  penyediaan air bersih
perkotaan /perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
Sistem jaringan dan pengolahan limbeh terpadu;
Sumber listrik dan energi yvang terintegrasi dengan
sisterm penyvediaan listrik perkotaan /perdesaan sesuai
dengan hirarkhinya;

Penerangan jalan dan pedestrian;

Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sisiem
drainase  perkotaan/perdesaan  sesual  dengan
hirarkhinva; dan

Penycdiaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan
gampah sesuai peraturan dan  rekomendasi  dari
ingtansi terkait.

SARANA/ FASILITAS MINIMUM

L

Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan
desain yang berwawasan lingkungan;

Fasilitas toilet pria, toilet wanita;

Tempat ibadah;

Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian,
toilet, ramp, lot parkir, sesual standar yang berlaku
untuk fasilitas bagi penyvandang difabilitas;

Hidran kebakaran;

Shelter anglutan umum; dan

Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.

SFU Skala
Kecamatan

sPU-2

VEGETASI

Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal;

Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan
efelctil dalam menyerap polutan; dan

Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlahu
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

PRASARANA MINIMUM
s Jaringan jalan;

Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu
kesclamatan jalan;

Sumber air bersih dan jaringan air bersith vang
terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih
perkotaan /perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
Sistem jaringan dan pengoelahan limbah terpaduy;
Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan
sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesual
dengan hirarkhinya;

Penerangan jalan dan pedestrian;

Jaringan drainase vyang lerintegrasi dengan sistem
drainase  perkotaan/perdesaan sesual  dengan
hirarkhinya; dan

Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangioutan
sampah sesual peraturan dan rekomendasi dan

instansi terkait.

|}




SUB ZONA

PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

SBARANA/ FASILITAS MINIMUM

s Pelataran parkor kendaraan maobil dan motor dengan
desain yang berwawasan ingkungan;

= Fasilitas toilet pria, toilet wanita;

* Tempat ibadah;

s Aksegibilitaz untuk difabel berupa jalur pedestrian,
toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku
untuk fasilitas bagi penvandang difabilitas;

» Hidran kebakaran;

¢ Shelter anghkutan umum; dan

» Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.

SPU Skala
Kelurahan

SPU-3

VEGETASI

= Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal,

= Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan
efektif dalam menyerap polutan; dan

 Tajuk ocukup rindang dan hkompak sehingen
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

PRABARANA MINIMUM

= Jaringan jalan;

# Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu
keselamatan jalan;

* Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang
terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih
perkotaan/ perdesaan sesual dengan hirarkhinya;

* Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu,;

* Sumber listrik dan energ yang terintegrasi dengan
sistem penvediaan listrik perkotasan /perdesaan sesuai
dengan hirarkhinya;

s Penerangan jalan dan pedestrian;

s Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem
drainase perkotaan/perdesaan sesUal dengan
hirarkhinva; dan

* Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan
sampah sesual peraturan dan rekomendasi dari
instansi lerkait.

SARANA/ FASILITAS MINIMUM

s Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan
desain yang berwawasan lingkungan;

» Faasilitas toilet pria, toilet wanita;

s Tempat ibadah;

s Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian,
toilet, ramp, lot parkir, sesua standar yvang berlalku
untuk fasilitas bag penyandang difabilitas;

» Hidran kebakaran;

* Shelter angkutan umum; dan

s Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.




= TF =

PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

SUR ZONA

KODE

L ——

| Ruang Terbuka
{ Non Hijau

RTNH

PRASARANA MINIMUM

« Jalur pedestnian dan sepeda;

* Prtunjuk arah dan informasi;

¢ Jaringan drainase yang terintcgrasi dengan sistem
drainase  perkotaan/perdesaan sesual  dengan
hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen
air hujan vang memanfaatikan air limpasan permukaan
untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram
taman;

= Listrik, pencrangan jalan dan peodestrian, air beraih;
dan

» Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategorn
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan
sampah sesual peraturan dan rekomendasi darn
instans terkail.

SARANA/FASILITAS MINIMUM

* Shelter bus wisata, Halte angkutan umum;

» Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan
luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan;
Mushallah /Langgar;

Fasilitas Loilet pria, toilet wanita;

Fasilitas pusatl informasi pengunjung;

Plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap;
Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian,
toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku
untuk fasilitas bagi penyvandang difabilitas; dan

» Fasilitas keamanan Pos Jaga.

Campuran
Intensitas
Menengah [ Sed
ang,

C-2

VEGETASI

* Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal; dan

 Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalhua
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

PRASARANA MINIMUM

s Jaringan jalan;

s« Penunjuk argh, informasi dan rambu-rambu
keselamatan jalan;

« Sumber air bersih dan jarnngan air bersih yang

terintegrasi dengan mistem penyediaan amr  bersih

perkotaan f perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

 Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan
sigtern penyediaan listrik perkotann /perdesaan sesuai
dengan hirarkhinya;

Penerangan jalan dan pedestrian;

o Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem
drainase  perkotaan/perdesaan  sesuai dengan
hirarkhinya; dan

* Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah JR, pola pengumpulan dan pengangkutan
sampah sesual peraturan dan rekomendasi dari
instansi terkait.

SARANA/FASILITAS MINIMUM
= Taman lingkungan,
* Tempat ibadah;
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SUB Z0NA KODE PRABARANA DAN SARANA MINIMAL

Pos keamanan:

Hidran kebakaran;

Shelter angkutan umum; dan

Fasilitas kesehatan minimal sckelas puskesmas.

- & @ @

VEGETASBI

* Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal;

» Merupakan jenis tanaman khas lokal vang mampu dan
efektif dalam menyerap polutan; dan

o Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi,

PRABARANA MINIMUM

» Jaringan jalan;

# Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu
kesclamatan jalarn;

* Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang
terintegrasi dengan sistem peényediaan air bersih
perkotaan /perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

» Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

« Sumber listnik dan energ yang terintegrasi dengan
sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai
dengan hirarkhinya;

» Penerangan jalan dan pedestrian;

Perdagangan « Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistemn
dan Jasa Skala | K-1 drainase perkotaan / perdesaan SEgUH] dengan
Kota hirarkhinya; dan

* Penyvediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan
sampah sesugl peraturan dan rekomendasi  dan
inatansi terkait,

SARANA/ FASILITAS MINIMUM

# Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan
desain yang berwawasan lingkungan;

» Fasilitas toilet pria, toilet wanita;

* Tempat ibadah;

» Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian,
toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar vang berlaku
untuk fasilites bagi penyandang difabilitas;

# Hidran kebakaran;

Utilitas perkotaan sistern ducting bawah tanah

terintegrasi;

Tempat bongkar mat;

Ruang sektor informal /RTNH;

Shelter angkutan umum,; dan

Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.

VEGETASI
* Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah

tumbuh dengan perawatan minimal;

» Merupakan jenis tanaman khas lokal yvang mampu dan

ﬁdﬂ%m K-2 efektil dalam menyerap polutan; dan
WP « Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapn tidak terlalu
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.
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SUB ZONA

KODE

PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

| PRABARANA MINIMUM

| « Jaringan jalan;

* Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu
keselamatan jalan;

« Sumber air bersth dan janngan air bersih yang
terintegrasi dengan  sistemm penyediaman air bersih
perkotaan ! perdesaan sesuai dengan hirarkhinys;

» Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

« Sumber listrik dan energl yang lerintegrasi dengan
sistem penyediaan listnk perkotaan/perdesaan sesuai
denpan hirarkhinya;

* Penerangan jalan dan pedestrian;

= Jaringan drainase yang teriniegrasi dengan sistem
drainase  perkotaan/perdessan sesuai  dengan
hirarkhinya; dan

* Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan
sampah sesual peraturan dan rekomendasi  dan
instans terkatl,

SARANA/ FASILITAS MINIMUM

» Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan
desain yang berwawasan lingkungan;

» Fagilitas toilet pria, toilet wanita;

» Tempat ibadah;

» Aksesgibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian,
toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku
untuk fasilitas bagi penvandang difabilitas;

» Hidran kebakaran;

Utilitas perlkotaan sistem ducting bawah tanah

terintegrasi;

Tempat bonghkar muat;

Ruang sektor informal | RTNH;

Shelter angkutan umum; dan

Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infornasi.

Perdagangan
dan Jasa Skala

SWP

K-3

VEGETABI

* Merupakan habitat tanaman khas lokal vang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal;

» Merupakan jenis tanaman khas lokal yvang mampu dan
efektil dalam menyerap polutan; dan

¢ Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga

menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu

gelap, dengan ketinggian tanaman bervanasi.

PRASARANA MINIMUM

» Jaringan jalan;

» Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu
keselamatan jalan;

e Sumber air bersith dan jaringan air bersth yang
terintegrasi dengan  sistem  penyediaan air bersih
perkotaan [ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

« Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

= Sumber listrik dan energl yvang lerintegrasi dengan
sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai
dengan hirarkhinya;

* Penerangan jalan dan pedestrian;

¢ Jaringan drainase yang lerintegrasi dengan sistem
drainase perkotaan/perdesaan sesuai  dengan

hirarkhinya; dan




Perkantoran

KO

PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

» Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategon |
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan |
sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari |
instansi terkait

BARANA/ FABILITAB MINIMUM

« Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan
desain yang berwawasan lingkungan;

« Fasilitas toilet pria, toilet wanita;

« Tempat ibadah;

s Akgesibilitas untulk difabel berupa jelur pedestrian,
toilet, ramp, lot parkir, sesual standar yang berlaku
untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;

¢ Hidran kebakaran;

¢ Shelter angkutan umum; dan

&« Fasilitas keemanan Pos Jaga & Infomasi,

VEGETASI]

Tajuk cukup rindang dan kompak achingga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

PRASARANA MINIMUM

= Jaringan jalan;

« Penunjuk arah, informasi dan ramhu-mmbul
kesclamatan jalan,

= Sumber air bersih dan jaringan air bersih gmnp,!
terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih |
perkoiaan /perdesaan sesual dengan hirarkhinya;

= Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

= Sumber listrik dan energi yang lerintegrasi dengan
sistem penvediaan listrik perkotaan /perdesaan sesuai
dengan hirarkhinya;

* Penerangan jalan dan pedestrian;

 Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem
drainase  perkotaan/perdesaan  sesual  dengan
hirarkhinya; dan

= Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan
sampah sesual peraturan dan rekomendasi dan
instansi terlcait.

SARANA/ FASILITAS MINIMUM

= Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan
desain yang berwawasan Hngkungan;

Fasilitas toilet pria, toilet wanita;

Tempat ibadah;

Hidran kebakaran;

Shelter anglaitan umum; dan

Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi. |

& & & @

Instalas
Pengolahan Air
Minum /IPAM

PL-3

VEGETASI i

# Merupakan hahitat tanaman khas lokal yang mudah |
tumbuh dengan perawatan minimal; dan

= Tajuk cukup rindang dan kompak schingga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

PRASARANA MINIMUM

- Jari.nEE.p_. jalan;



« 1T =

SUE ZONA

EKODE

PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

« Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan
gistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesual |
dengan hirarkhinya;
Penerangan jalan dan pedestrian;

= Janingan drainase yang terintegrasi dengan sistem
drainase perkotaan/perdesaan  sesual dengan
hirarkhinya; dan

s Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan
sampah sesusl peraturan dan rekomendasi dari
instansi terkait

SARANA/ FASILITAS MINIMUM

o Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan
desain yang berwawasan lingkungan;

Fasilitas toilet pria, toilet wanita;

Tempat ibadah;

Taman; dan

Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomas.

instalasi
Pengolahan Air
Limbah /IPAL

PL-4

VEGETASI

o Merupakan habitat tanaman khas |lokal yang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal; dan

= Tajuk cukup rindang dan kompak schingga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalho
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

PRASARANA MINIMUM

s Jaringan jalan;

» Sumber listrik dan energi vang terintegrasi dengan
sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai
dengan hirarkhinya;

* Penerangan jalan dan pedestrian;

» Jaringan drainase vang lerintegrasi dengan sistem
drainase  perkotaan/perdesagn sesuai dengan
hirarkhinya; dan

» Penyedianan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan
sampah sesum peraturan dan rekomendasi dan
instansi terkait.

SARANA/ FASILITAS MINIMUM

# Pelotaran parkir Kendarasn mobil dan motor dengan
desain yang berwawasan lingkungan;

» Fasilitas toilet pria, toilet wanita;

» Tempat ibadah;

¢ Taman; dan

s Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.

Pergudangan

PL-B

VEGETASI

s Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal; dan

* Tajuk cukup rindang dan kompak schingga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.




SUB ZONA

LODE

PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

PRASARANA MINIMUM

» Jaringan jalan;

¢ Sumber listrik dan energl vang terintegrasi dengan
sistemn penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesua
dengan hirarkhinva;

* Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem
drainase  perkotaan/perdesaan  sesual dengan
hirarkhinya;

* Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan
sampah sesual peraturan dan rekomendasi dan
instansi terkait; dan

o Jaringan limbah (sewerage], sesuai dengan ketentuan
dan persyaratan teknis yvang berlaku untuk zona

Pergudangan.

BARANA/ FASILITAS MINIMUM

* Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan
desain yang berwawasan lingkungan;

« Fasilitas toilet pria, tollet wanita; dan

# Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.

Transportasi

VEGETASI

» Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah
tumbuh dengan perawatan minimal; dan

« Tajuk cukup rindang dan kumpﬂk sehjngga
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

PRASARANA MINIMUM

&« Jaringan jalan;

= Jalur keluar dan masuk kendaraan;

* Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan
gistem penyediaan listrik perkotaan /perdesaan sesuai
dengan hirarkhinya;

+ Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem
drainase perkotaan / perdesaan sesuali  dengan
hirarkhinya; dan

* Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3R, pola penpumpulan den pengangkutan
sumpah sesual peraturan dan rekomendasi dar |
instansi terkait. |

SARANA/ FASILITAS MINIMUM |

* Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan
desain yang berwawasan lingkungan;

¢ Tamarn;

« Fasilitas toilet pria, toilet wanita; dan

» Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.

Pertahanan dan
Keamanan

HEK

VEGETASI

Tajuk cukup nndang dan kompak sehinpggn
menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu
gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

PRASARANA MINIMUM

 Jaringan jalan;

* Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu
keselamatan jalan;




SUB ZONA

» Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
« Sumber listrik dan energi yvang terintegrasi dengan

¢ Penerangan jalan dan pedestrian;
o Jaringen drainase yang terintegrasi dengan sistem

SARANA/ FASILITAS MINIMUM

PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Sumber air bersth dan jaringan air bersih yang
terintegrasi denpan  sistem  penyedisan air  bersih
perkotaan f perdesaan sesual dengan hirarkhinya;

sistem penyediaan listrik perkotaan /perdesaan sesuai
dengan hirarkhinya;

drainase perkotaan/ perdesaan segual dengan
hirarkhinya; dan
Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori
sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan
sampah sesual peraturan dan rekomendasi dari
instansi terkait,

Pelataran parkir;

Fasilitas toilet pria, toilet wanita;
Tempat 1ibadah;

Hidran kebakoran;

Taman; dan

Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.

Sumber: Hasil Rencana, 2021
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